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ABSTRAK 

 

Peningkatan perhatian terhadap isu keberlanjutan mendorong perusahaan untuk 

mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam aktivitas rantai pasok, 

termasuk proses pengadaan. PT Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan pertambangan 

nikel terintegrasi telah mengimplementasikan berbagai inisiatif keberlanjutan dalam 

operasionalnya. Sustainability Report perusahaan disusun dengan mengacu pada GRI 

Standards untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan. Namun, GRI Standards lebih 

berfokus pada pelaporan keberlanjutan secara umum dan belum secara spesifik 

mengevaluasi penerapan sustainable procurement berdasarkan tahapan proses 

pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis ISO 20400:2017 untuk menilai 

sejauh mana praktik sustainable procurement telah diintegrasikan dalam proses 

pengadaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

sustainable procurement pada PT Vale Indonesia Tbk berdasarkan Sustainability Report 

tahun 2024 dengan mengacu pada Key Performance Indicator (KPI) yang dikembangkan 

dari Klausul 7 ISO 20400:2017, serta merumuskan usulan perbaikan berdasarkan Best 

Practices SCOR DS 14. Penelitian menggunakan metode content analysis yang didukung 

perangkat lunak NVivo 15. Penilaian dilakukan melalui aspek substansi dan disclosure 

menggunakan metode scoring, kemudian divalidasi oleh akademisi dan praktisi melalui 

Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

sustainable procurement di PT Vale Indonesia Tbk telah berjalan cukup baik dengan rata-

rata skor substansi sebesar 69% dan skor disclosure sebesar 59%. Kategori Membangun 

dari Proses yang Sudah Ada memperoleh skor tertinggi sebesar 100%, sedangkan 

kategori Perencanaan dan Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam 

Spesifikasi memperoleh skor terendah masing-masing sebesar 56% dan 53%. Hasil 

analisis kesenjangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang 

memerlukan peningkatan, khususnya terkait penguatan prosedur formal, integrasi aspek 

keberlanjutan dalam proses pengadaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi 

keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam 

meningkatkan implementasi sustainable procurement secara berkelanjutan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kata Kunci: Best Practices, ISO 20400:2017, NVivo 15, Sustainable Procurement, 

Sustainability Report.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang 

operasionalnya sangat bergantung pada ketersediaan material, peralatan, dan jasa 

pendukung secara berkelanjutan. Dalam struktur bisnis perusahaan tambang seperti ini, 

fungsi procurement bukan sekadar aktivitas pembelian, melainkan mekanisme 

pengendali yang memastikan setiap input produksi tersedia tepat waktu, sesuai spesifikasi 

teknis, dan memenuhi standar keselamatan serta kualitas yang ditetapkan. Keputusan 

procurement mencakup pemilihan pemasok, penetapan spesifikasi barang dan jasa, 

pengelolaan kontrak, serta pengendalian risiko pasokan yang secara langsung 

memengaruhi kesinambungan operasi dan efisiensi produksi nikel matte perusahaan. 

Proses produksi nikel matte di PT Vale Indonesia Tbk melibatkan pengadaan 

berbagai jenis material utama dan penunjang, antara lain bijih nikel laterit, sulfur, silika, 

limestone, batubara, fuel oil, oksigen, suku cadang mesin, bahan habis pakai, jasa 

pemeliharaan, jasa logistik, serta layanan teknis pendukung lainnya. Bijih nikel laterit tipe 

saprolit diolah melalui jalur pirometalurgi menggunakan smelting untuk menghasilkan 

nickel matte, sementara tipe limonit lebih sesuai untuk jalur hidrometalurgi seperti High-

Pressure Acid Leach (HPAL) guna menghasilkan produk bernilai lebih tinggi (Bahfie et 

al., 2022). Dengan cakupan kebutuhan material yang luas dan bervariasi tersebut, fungsi 

procurement di PT Vale menjadi faktor kunci yang menentukan kelancaran seluruh rantai 

produksi, mulai dari penambangan bijih hingga pengolahan menjadi nikel matte siap jual. 

Dalam industri pertambangan nikel, gangguan pada sisi pasokan material, 

keterlambatan pengiriman spare part, maupun ketidaksesuaian spesifikasi barang dan 

jasa dapat langsung menghentikan atau mengurangi kapasitas produksi, yang pada 

akhirnya berdampak pada pendapatan dan reputasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Becerra & Diaz, (2025) menunjukkan bahwa pemilihan pemasok di sektor 

pertambangan kini tidak lagi hanya mempertimbangkan faktor harga, tetapi juga 

mencakup dimensi keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok untuk memastikan operasi 

yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen procurement yang 

terstruktur, transparan, dan responsif terhadap risiko pasokan menjadi elemen kunci 
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dalam menjaga keandalan operasi dan keberlanjutan produksi nikel secara jangka panjang 

(Nuraenni Kharisma Putri & Arvianto Ary, 2025). 

Meskipun komitmen keberlanjutan telah diungkapkan dalam laporan perusahaan, 

praktik Sustainable Procurement tetap perlu dievaluasi secara lebih sistematis. Hal ini 

karena pengadaan yang hanya berorientasi pada biaya, kualitas, dan efisiensi belum tentu 

mampu menjamin keberlanjutan rantai pasok dalam jangka panjang. Dalam industri 

pertambangan nikel, proses pengadaan memiliki peran strategis karena menjadi 

penghubung utama antara perusahaan dan pemasok bahan baku, peralatan, serta layanan 

pendukung operasional (Celestin et al., 2024). Kegiatan procurement mencakup keputusan 

penting seperti pemilihan pemasok, spesifikasi barang dan jasa, serta pengelolaan kontrak 

yang berdampak langsung pada efisiensi, kualitas produksi, dan keberlanjutan rantai 

pasok. Oleh karena itu, manajemen pengadaan yang terstruktur, transparan, dan 

bertanggung jawab menjadi elemen kunci dalam mendukung keberlanjutan organisasi 

(Lo et al., 2026). 

Sebagian besar material yang digunakan dalam proses produksi nikel, seperti bijih 

laterit, sulfur, batubara, dan fuel oil, pada dasarnya merupakan sumber daya yang tidak 

terbarukan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk tidak sekadar mengelola 

procurement dari sisi biaya dan ketersediaan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi 

konsumsi, pengurangan pemborosan persediaan, pengendalian energi, serta pemanfaatan 

kembali sumber daya yang masih dapat digunakan. Dalam konteks PT Vale Indonesia 

Tbk, hal ini tercermin pada pengelolaan material yang lebih efisien melalui sistem 

procurement stock, penggunaan pure water yang dapat didaur ulang dalam sistem utilitas, 

serta pemanfaatan kembali tanah penutup (overburden) untuk keperluan rehabilitasi lahan 

tambang. Dengan demikian, keberlanjutan pengadaan di sektor nikel tidak selalu berarti 

mengganti seluruh input dengan bahan terbarukan, melainkan memastikan bahwa setiap 

sumber daya yang bersifat terbatas dikelola secara efisien, aman, dan bertanggung jawab. 

Perkembangan industri pertambangan global saat ini menunjukkan pergeseran yang 

signifikan ke arah praktik procurement yang lebih bertanggung jawab. Penelitian oleh 

Franken & Schutte, (2022) menyatakan bahwa pengelolaan rantai pasok pertambangan 

yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial secara 

bersamaan, karena aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap 

ekosistem, sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. 

Perusahaan pertambangan nikel global, seperti Nornickel, bahkan telah membangun 
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sistem responsible supply chain yang dirancang untuk memantau dan memastikan 

kepatuhan pemasok terhadap standar perusahaan serta standar internasional yang berlaku. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan praktik sustainable procurement di industri 

pertambangan bukan lagi sekadar komitmen sukarela, melainkan kebutuhan operasional 

yang semakin mendesak, khususnya dalam rangka mendukung transisi menuju tata kelola 

industri ekstraktif yang lebih bertanggung jawab (Celestin et al., 2024). 

Dalam praktik pengadaan, organisasi dapat merujuk pada berbagai standar dan 

kerangka kerja. ISO 26000 memberikan panduan tentang tanggung jawab sosial secara 

umum, sementara kerangka ESG digunakan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan, 

sosial, dan tata kelola perusahaan secara menyeluruh. Standar sektoral seperti ICMM 

(International Council on Mining and Metals) dan IRMA (Initiative for Responsible 

Mining Assurance) lebih berfokus pada praktik pertambangan yang bertanggung jawab. 

Berbeda dari kerangka tersebut, ISO 20400:2017 secara khusus dirancang untuk 

membantu organisasi mengintegrasikan prinsip keberlanjutan langsung ke dalam fungsi 

procurement, mulai dari aspek kebijakan, strategi, tata kelola, hingga tahapan proses 

pengadaan (Aroonsrimorakot & Laiphrakpam, 2024). Karena cakupannya yang spesifik 

pada fungsi pengadaan itulah, ISO 20400 menjadi pilihan yang paling tepat sebagai acuan 

evaluasi dalam penelitian ini dibandingkan standar-standar yang fokus utamanya bukan 

pada fungsi pembelian. 

Ketertarikan penelitian ini pada ISO 20400:2017 didasarkan pada beberapa alasan 

yang saling terkait. Pertama, standar ini menempatkan procurement sebagai instrumen 

strategis organisasi yang berdampak langsung pada kinerja sosial, lingkungan, dan 

ekonomi jangka panjang (Engelseth et al., 2021). Kedua, ISO 20400 menekankan prinsip 

akuntabilitas, transparansi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perilaku etis, dan 

manajemen risiko rantai pasok, sehingga relevan untuk menilai kompleksitas pengadaan 

pada perusahaan pertambangan nikel. Ketiga, panduan dalam ISO 20400 khususnya pada 

klausul 7 membahas terkait penerapan keberlanjutan dalam proses pengadaan, sehingga 

sangat sesuai untuk mengevaluasi kondisi PT Vale Indonesia Tbk secara menyeluruh dan 

terstruktu (Aroonsrimorakot & Laiphrakpam, 2024). 

Dalam konteks implementasi di perusahaan, praktik sustainable procurement 

umumnya diidentifikasi dan dievaluasi melalui Sustainability Report (SR). Sustainability 

Report merupakan suatu proses organisasi untuk mengukur kinerja terkait keberlanjutan, 

mengungkapkan informasi kepada publik, serta mempertanggungjawabkannya kepada 
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pemangku kepentingan internal maupun eksternal dalam rangka mendukung 

pembangunan berkelanjutan (Agama & Zubairu, 2022). Penyusunan Sustainability 

Report umumnya mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI) yang berperan 

penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaporan non-finansial 

perusahaan kepada pemangku kepentingan, namun penekanannya berada pada hasil 

pelaporan secara umum dan belum menjelaskan secara spesifik bagaimana prinsip 

keberlanjutan diterapkan dalam proses pengadaan secara operasional (Luo & Tang, 

2023). Kondisi ini menjadikan ISO 20400:2017, khususnya Klausul 7 mengenai 

penerapan keberlanjutan dalam proses pengadaan, sebagai kerangka analisis yang 

komplementer dan diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik pengadaan 

perusahaan telah selaras dengan prinsip keberlanjutan secara terstandar 

(Aroonsrimorakot & Laiphrakpam, 2024). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

menggunakan Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk sebagai sumber data utama 

untuk menilai penerapan sustainable procurement pada perusahaan. Metode content 

analysis dipilih sebagai pendekatan analisis karena telah terbukti mampu digunakan 

secara sistematis untuk menelaah dokumen laporan keberlanjutan, memetakan tema-tema 

utama, serta menilai kualitas pengungkapan praktik keberlanjutan suatu organisasi 

(Loughlin et al., 2023). Relevansi metode ini juga diperkuat oleh studi yang 

menggunakan content analysis terhadap laporan perusahaan-perusahaan industri nikel 

dan kobalt, yang menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu mengungkap pola dan 

kesenjangan implementasi keberlanjutan dalam aktivitas rantai pasok secara 

komprehensif (Islami et al., 2025). Selain menghasilkan evaluasi tingkat implementasi, 

penelitian ini juga diarahkan untuk menyusun rekomendasi perbaikan berbasis best 

practices sustainable procurement. Pendekatan ini penting dilakukan mengingat 

perusahaan-perusahaan pertambangan yang telah lebih dahulu menerapkan sustainable 

procurement secara konsisten membuktikan bahwa penguatan tata kelola pemasok, 

sistem pemantauan kepatuhan rantai pasok, serta integrasi nilai keberlanjutan dalam 

setiap tahapan pengadaan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus 

mereduksi risiko gangguan pasokan secara signifikan. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan tidak hanya memberikan gambaran kondisi pengadaan PT Vale Indonesia Tbk 

saat ini, tetapi juga menghasilkan arahan perbaikan yang aplikatif dan relevan dengan 

kebutuhan operasional perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Sejauh mana tingkat implementasi Sustainable Procurement pada PT Vale Indonesia 

Tbk jika dievaluasi melalu Sustainability Report menggunakan Key Performance 

Indicator (KPI) yang berbasis pada ISO 20400:2017? 

2. Bagaimana rekomendasi perbaikan praktik Sustainable Procurement pada PT Vale 

Indonesia Tbk dapat dirumuskan berdasarkan hasil scoring, analisis kesenjangan, dan 

SCOR 14 Best Practices agar lebih selaras dengan prinsip ISO 20400:2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi Sustainable Procurement pada PT Vale 

Indonesia Tbk melalui analisis Sustainability Report yang merujuk pada Key 

Performance Indicator (KPI) sesuai standar ISO 20400:2017. 

2. Menyusun rekomendasi perbaikan praktik Sustainable Procurement pada PT Vale 

Indonesia Tbk berdasarkan hasil scoring, analisis kesenjangan, dan SCOR 14 Best 

Practices sebagai upaya untuk meningkatkan keselarasan implementasi pengadaan 

berkelanjutan dengan prinsip ISO 20400:2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan bagi berbagai pihak sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Memperdalam wawasan teoritis dan praktis mengenai implementasi Sustainable 

Procurement di sektor industri, khususnya dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan 

organisasi terhadap standar ISO 20400:2017. 

2. Mengasah kemampuan analitis dalam mengolah data kualitatif melalui metode 

content analysis, menginterpretasikan informasi strategis yang tertuang dalam 

Sustainability Report, serta menyusun Key Performance Indicator (KPI) berbasis 

ISO 20400:2017 secara sistematis.  
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3. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan proses scoring, analisis 

kesenjangan, dan perumusan rekomendasi improvement berbasis SCOR 14 Best 

Practices untuk mendukung penguatan praktik Sustainable Procurement. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

1. Sebagai instrumen evaluasi mandiri bagi PT Vale Indonesia Tbk untuk memetakan 

sejauh mana praktik pengadaan yang telah berjalan selaras dengan standar 

internasional. 

2. Menyediakan landasan strategis dalam merumuskan perbaikan berkelanjutan yang 

mampu meningkatkan efisiensi operasional, memkuat tata kelola rantai pasok, serta 

mengukuhkan posisi perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen pada prinsip 

ESG. 

1.4.3 Bagi Pembaca 

1. Memperkuat cakrawala pemahaman mengenai konsep Sustainable Procurement serta 

metodologi evaluasinya berdasarkan kerangka ISO 20400:2017. 

2. Menjadi referensi akademik dan rujukan data bagi penelitian selanjutnya yang 

berfokus pada pengembangan standar keberlanjutan dalam sistem pengadaan barang 

dan jasa. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ditetapkan untuk mempertegas ruang lingkup studi serta menjaga agar 

analisis tetap dokus pada tujuan yang telah ditentukan. Adapun batasan dalam penelitian 

meliputi: 

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis praktik Sustainable Procurement yang 

diimplementasikan di PT Vale Indonesia Tbk. 

2. Analisis dibatasi pada penggunaan data yang bersumber dari Sustainability Report 

yang terintegrasi dalam priode tahun 2024. 

3. Kriteria evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada prinsip dan kerangka kerja ISO 

20400:2017, khususnya Klausul 7. 

4. Penilaian implementasi Sustainable Procurement dilakukan menggunakan Key 

Performance Indicator (KPI) yang disusun berdasarkan ISO 20400:2017, dengan 

pendekatan scoring pada aspek substansi dan disclosure. 

5. Penyusunan rekomendasi perbaikan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada hasil 

penilaian scoring substansi (implementasi), dengan mempertimbangkan kesenjangan 
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antara praktik sustainable procurement yang telah diterapkan perusahaan dan kriteria 

yang ditetapkan dalam ISO 20400:2017. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Literatur 

Penelitian yang dilakukan oleh Asante, (2025) mengidentifikasi lima kluster tema utama 

dalam literatur sustainable procurement, yaitu praktik dan pendorong sustainable 

procurement, manajemen lingkungan dan kinerja pengadaan, tantangan implementasi 

sustainable public procurement, strategi green procurement dan manajemen pemasok, 

serta faktor adopsi sustainable procurement. Hal ini menunjukkan bahwa sustainable 

procurement telah berkembang menjadi bidang kajian yang luas dan multidimensi. 

Meskipun konsep Sustainable Procurement telah berkembang pesat secara global, 

implementasinya di negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan struktural 

yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ogunsanya et al., (2022) dalam konteks 

proyek-proyek yang didanai publik di negara berkembang menemukan bahwa kendala 

utama meliputi kurangnya kesadaran tentang keberlanjutan, tata kelola dan transparansi 

yang tidak efektif, serta ketidakselarasan antara pendekatan pengadaan dan arah 

kebijakan nasional. Sejalan dengan temuan tersebut, Kuruneri, (2025) mengungkapkan 

bahwa implementasi Sustainable Procurement di sektor publik terhambat oleh lemahnya 

koordinasi kebijakan, inkonsistensi pelaksanaan di tingkat operasional, serta minimnya 

kapasitas kelembagaan pelaku pengadaan. Sementara itu, Cao et al., (2022) melalui 

analisis teks kuantitatif terhadap dokumen tender berskala besar di China menemukan 

bahwa meski kebijakan Sustainable Procurement telah diadopsi secara formal, pola 

implementasinya di tingkat operasional masih jauh dari ideal dan membutuhkan sistem 

pemantauan yang lebih terstruktur. Kondisi-kondisi ini secara kolektif menunjukkan 

bahwa efektivitas Sustainable Procurement sangat bergantung pada kesiapan regulasi, 

kemampuan pemangku kepentingan, dan komitmen kepemimpinan organisasi. 

Dalam konteks industri pertambangan, keputusan pengadaan memiliki dampak 

yang sangat signifikan mengingat sektor ini menghadapi tantangan lingkungan, sosial, 

dan ekonomi yang sangat kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Becerra & Diaz, 

(2025) menunjukkan bahwa pemilihan pemasok di sektor pertambangan kini tidak lagi 

hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga mencakup dimensi keberlanjutan dan 

ketahanan rantai pasok untuk memastikan operasi yang efisien dan berkelanjutan. 

Penelitian oleh Franken & Schutte, (2022) menyatakan bahwa pengelolaan rantai pasok 
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pertambangan yang berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial 

secara bersamaan, karena aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak 

terhadap ekosistem, sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah 

operasi. Penerapan praktik Sustainable Procurement di industri pertambangan tetap 

krusial bagi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan, meskipun 

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan regulatoris (Celestin 

et al., 2024). Dengan demikian, penelitian yang mengkaji implementasi Sustainable 

Procurement dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia menjadi relevan dan 

mendesak. 

Di luar sektor pertambangan, sustainable procurement juga telah banyak dikaji 

pada industri manufaktur dan logistik sebagai perbandingan praktik lintas sektor. Pada 

industri manufaktur, penelitian Karakoc et al., (2024) menunjukkan bahwa evaluasi 

pemasok berkelanjutan umumnya mempertimbangkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan 

sosial secara simultan. Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa aspek 

ekonomi dan lingkungan masih menjadi fokus utama dalam pengembangan model dan 

kriteria sustainable supplier selection, sedangkan dimensi sosial memperoleh perhatian 

yang relatif lebih rendah. Dalam industri konstruksi, penelitian dengan metode Structural 

Equation Modeling (SEM) menemukan bahwa sustainable procurement secara signifikan 

mendorong tercapainya SDGs melalui jalur sustainable logistics dan sustainable 

metamorphosis practices, yang menegaskan bahwa integrasi procurement dan logistik 

merupakan strategi utama dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan proyek 

(Kazancoglu et al., 2023). Sementara itu, kajian pada industri manufaktur ban di 

Indonesia menemukan bahwa integrasi Fuzzy AHP dan Balanced Scorecard 

memungkinkan evaluasi kinerja pemasok yang lebih sistematis dan objektif, namun juga 

mengungkap bahwa aspek keberlanjutan masih dianggap prioritas sekunder 

dibandingkan aspek teknis dalam penilaian pemasok (Liu et al., 2023). Temuan lintas 

industri ini menunjukkan bahwa tantangan integrasi keberlanjutan ke dalam proses 

procurement bersifat universal, sehingga kajian mendalam pada sektor pertambangan 

nikel menjadi penting untuk mengisi celah yang belum banyak diteliti. 

Berbagai standar dan kerangka kerja telah digunakan sebagai acuan implementasi 

Sustainable Procurement di berbagai industri. GRI 204 tentang Procurement Practices 

digunakan untuk menilai pengungkapan informasi terkait pengeluaran pengadaan, 

proporsi pemasok lokal, dan dampak rantai pasok dalam laporan keberlanjutan. Kerangka 
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ESG lebih banyak digunakan sebagai panduan evaluasi kinerja lingkungan, sosial, dan 

tata kelola secara menyeluruh, sementara standar sektoral seperti ICMM dan IRMA lebih 

berfokus pada kepatuhan operasional pertambangan yang bertanggung jawab. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ayebo & Olamide, (2025) mengulas bahwa sustainable procurement 

dapat merujuk pada berbagai kerangka, mulai dari Green Public Procurement (GPP), 

Corporate Social Responsibility (CSR), hingga ISO 20400, namun menegaskan bahwa 

pemilihan kerangka evaluasi harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan organisasi. Di 

antara seluruh kerangka tersebut, ISO 20400:2017 merupakan satu-satunya standar 

internasional yang secara spesifik dirancang untuk mengintegrasikan keberlanjutan 

langsung ke dalam fungsi dan proses pengadaan, mulai dari aspek kebijakan, strategi, tata 

kelola, hingga seluruh tahapan operasional pengadaan (Souza et al., 2025). Penelitian 

yang dilakukan oleh Jacob Nsiah-Sarfo et al., (2023) memperkuat argumen ini dengan 

menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan yang efektif, dukungan kepemimpinan, dan 

kejelasan kebijakan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi Sustainable 

Procurement berbasis ISO 20400. Sementara itu, penelitian (Souza et al., 2025) dalam 

konteks sektor kesehatan menunjukkan bahwa ISO 20400 dapat diterapkan lintas sektor 

dan mampu meningkatkan kesadaran serta mendorong adopsi praktik pengadaan yang 

berkelanjutan secara nyata. 

Berbagai metode analisis telah digunakan dalam penelitian sustainable 

procurement, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang tersedia. Metode 

kuantitatif seperti Analytical Hierarchy Process (AHP) banyak digunakan untuk 

memprioritaskan kriteria pemilihan pemasok berkelanjutan, penelitian Adline Twince 

Tobing et al., (2021) menunjukkan bahwa AHP memungkinkan perusahaan 

memprioritaskan kriteria pemasok yang telah ditentukan dan memilih pemasok terbaik 

sesuai kebutuhan organisasi. Pendekatan Key Performance Indicator (KPI) berbasis 

Green SCOR model juga telah diterapkan di industri manufaktur perkapalan Indonesia, 

di mana penelitian Tri et al., (2025) menggunakan 26 KPI yang dibobot dengan AHP dan 

dinilai dengan Objective Matrix (OMAX) untuk menghasilkan skor kinerja Green SCM 

yang terukur dan dapat dibandingkan antar periode. Di sisi lain, metode kualitatif seperti 

content analysis lebih tepat digunakan ketika penelitian berfokus pada evaluasi dokumen 

dan kebijakan organisasi. Penelitian Da Silva et al., (2025) menunjukkan bahwa content 

analysis dengan bantuan perangkat lunak seperti NVivo banyak digunakan untuk 

mengkodekan dan memetakan data tekstual secara terstruktur, sehingga meningkatkan 
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ketelitian dan objektivitas analisis dokumen keberlanjutan. Perbedaan pendekatan metode 

ini menunjukkan bahwa pemilihan metode harus diselaraskan dengan pertanyaan 

penelitian untuk evaluasi implementasi berbasis dokumen seperti Sustainability Report, 

content analysis merupakan pilihan yang paling sesuai. 

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sustainability 

Report, yang secara luas diakui dalam literatur sebagai dokumen yang mencerminkan 

komitmen, kebijakan, serta capaian organisasi dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan 

sosial (Emmanuel, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Sintadevi et al., (2024) 

menegaskan bahwa Sustainability Report relevan digunakan untuk menilai praktik 

Sustainable Procurement karena memuat informasi yang cukup komprehensif terkait 

kebijakan pengadaan, pemilihan pemasok, dan pengelolaan rantai pasok berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini, isi laporan dianalisis menggunakan pendekatan content analysis 

untuk menilai secara sistematis sejauh mana praktik perusahaan sesuai dengan standar 

ISO 20400. Untuk mengukur tingkat implementasi secara objektif dan terukur, penelitian 

ini mengadopsi pendekatan scoring berbasis KPI yang didasarkan pada klausul-klausul 

ISO 20400:2017. KPI memungkinkan organisasi menilai keselarasan antara kebijakan 

dan praktik pengadaan sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan 

secara sistematis (Ayebo & Olamide, 2025). 

Di tingkat nasional, penelitian terkait implementasi Sustainable Procurement di 

Indonesia menunjukkan kondisi yang masih jauh dari optimal. Penelitian yang dilakukan 

oleh Suci et al., (2024) dalam kajian mereka terhadap sektor publik Indonesia menemukan 

bahwa meskipun telah terdapat sejumlah kebijakan terkait Sustainable Procurement, 

tingkat implementasinya masih relatif rendah dan menghadapi tantangan serius, termasuk 

perlunya regulasi pelaksana yang lebih jelas dan penguatan kapasitas kelembagaan pelaku 

pengadaan. Penelitian oleh Aprianti & Chairuddin, (2024) memperkuat temuan ini 

dengan menyimpulkan bahwa hambatan utama terletak pada belum terintegrasinya 

prinsip keberlanjutan ke dalam prosedur pengadaan rutin instansi pemerintah. Sementara 

itu, Suci et al., (2024) menemukan bahwa meskipun sustainable procurement berpotensi 

meningkatkan efisiensi dan kinerja keberlanjutan, implementasinya masih terkendala 

oleh keterbatasan kapasitas SDM, pemahaman pemangku kepentingan, dan ketersediaan 

produk ramah lingkungan. Kondisi ini secara kolektif menegaskan urgensi penelitian 

yang mengevaluasi implementasi Sustainable Procurement secara terstruktur 
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menggunakan standar internasional yang diakui, khususnya pada perusahaan 

pertambangan nikel strategis seperti PT Vale Indonesia Tbk.  

Untuk menunjukkan perkembangan penelitian terdahulu serta mengidentifikasi 

research gap yang menjadi dasar penelitian ini, ringkasan penelitian terkait Sustainable 

Procurement disajikan pada Tabel 2.1 berdasarkan sektor penelitian, standar atau 

kerangka kerja yang digunakan, dan metode analisis yang diterapkan. 

Keterangan: 

1) Sektor: Tambang (P), Manufaktur (M), Konstruksi (K), Logistik/Rantai Pasok (L), 

Publik/Pemerintah (PB), dan Umum/Multisektor (U). 

2) Standar/Kerangka Kerja: ISO 20400, GRI, ESG, GPP, dan CSR. 

3) Metode Analisis: Content Analysis (CA), AHP, Fuzzy AHP, TOPSIS, KPI/Scoring, 

Kualitatif Deskriptif (KD), Analisis Teks Kuantitatif (ATK), dan Systematic 

Literature Review (SLR).  
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Tabel 2. 1 Kajian Literatur 

No Peneliti Sektor Standar yang Digunakan Metode Analisis 
  

T M K L PB U 
ISO 

20400 
GRI ESG 

G

PP 

CS

R 

Content 

Analysis 

AH

P 

Fuz

zy 

TOPS

IS 

KPI/S

coring 
KD 

AT

K 

SL

R 

1 (Asante, 

2025) 
     ✓             ✓ 

2 (Ogunsan

ya et al., 

2022) 

    ✓     ✓       ✓   

3 (Kuruneri, 

2025) 
    ✓     ✓       ✓   

4 (Cao et 

al., 2022) 
    ✓     ✓        ✓  

5 (Becerra 

& Diaz, 

2025) 

✓        ✓        ✓   

6 (Franken 

& Schutte, 

2022) 

✓   ✓     ✓        ✓   
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No Peneliti Sektor Standar yang Digunakan Metode Analisis 
  

T M K L PB U 
ISO 

20400 
GRI ESG 

G

PP 

CS

R 

Content 

Analysis 

AH

P 

Fuz

zy 

TOPS

IS 

KPI/S

coring 
KD 

AT

K 

SL

R 

7 (Celestin 

et al., 

2024) 

✓  ✓ ✓     ✓           

8 (Kazanco

glu et al., 

2023) 

  ✓ ✓     ✓           

9 (Cao et 

al., 2025) 
 ✓       ✓    ✓ ✓  ✓    

10 (Ayebo & 

Olamide, 

2025) 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ ✓  ✓ 

11 (Souza et 

al., 2025) 
     ✓ ✓  ✓        ✓   

12 (Jacob 

Nsiah-     ✓  ✓  ✓        ✓   
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No Peneliti Sektor Standar yang Digunakan Metode Analisis 
  

T M K L PB U 
ISO 

20400 
GRI ESG 

G

PP 

CS

R 

Content 

Analysis 

AH

P 

Fuz

zy 

TOPS

IS 

KPI/S

coring 
KD 

AT

K 

SL

R 

Sarfo et 

al., 2023) 

13 (Adline 

Twince 

Tobing et 

al., 2021) 

    ✓        ✓    ✓   

14 (Tri et al., 

2025) 
 ✓         ✓  ✓   ✓     

15 (J. Da 

Silva et 

al., 2025) 

     ✓      ✓     ✓    

16 (Emmanu

el, 2025)      ✓   ✓ ✓   ✓   ✓     



16 

 

No Peneliti Sektor Standar yang Digunakan Metode Analisis 
  

T M K L PB U 
ISO 

20400 
GRI ESG 

G

PP 

CS

R 

Content 

Analysis 

AH

P 

Fuz

zy 

TOPS

IS 

KPI/S

coring 
KD 

AT

K 

SL

R 

17 (Sintadevi 

et al., 

2024) 

    ✓    ✓ ✓   ✓        

18 (Suci et 

al., 2024)     ✓      ✓      ✓    

19 (Aprianti 

& 

Chairuddi

n, 2024) 

    ✓      ✓      ✓    
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Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian mengenai Sustainable Procurement telah berkembang luas secara global, 

namun sebagian besar masih berfokus pada sektor publik dan manufaktur dengan 

pendekatan metode kuantitatif seperti AHP, Fuzzy AHP, dan TOPSIS, serta mengacu 

pada kerangka umum seperti ESG, GPP, dan CSR. Kajian yang secara spesifik 

mengevaluasi implementasi Sustainable Procurement pada sektor pertambangan 

menggunakan standar ISO 20400 sebagai acuan utama dengan pendekatan content 

analysis masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia. Celah inilah yang menjadi 

landasan penelitian ini, yaitu mengevaluasi implementasi Sustainable Procurement di PT 

Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan pertambangan nikel strategis berdasarkan klausul 

7 ISO 20400:2017, melalui content analysis terhadap Sustainability Report perusahaan 

yang dikodekan secara sistematis menggunakan NVivo, dinilai melalui dua aspek 

scoring, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis Best Practices, 

sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah riset yang ada sekaligus 

menghasilkan kontribusi akademik maupun praktis bagi penguatan tata kelola pengadaan 

berkelanjutan di industri pertambangan Indonesia.
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Sustainable Procurement 

Sustainable procurement adalah sebuah pendekatan pengadaan yang tidak hanya 

berorientasi pada aspek biaya, kualitas, dan waktu, namun juga mempertimbangkan 

dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini 

menekankan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan pada setiap tahapan proses 

pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, hingga evaluasi 

kinerja (Pudjijono & Nursani, 2022). Sustainable procurement juga dipandang sebagai 

instrumen strategis yang memberikan berbagai manfaat bagi organisasi dan 

pembangunan nasional. Penerapannya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 

daya, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Selain itu, 

pendekatan ini juga mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa yang diadakan, 

penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi (Nurhikmahyanti 

Desi, 2024).  

2.2.2 ISO 20400:2017 

ISO 20400 merupakan standar internasional yang memberikan panduan bagi organisasi 

sektor publik maupun swasta dalam menerapkan sustainable procurement. Standar ini 

menekankan integrasi aspek sosial dan lingkungan ke dalam seluruh proses pengadaan, 

mulai dari perencanaan hingga evaluasi pemasok. Penerapan ISO 20400 bertujuan untuk 

menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan secara seimbang, serta menjadikan 

fungsi pengadaan sebagai alat startagis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 

dan keberlanjutan organisasi (Aroonsrimora Akot & Laiphrakpam, 2024). Kerangka 

sustainable procurement menurut Kusrini, (2019) menjelaskan tahapan implementasi 

keberlanjutan mulai dari pemahaman konsep dasar hingga integrasinya ke dalam proses 

pengadaan. Ilustrasi kerangka tersebut disajikan pada Gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2. 1 Kerangka ISO 20400:2017 Klausul 7 

Klausul ini menjelaskan penerapan prinsip keberlanjutan secara operasional 

dalam kegiatan pengadaan, khususnya bagi pihak yang terlibat langsung dalam 
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pelaksanaan pengadaan sehari-hari. Ringkasan indikator yang digunakan untuk 

mengevaluasi pemahaman organisasi terhadap konsep dasar Sustainable Procurement 

berdasarkan klausul ini disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Kategori Klausul 7 

7.1 Membangun dari 

Proses yang Sudah Ada 

Prinsip keberlanjutan diterapkan dengan 

menyesuaikan proses pengadaan yang berjalan, 

tanpa membentuk mekanisme baru yang 

terpisah. 

7.2 Perencanaan Perencanaan pengadaan disusun dengan 

mempertimbangkan risiko, peluang, serta 

kriteria keberlanjutan yang relevan. 

7.3 Mengintegrasikan 

Persyaratan 

Keberlanjutan ke Dalam 

Spesifikasi 

Aspek keberlanjutan dimasukkan ke dalam 

spesifikasi teknis dan persyaratan pengadaan 

sebagai bagian dari kebutuhan yang harus 

dipenuhi. 

7.4 Memilih Pemasok Pemilihan pemasok dilakukan dengan 

memperhatikan kinerja keberlanjutan, selain 

aspek biaya, mutu, dan kemampuan teknis. 

7.5 Mengelola Kontrak Prinsip keberlanjutan diintegrasikan dalam 

pelaksanaan dan pengawasan kontrak untuk 

memastikan kepatuhan dan kinerja yang 

berkelanjutan. 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

Pelaksanaa kontrak dievaluasi secara berkala 

untuk memperoleh pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam peningkatan praktik 

pengadaan berkelanjutan di masa mendatang. 

 

2.2.3 Sustainability Report 

Sustainability Report adalah dokumen yang disusun oleh suatu perusahaan atau 

organisasi untuk mengungkapkan dampak aktivitas operasionalnya di tiga aspek yaitu 

ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini juga mencerminkan nilai-nilai, tata kelola 

organisasi, serta keterkaitan antara strategi perusahaan dengan komitmennya terhadap 

pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan (Putra Yudi Partama & Subroto Tekad 
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Adi, 2022). Melalui sustainability report, para stakeholder mendapatkan informasi yang 

lebih jelas dan terbuka mengenai berbagai aktivitas serta upaya pembangunan 

keberlanjutan yang telah dijalankan oleh perusahaan. Di Indonesia, pelaksanaan 

sustainability report didukung oleh sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang No. 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan Bursa Efek Indonesia 

mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan saham, serta Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) terkait akuntansi tanggung jawab sosial. Keberadaan regulasi-regulasi ini 

mendorong semakin banyak perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan 

lingkungan kepada publik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan 

melalui kepercayaan dan dukungan dari para pemegang saham, baik internal maupun 

eksternal (Irma et al., 2021). Manfaat sustainability report adalah untuk meningkatkan 

ketertarikan stakeholder terhadap visi jangka panjang perusahaan, sekaligus 

menunjukkan tingkat akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi perusahaan di 

hadapan para stakeholder, khususnya investor (Lestari Ade Dwi & Khomsiyah, 2023). 

2.2.4 Content Analysis 

Content analysis merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk 

mengkaji dan menafsirkan isi berbagai bentuk pesan atau komunikasi, seperti teks, 

gambar, suara, maupun video. Metode ini dilakukan secara sistematis untuk menentukan 

pola, tema, konsep, atau istilah tertentu yang muncul dalam data, sehingga peneliti dapat 

memahmi makna dan konteks pesan yang disampaikan (Narin Nida Gökçe, 2021). Secara 

praktis, content anaylsis dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kampanye 

konservasi, mengkaji dinamika konflik antar stakeholder, serta memantau perubahan 

persepsi terhadap praktik catch-and-release dalam kurun waktu tertentu (Pope et al., 

2025). 

Dalam konteks penelitian ini, content analysis digunakan untuk mengidentifikasi 

bukti implementasi Sustainable Procurement yang diungkapkan dalam Sustainability 

Report PT Vale Indonesia Tbk. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikonversi ke dalam 

bentuk skor menggunakan metode scoring untuk mengukur tingkat kesesuaian 

implementasi terhadap indikator yang disusun berdasarkan ISO 20400:2017. Penilaian 

ini dilakukan untuk menilai kedalaman isi informasi dan bukti implementasi yang 

ditampilkan (substansi) serta menilai kualitas pengungkapan informasi dalam laporan, 

seperti kejelasan, kelengkapan, dan cara penyajiannya disertakan data kauntitaif 
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(disclosure) (Anggraeni & Djakman, 2018; Kusrini et al., 2026; G. R. dos Santos et al., 

2025). Adapun pemberian nilai menggunakan skala 0 sampai 3 berdasarkan kriteria 

penilaian yang telah ditentukan sebagai berikut: 

a. Penilaiaan substansi 

Penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat implementasi prinsip dan praktik 

sustainable procurement berdasarkan pedoman ISO 20400 yang diungkapkan dalam 

laporan perusahaan. Fokus penilaian mencakup tingkat integrasi aspek keberlanjutan 

dalam proses pengadaan, keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan kebijakan 

dan sistem manajemen, serta keselarasan praktik pengadaan dengan strategi dan 

tujuan keberlanjutan perusahaan. 

• Nilai 0: Tidak terdapat bukti implementasi. 

• Nilai 1: Hanya berupa pernyataan komitmen tanpa adanya bukti pelaksanaan yang 

nyata. 

• Nilai 2: Implementasi telah dilakukan sebagian, namun belum terstruktur dan 

sistematis serta melibatkan stakeholder secara terbatas. 

• Nilai 3: Implementasi telah menjadi bagian dari strategi perusahaan, dilakukan 

secara terstruktur dan sistematis, didukung sumber daya yang memadai, 

melibatkan stakeholder, memiliki pengukuran kinerja, serta selaras dengan 

standar dan regulasi yang berlaku. 

b. Penilaiaan disclosure 

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana informasi terkait indikator 

sustainable procurement diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. 

Penilaian tidak hanya berfokus pada keberadaan informasi, tetapi juga pada tingkat 

kelengkapan dan kualitas pengungkapannya, baik dalam bentuk deskriptif maupun 

data kuantitatif. 

• Nilai 0: Tidak mengungkapkan. 

• Nilai 1: Mengungkapkan tanpa penjelasan atau hanya memberikan pernyataan 

singkat terkait indikator yang dinilai. 

• Nilai 2: Mengungkapkan dan memberikan penjelasan secara kualitatif. 

• Nilai 3: Mengungkapkan, memberikan penjelasan secara kualitatif, serta 

menyertakan data kuantitatif atau angka pendukung untuk indikator yang 

diungkapkan. 



22 

 

Untuk memastikan penilaian tetap objektif, skor akhir selanjutnya dihitung 

dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑄𝐼𝑖 =
𝑆𝑄𝐼𝑖

𝑆𝑄𝑀𝐴𝑋
                                                                      (2.1) 

Keterangan: 

QIi  : Kualitas pengungkapan indikator perusahaan (i) 

SQIi  : Skor pengungkapan indikator perusahaan (i) 

SQMAX : Skor maksimal kualitas indikator perusahaan 

2.2.5 NVivo 

NVivo merupakan software yang digunakan dalam analsisi data kualitatif untuk 

membantu peneliti mengelola, mengatur, dan menganalisis data non-numerik, seperti 

transkip wawancara, catatan lapangan, dokumen teks, audio, maupun gambar. Melalui 

software ini, peneliti dapat melalukan proses coding dengan memberi label tematik pada 

data, mengelompokkan kode ke dalam node, melakukan penelusuran teks, serta 

menyimpan memo sebagai catatan analitis. Software ini juga memungkinkan analisis 

konten sederhana melalui pehitungan frekuensi kode dan mendukung kerja kolaboratif 

antar peneliti guna meningkatkan keandalan dan transparansi analisis. Selain itu, NVivo 

menyediakan fitur visualisasi data seperti peta konsep, diagram, dan word tree, serta 

fasilitas pelacakan audit trail untuk menjaga ketelitian metodologis (Allsop et al., 2022).  

2.2.6 Fishbone Diagram dan 5 Why 

Fishbone diagram dan 5 Why analysis merupakan alat analisis akar masalah yang 

digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu permasalahan. Fishbone 

diagram atau diagram sebab-akibat membantu memetakan berbagai kemungkinan 

penyebab masalah ke dalam kategori tertentu, sehingga hubungan antara masalah utama 

dan faktor penyebabnya dapat terlihat secara lebih sistematis. Penelitian yang dilakukan 

oleh Kumah et al., (2024) menjelaskan bahwa fishbone diagram dapat digunakan untuk 

menghasilkan dan mengorganisasikan ide perbaikan kualitas dengan cara 

mengelompokkan penyebab masalah secara terstruktur. Sementara itu, Ardha et al., 

(2023) menggunakan fishbone diagram sebagai metode root cause analysis untuk 

mengidentifikasi akar masalah dalam proses perencanaan audit internal. Setelah 

penyebab utama dipetakan, 5 Why analysis digunakan dengan mengajukan pertanyaan 

“mengapa” secara berulang sampai ditemukan akar penyebab yang paling mendasar. 

Pendekatan ini juga digunakan dalam penelitian terkait perbaikan proses yang 
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mengombinasikan fishbone diagram dan 5 Why analysis untuk merumuskan penyebab 

masalah secara lebih mendalam (Santoso, 2022). Dalam penelitian ini, fishbone diagram 

dan 5 Why analysis digunakan untuk menganalisis akar penyebab dari indikator 

Sustainable Procurement yang memiliki gap implementasi, sehingga rekomendasi 

improvement yang disusun dapat lebih terarah dan sesuai dengan permasalahan utama. 

2.2.7 Best Practices SCOR DS 14 

Seiring meningkatnya kompleksitas rantai pasok, perusahaan memerlukan kerangka kerja 

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merumuskan perbaikan kinerja rantai 

pasok secara sistematis. Salah satu kerangka yang dapat digunakan adalah Supply Chain 

Operations Reference atau SCOR, yaitu model referensi dalam Supply Chain 

Management yang digunakan untuk memetakan proses rantai pasok, mengukur kinerja, 

mengidentifikasi area perbaikan, serta mendukung peningkatan efektivitas rantai pasok. 

SCOR juga memuat deskripsi proses standar, ukuran kinerja utama, best practices, dan 

dukungan fungsionalitas perangkat lunak dalam pengelolaan rantai pasok (van 

Engelenhoven et al., 2023). Selain itu, SCOR v13.0 juga digunakan sebagai dasar 

pengembangan skala pengukuran kinerja rantai pasok yang lebih komprehensif dan 

relevan dengan era teknologi disruptif (Ozkanlisoy & Bulutlar, 2023). Dalam penelitian 

ini, SCOR 14 Best Practices digunakan sebagai acuan untuk merumuskan rekomendasi 

improvement terhadap praktik Sustainable Procurement yang masih memiliki 

kesenjangan implementasi, sedangkan standar utama evaluasi tetap mengacu pada ISO 

20400:2017.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam studi ini adalah penerapan Sustainable Procurement pada PT 

Vale Indonesia Tbk yang dianalisis berdasarkan prinsip dan pedoman ISO 20400, melalui 

data bersumber dari Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk yang diperoleh melalui 

situs resmi perusahaan. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pertambangan dan pengelolaan nikel, khususnya produksi nikel dalam matte, serta 

memiliki peran strategis dalam rantai pasok industri nikel baik di tingkat nasional maupun 

global. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dan efisiensi operasional 

perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, praktik pengadaan menjadi salah satu aspek 

penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena 

itu, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana kebijakan, proses, dan praktik 

pengadaan PT Vale Indonesia Tbk telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan 

sesuai dengan kerangka ISO 20400. PT Vale Indonesia Tbk berlokasi di Sorowako, 

Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan 

pusat utama kegiatan operasional perusahaan. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan pendekatan kualitatif untuk 

menganalisis implementasi sustainable procurement di PT Vale Indonesia Tbk. Data 

penelitian bersumber dari Sustainability Report perusahaan yang dianalisis secara 

sistematis dan objektif dengan mengacu pada ISO 20400, khususnya Klausul 7. Informasi 

yang relevan diidentifikasi dan dipetakan ke dalam indikator sustainable procurement 

yang selanjutnya dirumuskan menjadi Key Performance Indicator (KPI) sesuai dengan 

Klausul 7 ISO 20400. Proses analisis data didukung oleh penggunaan software NVivo 

untuk memudahkan proses pengkodean dan pengelompokan data. Untuk meningkatkan 

validitas dan kredibilitas hasil penelitian, penilaian implementasi sustainable 

procurement selanjutnya divalidasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang 

melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan 

berkelanjutan. Hasil validasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan statistik 
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deskriptif, seperti rata-rata, skor tertinggi, skor terendah, dan modus, guna memperoleh 

penilaian yang lebih objektif serta meminimalkan potensi subjektivitas dalam penelitian. 

 

3.3 Jenis Data 

Adapun rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses validasi hasil penelitian 

kepada para akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi serta pengalaman di 

bidang sustainable procurement. Validasi dilakukan untuk memperoleh penilaian, 

masukan, dan konfirmasi terhadap indikator, Key Performance Indicator (KPI), serta 

hasil analisis yang telah disusun berdasarkan pedoman ISO 20400. Data primer 

tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan ketepatan hasil penelitian 

sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada analisis dokumen, 

tetapi juga mempertimbangkan pandangan para ahli yang relevan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Sustainability Report PT Vale 

Indonesia Tbk serta dokumen lain yang relevan yang memuat informasi mengenai 

kebijakan, komitmen, dan praktik sustainable procurement perusahaan. Data tersebut 

digunakan sebagai sumber utama dalam penerapan metode content analysis untuk 

menelusuri pola pengungkapan sustainable procurement yang selanjutnya dipetakan 

ke dalam struktur Klausul 7 ISO 20400. Selain itu, data sekunder juga mencakup 

kajian pustaka yang berasal dari artikel jurnal dan publikasi ilmiah para peneliti 

sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kajian tersebut digunakan untuk 

memperkuat landasan teoritis, menyusun kerangka konseptual penelitian, serta 

mendukung perumusan indikator dan Key Performance Indicator (KPI). Dengan 

demikian, data sekunder tidak hanya berfungsi sebagai bahan deskriptif, tetapi juga 

menjadi dasar analitis dalam menggambarkan tingkat integrasi prinsip keberlanjutan 

dalam sistem pengadaan perusahaan. 
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3.4 Alur Penelitian 

 

Gambar 3. 1 Alur penelitian 
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Adapun uraian terkait tahapan alur penelitian pada Gambar 3.1 di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Mulai 

Penelitian diawali dengan penentuan topik mengenai implementasi Sustainable 

Procurement pada PT Vale Indonesia Tbk. Selanjutnya, data sekunder berupa 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2024 dikumpulkan untuk 

mengidentifikasi pengungkapan praktik Sustainable Procurement, yang kemudian 

dievaluasi berdasarkan pedoman ISO 20400 guna menilai tingkat kesesuaian 

implementasinya. 

2. Identifikasi Permasalahan 

Dari hasil studi literatur serta pengamatan awal, teridentifikasi dua permasalahan 

utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk membangun landasan konseptual dan metodologis 

yang kuat sebelum proses pengumpulan serta analisis data dilaksanakan. Tahap ini 

mencakup penelusuran dan pengkajian secara sistematis terhadap literatur akademik 

yang relevan, meliputi tiga aspek utama yaitu, identifikasi berbagai standar yang 

digunakan dalam sustainable procurement seperti ISO 20400:2017, GRI 204, 

kerangka ESG, Green Public Procurement (GPP), serta standar sektoral ICMM dan 

IRMA, guna menetapkan posisi dan justifikasi pemilihan ISO 20400 sebagai acuan 

evaluasi dalam penelitian ini, pemetaan metode analisis yang telah digunakan dalam 

penelitian-penelitian terdahulu mencakup content analysis, Analytical Hierarchy 

Process (AHP), Fuzzy AHP, TOPSIS, KPI-based dan gap analysis, yang berfungsi 

sebagai dasar pemilihan metode content analysis dan pendekatan scoring berbasis 

KPI sebagai metode yang paling sesuai untuk evaluasi berbasis dokumen, ketiga 

kajian terhadap sektor-sektor yang telah menerapkan sustainable procurement, mulai 

dari sektor publik, konstruksi, manufaktur, logistik, hingga kesehatan, untuk 

mengidentifikasi celah penelitian pada sektor pertambangan nikel yang masih sangat 

minim dikaji. Hasil studi literatur ini kemudian menjadi dasar penyusunan kerangka 

konseptual, indikator KPI berbasis klausul 7 ISO 20400, serta acuan best practices 

SCOR DS 14 yang digunakan dalam tahap analisis dan perumusan rekomendasi 

perbaikan. 

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
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Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penilaiaan implementasi KPI pengadaan berkelanjutan dengan software NVivo 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk diunggah dan dianalisis 

menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Hasilnya ditemukan 28 pengungkapan 

yang tersebar di 6 kategori.  

2) Pemberian scoring substansi dan disclosure 

Setelah kutipan dikumpulkan, setiap indikator KPI dinilai menggunakan skala 0 - 

3 pada dua dimensi, berikut Tabel 3.1 aturan pemberian scoring: 

Tabel 3. 1 Scoring 

Skor Substansi Disclosure 

0 Tidak terdapat bukti implementasi. Tidak mengungkapkan. 

1 

Hanya berupa pernyataan komitmen 

tanpa adanya bukti pelaksanaan yang 

nyata. 

Mengungkapkan tanpa penjelasan 

atau hanya memberikan pernyataan 

singkat terkait indikator yang dinilai. 

2 

Implementasi telah dilakukan 

sebagian, namun belum terstruktur 

dan sistematis serta melibatkan 

stakeholder secara terbatas. 

Mengungkapkan dan memberikan 

penjelasan secara kualitatif. 

3 

Implementasi telah menjadi bagian 

dari strategi perusahaan, dilakukan 

secara terstruktur dan sistematis, 

didukung sumber daya yang 

memadai, melibatkan stakeholder, 

memiliki pengukuran kinerja, serta 

selaras dengan standar dan regulasi 

yang berlaku. 

Mengungkapkan, memberikan 

penjelasan secara kualitatif, serta 

menyertakan data kuantitatif atau 

angka pendukung untuk indikator 

yang diungkapkan. 

Skor akhir dihitung menggunakan rumus: 

𝑄𝐼𝑖 =
𝑆𝑄𝐼𝑖

𝑆𝑄𝑀𝐴𝑋
                                                      (3.1) 

sehingga menghasilkan indeks kualitas pengungkapan yang dapat 

diperbandingkan antar indikator. 

5. Validasi oleh para Akademisi dan Praktisi 
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Dalam penelitian ini, tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil validasi yang 

diberikan oleh akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang 

sustainable procurement. Hasil validasi menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

tingkat kesesuaian yang tinggi antara hasil penilaian peneliti dengan pandangan para 

expert. Tingkat kesesuaian tersebut tercermin pada tiga aspek utama, yaitu Scoring 

Disclosure, Scoring Substansi, dan Improvement Substansi (Implementasi), yang 

menunjukkan bahwa hasil penilaian dan usulan perbaikan yang disusun telah sejalan 

dengan perspektif akademis maupun praktik di lapangan. 

6. Hasil dan Pembahasan 

Seluruh hasil analisis kemudian dibahas secara komprehensif pada yang mencakup 

hasil penilaian implementasi Sustainable Procurement pada setiap klausul ISO 

20400:2017 yang dikaitkan dengan kondisi aktual PT Vale Indonesia Tbk, interpretasi 

pola pengungkapan antara aspek substansi dan disclosure, identifikasi indikator yang 

menunjukkan kinerja kuat maupun yang masih memerlukan perbaikan, analisis akar 

penyebab kesenjangan berdasarkan fishbone diagram dan 5 Why analysis. 

7. Pemberian Usulan Perbaikan Berdasarkan Best Practices SCOR DS 14 

Berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi, rekomendasi perbaikan disusun 

dengan mengacu pada SCOR DS 14 (Supply Chain Operations Reference - Digital 

Standard) dari ASCM yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan melalui pemetaan 

dengan standar GRI. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa rekomendasi 

yang dihasilkan sesuai dengan best practice internasional, dapat diimplementasikan 

secara operasional di tingkat perusahaan, serta memiliki indikator yang terukur 

sehingga kemajuan implementasinya dapat dipantau secara berkelanjutan. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap akhir, penelitian menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan serta merumuskan saran sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan, akademisi, dan penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan 

praktik serta evaluasi pengadaan berkelanjutan. 

9. Selesai 

Penelitian berakhir dengan dihasilkannya laporan tugas akhir yang memberikan 

kontribusi ganda yaitu secara akademis memperkaya metodologi evaluasi Sustainable 

Procurement berbasis ISO 20400 dengan pendekatan terintegrasi dan secara praktis 
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menyediakan panduan perbaikan yang dapat langsung diterapkan oleh PT Vale 

Indonesia Tbk dalam memperkuat tata kelola pengadaan berkelanjutannya.
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1  Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2024 digunakan sebagai sumber data 

utama dalam penelitian ini karena memuat informasi terkait kebijakan, sistem, 

implementasi, dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Laporan ini disusun mengacu pada 

standar Global Reporting Initiative (GRI), termasuk GRI 204 (Procurement Practices), 

GRI 205 (Anti-Corruption), GRI 407 - 409 (Labour Relations and Human Rights), serta 

GRI 414 (Supplier Social Assessment). Selain itu, laporan juga mengacu pada POJK No. 

51/POJK.03/2017, SASB Metals & Mining, ICMM Sustainable Mining Principles, IFC 

Performance Standards, serta didukung oleh penerapan sistem manajemen lingkungan 

ISO 14001:2015. Keberadaan berbagai standar tersebut menunjukkan bahwa aspek 

keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam tata kelola perusahaan, termasuk pada fungsi 

pengadaan dan pengelolaan rantai pasok. 

Informasi terkait Sustainable Procurement dalam laporan ini mencakup kebijakan 

pengadaan, mekanisme seleksi dan evaluasi pemasok, penerapan prinsip lingkungan, 

sosial, dan tata kelola (ESG), kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan anti-korupsi, 

serta upaya penguatan rantai pasok domestik. PT Vale menerapkan sistem e-Procurement 

yang mencakup proses registrasi vendor, prakualifikasi, tender, hingga manajemen 

kontrak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Pada tahun 2024, 

seluruh pemasok dan mitra kerja baru menjalani proses due diligence yang 

mempertimbangkan aspek ESG, sementara pemasok diwajibkan mematuhi Kode Etik dan 

Perilaku Pemasok. Laporan juga mengungkapkan kinerja pengadaan melalui penggunaan 

pemasok lokal dan nasional serta pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), 

yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun rantai pasok yang 

bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada Gambar 4.1 merupakan tampilan cover dari 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2024. 
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Gambar 4. 1 Cover Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Pemetaan Aspek Keberlanjutan pada Key Performance Indicator (KPI) 

Penelitian ini berfokus pada Klausul 7 ISO 20400, yaitu Mengintegrasikan keberlanjutan 

ke dalam proses pengadaan, yang menjelaskan bagaimana prinsip keberlanjutan 

diintegrasikan ke dalam setiap tahapan proses pengadaan. Berbeda dengan pengadaan 

konvensional yang umumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan berdasarkan 

harga, kualitas, dan waktu, sustainable procurement menekankan bahwa keputusan 

pengadaan juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pada penelitian ini setiap Key Performance 

Indicator (KPI) dipetakan ke dalam aspek ekonomi (E), sosial (S), lingkungan (L), 

maupun kombinasi antar aspek (ES, EL, SL, dan ESL). Pemetaan tersebut dilakukan 

untuk mengidentifikasi dimensi keberlanjutan yang menjadi fokus penilaian pada 

masing-masing KPI, sehingga analisis implementasi sustainable procurement tidak 

hanya menunjukkan tingkat pemenuhan indikator ISO 20400, tetapi juga memperlihatkan 

kontribusi setiap KPI terhadap pencapaian aspek keberlanjutan yang diukur. Berikut ini 

Tabel 4.1 yang menyajikan pemetaan aspek keberlanjutan pada setiap Key Performance 

Indicator (KPI) dalam Klausul 7 ISO 20400 sebagai dasar analisis implementasi 

sustainable procurement. 
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Tabel 4. 1 Pemetaan pemetaan aspek keberlanjutan pada setiap Key Performance Indicator (KPI) 

Klausul Kategori 
Peno

moran 
Dimensi 

Key Performance Indicator 

(KPI) 

Ekono

mi 
Sosial 

Lingk

ungan 
ES EL SL ESL 

7. 

Menginte

grasikan 

Keberlanj

utan ke 

Dalam 

Proses 

Pengadaa

n  

7.1 

Membangun 

dari proses 

yang sudah 

ada 

7.1.1 Membangun 

dari proses 

yang sudah 

ada 

Kemampuan 

mengintegrasikan prinsip 

keberlanjutan ke dalam 

proses pengadaan yang sudah 

ada tanpa menciptakan proses 

paralel. 

      ✓ 

7.2 

Perencanaan 

7.2.1 Mengintegra

sikan 

elemen 

utama dari 

pengadaan 

berkelanjuta

n 

Kemampuan menginisiasi 

program kerja kolaboratif 

dengan pemangku 

kepentingan untuk 

menetukan kritria 

keberlanjutan 

   ✓    

7.2.2 Menilai 

risiko 

keberlanjuta

n (termasuk 

peluang) 

Kemampuan menilai resiko 

keberlanjutan dengan 

melibatkan pihak yang 

memiliki pengetahuan  

      ✓ 

7.2.3 Menganalisi

s biaya 

Kemampuan menerapkan 

analisis biaya yang 

mempertimbangkan biaya 

sepanjang daur hidup barang 

atau jasa. 

    ✓   

7.2.4 Menganalisi

s kebutuhan 

perusahaan 

Kemampuan mengumpulkan 

dan memanfaatkan informasi 

internal perusahaan untuk 
✓       
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Klausul Kategori 
Peno

moran 
Dimensi 

Key Performance Indicator 

(KPI) 

Ekono

mi 
Sosial 

Lingk

ungan 
ES EL SL ESL 

memenuhi kebutuhan bisnis 

dalam proses pengadaan. 

7.2.5 Menganalisi

s pasar 

Kemampuan menilai resiko 

keberlanjutan dan 

mempertimbangkan aspek 

teknis, budaya kepatuhan, 

lokasi sumber, dan struktur 

rantai pasok dalam analisis 

pasar. 

      ✓ 

7.2.6 Melengkapi 

strategi 

mendapatka

n pemasok 

Kemampuan 

mengintegrasikan 

pertimbangan keberlanjutan 

ke dalam strategi mencari dan 

memilih pemasok. 

      ✓ 

7.3 

Mengintegr

asikan 

persyaratan 

keberlanjuta

n ke dalam 

spesifikasi  

7.3.1 Menentukan 

kriteria 

pengadaan 

berkelanjuta

n 

Kemampuan menetapkan dan 

mendokumentasikan kriteria 

keberlanjutan dalam 

dokumen pengadaan 

pengambilan keputusan  

      ✓ 

7.3.2 Memilih 

jenis 

persyaratan 

Kemampuan menetapkan 

persyaratan fisik, kinerja dan 

fungsional secara rinci sesuai 

karakteristik barang atau jasa. 

✓       

7.3.3 Menerapkan 

persyaratan 

minimum 

dan 

Kemampuan menetapkan 

persyaratan minimum 

keberlanjutan sebagai 

ambang batas penerimaan 

      ✓ 
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Klausul Kategori 
Peno

moran 
Dimensi 

Key Performance Indicator 

(KPI) 

Ekono

mi 
Sosial 

Lingk

ungan 
ES EL SL ESL 

persyaratan 

tambahan 

pemasok serta persyaratan 

tambahan yang diperlukan  

7.3.4 Mencari 

informasi 

untuk 

menetapkan 

persyaratan 

Kemampuan memanfaatkan 

tanda, label, atau sertifikasi 

sebagai sumber informasi 

penetapan persyaratan 

keberlanjutan. 

     ✓  

7.3.5 Mengevalua

si bahwa 

persyaratan 

keberlanjuta

n terpenuhi 

Kemampuan memverifikasi 

pemenuhan persyaratan 

keberlanjutan melalui 

prosedur evaluasi yang 

ditetapkan dalam dokumen 

tender(berupa tinjauan 

dokumentasi, pengujian, 

inspeksi, audit, sertifikasi, 

atau sistem manajemen.) 

      ✓ 

7.4 Memilih 

Pemasok  

7.4.1 Menilai 

Kapasitas 

Pemasok 

Kemampuan menilai 

integritas dan kepatuhan 

pemasok  

   ✓    

7.4.2 Prakualifika

si Pemasok 

Kemampuan menetapkan 

kriteria prakualifikasi dengan 

mempertimbangkan risiko 

keberlanjutan 

      ✓ 

7.4.3 Mengelola 

Tender 

Kemampuan menilai 

transparansi kriteria evaluasi 
   ✓    

7.4.4 Pemberian 

Kontrak 

Kemampuan mendorong 

pemasok memenuhi seluruh 
      ✓ 
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Klausul Kategori 
Peno

moran 
Dimensi 

Key Performance Indicator 

(KPI) 

Ekono

mi 
Sosial 

Lingk

ungan 
ES EL SL ESL 

persyaratan keberlanjutan 

yang telah tercantum dalam 

kontrak 

7.5 

Mengelola 

Kontrak 

7.5.1 Mengelola 

hubungan 

pemasok 

kemampuan mengukur 

kualitas hubungan dan 

efektivitas komunikasi 

dengan pemasok 

 ✓      

7.5.2 Menerapkan 

kontrak 

Kemampuan mendorong dan 

menilai pemasok untuk 

menerapkan seluruh 

persyaratan keberlanjutan 

sejak awal hingga akhir 

kontrak 

      ✓ 

7.5.3 Menggunak

an rencana 

manajemen 

kontrak 

Kemampuan menyesuaikan 

rencana kontrak dengan 

target keberlanjutan dan 

manajemen resiko kontrak  

      ✓ 

7.5.4 Mengelola 

kinerja dan 

hubungan 

Kemampuan menilai 

kepatuhan pemasok terhadap 

persyaratan keberlanjutan dan 

penanganan konflik  

 ✓      

7.5.5 Mendorong 

inisiatif 

bersama 

pelanggan 

pemasok 

Kemampuan merancang dan 

menyediakan wadah inisiatif 

dan meelakukan program 

untuk mendukung berbagai 

isu keberlanjutan 

      ✓ 
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Klausul Kategori 
Peno

moran 
Dimensi 

Key Performance Indicator 

(KPI) 

Ekono

mi 
Sosial 

Lingk

ungan 
ES EL SL ESL 

7.5.6 Mengelola 

kegagalan 

pemasok 

Kemampuan menyusun 

kerjasama strategis dengan 

pihak lain untuk memberikan 

perbaikan dan dukungan 

kapasitas kepada pemasok 

yang gagal 

 ✓      

7.5.7 Mengelola 

pembuangan 

dan akhir 

masa pakai 

Kemampuan 

mengoptimalkan strategi 

akhir masa pakai serta 

kemampuan 

mengintegrasikan konsep 

Life Cycle Costing (LCC) 

    ✓   

7.6 

Meninjau 

dan 

Mempelajar

i Kontrak 

7.7.1 Meninjau 

dan 

mempelajari 

kontrak 

Kemampuan menyusun 

dokumen evaluasi pasca 

kontrak dengan 

mempertimbangkan aspek 

kinerja dan risiko sebagai 

dasar perbaikan masa depan 

      ✓ 
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Berikut ini Gambar 4.1 yang menunjukkan visualisasi pemetaan Key Performance 

Indicator (KPI) pada Klausul 7 ISO 20400 berdasarkan aspek ekonomi, sosial, 

lingkungan, serta kombinasi antar aspek keberlanjutan. 

 

Gambar 4. 2 Visualisasi pemetaan aspek keberlanjutan berdasarkan KPI 

Berdasarkan Gambar 4.1, terdapat 24 KPI pada Klausul 7 ISO 20400 yang telah 

dipetakan ke dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kombinasi antar aspek 

keberlanjutan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 13 KPI berada pada irisan ketiga 

aspek ESL (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan), sehingga sebagian besar indikator dalam 

Klausul 7 menekankan pentingnya integrasi ketiga dimensi keberlanjutan secara 

bersamaan dalam proses pengadaan. Selanjutnya, terdapat 3 KPI yang berfokus pada 

kombinasi aspek ekonomi dan sosial (ES), 2 KPI pada kombinasi ekonomi dan 

lingkungan (EL), serta 1 KPI pada kombinasi sosial dan lingkungan (SL). Selain itu, 

terdapat 2 KPI yang hanya mengukur aspek ekonomi dan 3 KPI yang hanya mengukur 

aspek sosial, sedangkan tidak terdapat KPI yang secara khusus hanya berfokus pada aspek 
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lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sustainable procurement dalam 

Klausul 7 ISO 20400 lebih banyak menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan dibandingkan hanya berorientasi pada satu dimensi keberlanjutan. 

4.2.2 Pengungkapan Sustainability Report menggunakan Nvivo 15 

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Sustainable Procurement sebagai 

bagian dari upaya PT Vale Indonesia Tbk dalam mendukung prinsip keberlanjutan 

perusahaan. Praktik ini mencakup beberapa aspek penting, seperti pengadaan yang 

bertanggung jawab, kepatuhan terhadap etika bisnis, pemilihan dan evaluasi pemasok, 

keterlibatan pemasok lokal, serta pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam rantai 

pasok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan Sustainable 

Procurement di PT Vale Indonesia Tbk telah sesuai dengan prinsip-prinsip ISO 20400. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan kerangka ISO 20400 

sebagai dasar dalam menilai kontribusi pengadaan berkelanjutan terhadap pencapaian 

keberlanjutan perusahaan.  Pada Gambar 4.2 merupakan tampilan hasil software 

menggunakan NVivo.
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Gambar 4. 3 Hasil software NVivo 
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Berikut ini Tabel 4.2 hasil pengelompokan kutipan dalam laporan keberlanjutan berdasarkan kategori yang ada di dalam Klausul 7: 

Tabel 4. 2 Hasil Pengungkapan 

Klausul Kategori 

Peno

mora

n 

Dimensi Kode 
Key Performance 

Indicator (KPI) 
Kutipan Sustainability Report 

7. 

Mengintegras

ikan 

Keberlanjutan 

ke Dalam 

Proses 

Pengadaan  

7.1 

Membangu

n dari proses 

yang sudah 

ada 

7.1.1 Membang

un dari 

proses 

yang 

sudah ada 

Integras

i proses 

Kemampuan 

mengintegrasikan 

prinsip 

keberlanjutan ke 

dalam proses 

pengadaan yang 

sudah ada tanpa 

menciptakan 

proses paralel. 

Kami juga mengoperasikan sistem e-Procurement, 

sebuah platform berbasis web yang mencakup seluruh 

tahapan pengadaan mulai dari registrasi vendor, pra-

kualifikasi, proses tender, hingga manajemen kontrak. 

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, 

akurasi data, dan efisiensi dalam proses pengadaan 

(halaman 62). 

Selain memastikan proses yang transparan melalui 

sistem digital, kami juga melakukan uji tuntas dalam 

proses prakualifikasi untuk mengintegrasikan nilai-

nilai ESG dalam seleksi pemasok. Penilaian ini 

terutama mencakup aspek tata kelola, seperti 

kepatuhan terhadap peraturan dan pendekatan anti-

korupsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

integritas, transparansi, dan akuntabilitas calon 



42 

 

Klausul Kategori 

Peno

mora

n 

Dimensi Kode 
Key Performance 

Indicator (KPI) 
Kutipan Sustainability Report 

pemasok sebagai fondasi kemitraan jangka panjang 

yang berkelanjutan (halaman 62). 

7.2 

Perencanaa

n 

7.2.1 Menginte

grasikan 

elemen 

utama dari 

pengadaa

n 

berkelanju

tan 

Program 

kerja 

kolabor

atif 

Kemampuan 

menginisiasi 

program kerja 

kolaboratif dengan 

pemangku 

kepentingan untuk 

menetukan kritria 

keberlanjutan 

  

7.2.2 Menilai 

risiko 

keberlanju

tan 

(termasuk 

peluang) 

Penilaia

n risiko 

Kemampuan 

menilai resiko 

keberlanjutan 

dengan melibatkan 

pihak yang 

memiliki 

pengetahuan  

Penilaian risiko ESG guna mengidentifikasi risiko dan 

tantangan yang berpotensi memengaruhi operasional 

dan strategi bisnis (halaman 44).  

Berdasarkan penilaian komprehensif atas risiko dan 

peluang ESG menggunakan ISO 31000, standar IFRS 

S1 dan S2 dan FGD dengan Manajemen perusahaan, 
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Klausul Kategori 

Peno

mora

n 

Dimensi Kode 
Key Performance 

Indicator (KPI) 
Kutipan Sustainability Report 

maka setidaknya terdapat tiga fokus utama dalam ESG 

(halaman 44). 

7.2.3 Menganal

isis biaya 

Biaya 

siklus 

hidup 

Kemampuan 

menerapkan 

analisis biaya yang 

mempertimbangka

n biaya sepanjang 

daur hidup barang 

atau jasa. 

  

7.2.4 Menganal

isis 

kebutuhan 

perusahaa

n 

Informa

si 

internal 

Kemampuan 

mengumpulkan 

dan memanfaatkan 

informasi internal 

perusahaan untuk 

memenuhi 

kebutuhan bisnis 

Pada tahap ini, PTVI mengumpulkan dan menganalisis 

data risiko dari seluruh operasional di tiga lokasi 

utama, yaitu Sorowako, Bahodopi, dan Pomalaa. 

Selain mengompilasi daftar risiko yang telah ada, PTVI 

juga mengidentifikasi risikodan peluang baru 

berdasarkan analisis tren, pendapat ahli, serta kondisi 

faktual yang relevan dengan aspek ESG 

dankeberlanjutan perusahaan (halaman 44). 



44 

 

Klausul Kategori 

Peno

mora

n 

Dimensi Kode 
Key Performance 

Indicator (KPI) 
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dalam proses 

pengadaan. 

7.2.5 Menganal

isis pasar 

Analisis 

risiko 

Kemampuan 

menilai resiko 

keberlanjutan dan 

mempertimbangka

n aspek teknis, 

budaya kepatuhan, 

lokasi sumber, dan 

struktur rantai 

PT Vale pada tahun 2024 bekerja sama dengan 151 

pemasok lokal yang mencakup 15% dari total 

pemasok, serta 632 pemasok nasional yang mencapai 

62% dari total pemasok. Pemasok lokal didefinisikan 

sebagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten 

Luwu Timur selama minimal 10 tahun dan memiliki 

pemilik perusahaan dengan identitas KTP Luwu 

Timur, termasuk dokumen pendirian perusahaan yang 

sah (halaman 63). 
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pasok dalam 

analisis pasar. 

 

Alokasi ini mencerminkan komitmen perusahaan 

lokal, memperkuat dalam memberdayakan industri 

ekonomi dalam negeri, sekaligus mengurangi dampak 

lingkungan melalui rantai pasokan yang lebih dekat 

(halaman 63). 
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n 
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Key Performance 

Indicator (KPI) 
Kutipan Sustainability Report 

7.2.6 Melengka

pi strategi 

mendapat

kan 

pemasok 

Seleksi 

pemaso

k 

Kemampuan 

mengintegrasikan 

pertimbangan 

keberlanjutan ke 

dalam strategi 

mencari dan 

memilih pemasok. 

Kami juga melakukan uji tuntas dalam proses 

prakualifikasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai ESG 

dalam seleksi pemasok. Penilaian ini terutama 

mencakup aspek tata kelola, seperti kepatuhan 

terhadap peraturan dan pendekatan anti-korupsi. Hal 

ini dilakukan untuk memastikan integritas, 

transparansi, dan akuntabilitas calon pemasok 

(halaman 62). 

7.3 

Mengintegr

asikan 

persyaratan 

keberlanjuta

n ke dalam 

spesifikasi  

7.3.1 Menentuk

an kriteria 

pengadaa

n 

berkelanju

tan 

Kriteria 

keberlan

jutan 

Kemampuan 

menetapkan dan 

mendokumentasika

n kriteria 

keberlanjutan 

dalam dokumen 

pengadaan 

pengambilan 

keputusan  

PT Vale memperkuat komitmen keberlanjutannya 

melalui penerapan Kode Etik dan Perilaku Pemasok 

yang berlaku bagi seluruh mitra pemasok. Ketentuan 

ini tercantum secara eksplisit dalam setiap kontrak 

kerja sama sebagai standar wajib yang harus dipenuhi. 

Kode ini menetapkan prinsipprinsip dasar meliputi 

tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan, serta 

praktik tata kelola yang baik, yang menjadi pedoman 
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bersama dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan 

dan bertanggung jawab (halaman 62). 

7.3.2 Memilih 

jenis 

persyarata

n 

Spesifik

asi 

teknis 

Kemampuan 

menetapkan 

persyaratan fisik, 

kinerja dan 

fungsional secara 

rinci sesuai 

karakteristik 

barang atau jasa. 

  

7.3.3 Menerapk

an 

persyarata

n 

minimum 

dan 

persyarata

Persyara

tan 

keberlan

jutan 

Kemampuan 

menetapkan 

persyaratan 

minimum 

keberlanjutan 

sebagai ambang 

batas penerimaan 

Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam setiap 

kontrak kerja sama sebagai standar wajib yang harus 

dipenuhi (halaman 62). 

Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok 

serta ketentuan kontrak merupakan syarat hukum yang 

tidak dapat dinegosiasikan (halaman 63).  
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n 

tambahan 

pemasok serta 

persyaratan 

tambahan yang 

diperlukan  

7.3.4 Mencari 

informasi 

untuk 

menetapk

an 

persyarata

n 

Sertifika

si 

keberlan

jutan 

Kemampuan 

memanfaatkan 

tanda, label, atau 

sertifikasi sebagai 

sumber informasi 

penetapan 

persyaratan 

keberlanjutan. 

Sebagai bagian dari komitmen untuk memimpin 

dengan dampak positif, PT Vale juga berupaya 

mengadopsi standar keberlanjutan global, termasuk 

melalui proses menuju sertifikasi Initiative for 

Responsible Mining Assurance (IRMA) (halaman 75).  

7.3.5 Mengeval

uasi 

bahwa 

persyarata

Evaluasi 

pemaso

k 

Kemampuan 

memverifikasi 

pemenuhan 

persyaratan 

Bagi pemasok yang telah terdaftar, evaluasi dilakukan 

secara berkala. Kami menelaah perubahan kualifikasi 

dan klasifikasi, serta meninjau rekam jejak kinerja 

mereka di tahun-tahun sebelumnya (halaman 62). 
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n 

keberlanju

tan 

terpenuhi 

keberlanjutan 

melalui prosedur 

evaluasi yang 

ditetapkan dalam 

dokumen tender 

(berupa tinjauan 

dokumentasi, 

pengujian, 

inspeksi, audit, 

sertifikasi, atau 

sistem 

manajemen.) 

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar 

tersebut, kami menerapkan mekanisme pemantauan 

dan evaluasi secara berkala. Kepatuhan terhadap Kode 

Etik dan Perilaku Pemasok serta ketentuan kontrak 

merupakan syarat hukum yang tidak dapat 

dinegosiasikan (halaman 63).  

Evaluasi ini tidak hanya menilai aspek teknis 

pekerjaan, tetapi juga mencakup pengelolaan 

lingkungan dan dampak sosial yang mungkin 

ditimbulkan (halaman 63). 

7.4 Memilih 

Pemasok  

7.4.1 Menilai 

Kapasitas 

Pemasok 

Integras

i 

pemaso

k 

Kemampuan 

menilai integritas 

dan kepatuhan 

pemasok  

Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok 

serta ketentuan kontrak merupakan syarat hukum yang 

tidak dapat dinegosiasikan (halaman 63). 
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7.4.2 Prakualifi

kasi 

Pemasok 

Pra-

kualifik

asi 

pemaso

k 

Kemampuan 

menetapkan 

kriteria 

prakualifikasi 

dengan 

mempertimbangka

n risiko 

keberlanjutan 

Selain memastikan proses yang transparan melalui 

sistem digital, kami juga melakukan uji tuntas dalam 

proses prakualifikasi untuk mengintegrasikan nilai-

nilai ESG dalam seleksi pemasok (halaman 62). 

7.4.3 Mengelol

a Tender 

Procure

ment 

system 

Kemampuan 

menilai 

transparansi 

kriteria evaluasi 

Kami juga mengoperasikan sistem e-Procurement, 

sebuah platform berbasis web yang mencakup seluruh 

tahapan pengadaan mulai dari registrasi vendor, pra-

kualifikasi, proses tender, hingga manajemen kontrak. 

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, 

akurasi data, dan efisiensi dalam proses pengadaan 

(halaman 62). 
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7.4.4 Pemberia

n Kontrak 

Kepatuh

an 

pemaso

k 

Kemampuan 

mendorong 

pemasok 

memenuhi seluruh 

persyaratan 

keberlanjutan yang 

telah tercantum 

dalam kontrak 

Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok 

serta ketentuan kontrak merupakan syarat hukum yang 

tidak dapat dinegosiasikan (halaman 63). 

7.5 

Mengelola 

Kontrak 

7.5.1 Mengelol

a 

hubungan 

pemasok 

Sosialis

asi kode 

etik 

kemampuan 

mengukur kualitas 

hubungan dan 

efektivitas 

komunikasi dengan 

pemasok 

PT Vale secara rutin menyelenggarakan sosialisasi 

Kode Etik dan Perilaku Pemasok. Pada setiap awal 

kontrak, pemasok mengikuti kick-off meeting yang 

membahas klausul perjanjian, termasuk ketentuan 

etika dan sanksi atas pelanggaran (halaman 63).  

7.5.2 Menerapk

an kontrak 

Pemanta

uan dan 

evaluasi 

Kemampuan 

mendorong dan 

menilai pemasok 

Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam setiap 

kontrak kerja sama sebagai standar wajib yang harus 

dipenuhi Sebagai implementasi konkret, kami 
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untuk menerapkan 

seluruh persyaratan 

keberlanjutan sejak 

awal hingga akhir 

kontrak 

mewajibkan seluruh pemasok untuk menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan yang 

berlaku. (halaman 62). 

          

7.5.3 Menggun

akan 

rencana 

manajeme

n kontrak 

Ketentu

an 

kontrak 

Kemampuan 

menyesuaikan 

rencana kontrak 

dengan target 

keberlanjutan dan 

manajemen resiko 

kontrak  

Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok 

serta ketentuan kontrak merupakan syarat hukum yang 

tidak dapat dinegosiasikan (halaman 63). 

7.5.4 Mengelol

a kinerja 

Evaluasi 

kinerja 

Kemampuan 

menilai kepatuhan 

pemasok terhadap 

Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar 

tersebut, kami menerapkan mekanisme pemantauan 

dan evaluasi secara berkala (halaman 63). 
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dan 

hubungan 

persyaratan 

keberlanjutan dan 

penanganan 

konflik  

Secara berkala, kami mengevaluasi kinerja para 

pemasok dan mitra kerja. Evaluasi ini tidak hanya 

menilai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mencakup 

pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang 

mungkin ditimbulkan. Pada tahun 2024, evaluasi 

dilakukan terhadap 100% pemasok dan mitra kerja 

baru (halaman 63). 

7.5.5 Mendoron

g inisiatif 

bersama 

pelanggan 

pemasok 

Program 

keberlan

jutan 

Kemampuan 

merancang dan 

menyediakan 

wadah inisiatif dan 

meelakukan 

program untuk 

mendukung 

berbagai isu 

keberlanjutan 

Kami juga mendorong keterlibatan aktif dari para 

pemasok dalam memantau dan meningkatkan kinerja 

mereka secara berkelanjutan. Fokus utama kami 

mencakup risiko serta potensi dampak terhadap hak 

asasi manusia, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 

serta keanekaragaman hayati. Kolaborasi yang erat 

dengan para mitra menjadi fondasi penting dalam 

membangun praktik sourcing yang bertanggung jawab 

di seluruh rantai pasokan (halaman 63). 
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7.5.6 Mengelol

a 

kegagalan 

pemasok 

Tindaka

n 

korektif 

Kemampuan 

menyusun 

kerjasama strategis 

dengan pihak lain 

untuk memberikan 

perbaikan dan 

dukungan 

kapasitas kepada 

pemasok yang 

gagal 

  

7.5.7 Mengelol

a 

pembuang

an dan 

akhir 

masa 

pakai 

Reklam

asi 

Kemampuan 

mengoptimalkan 

strategi akhir masa 

pakai serta 

kemampuan 

mengintegrasikan 

RPT memuat berbagai kegiatan dan rencana pemulihan 

sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap 

praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. Untuk mendukung implementasi 

rencana tersebut, PTVI juga telah menyediakan 

jaminan penutupan tambang melalui provisi keuangan 
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konsep Life Cycle 

Costing (LCC) 

sebesar AS$69.870.161, yang tercatat dalam laporan 

keuangan perusahaan (halaman 111). 

7.6 

Meninjau 

dan 

Mempelajar

i Kontrak 

7.7.1 Meninjau 

dan 

mempelaj

ari 

kontrak 

Evaluasi 

kontrak 

Kemampuan 

menyusun 

dokumen evaluasi 

pasca kontrak 

dengan 

mempertimbangka

n aspek kinerja dan 

risiko sebagai dasar 

perbaikan masa 

depan 

Secara berkala, kami mengevaluasi kinerja para 

pemasok dan mitra kerja (halaman 63). 

Evaluasi ini tidak hanya menilai aspek teknis 

pekerjaan, tetapi juga mencakup pengelolaan 

lingkungan dan dampak sosial yang mungkin 

ditimbulkan (halaman 63). 
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Untuk memperjelas keterkaitan antara pemetaan aspek keberlanjutan pada Tabel 

4.1 dengan hasil pengungkapan pada Tabel 4.2, berikut disajikan beberapa contoh 

representatif kutipan Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk yang mewakili tiap 

kategori aspek, baik aspek tunggal (Ekonomi, Sosial, Lingkungan) maupun kombinasi 

antar aspek (ES, EL, SL, dan ESL), sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4. 3 Keterkaitan Aspek Keberlanjutan dan Kutipan Pengungkapan 

Aspek KPI Kutipan Sustainability Report 

Ekonomi 7.2.4 

Menganalisis 

kebutuhan 

perusahaan 

PTVI mengumpulkan dan menganalisis data risiko 

dari seluruh operasional di tiga lokasi utama... 

berdasarkan analisis tren, pendapat ahli, serta 

kondisi faktual yang relevan dengan aspek ESG 

(halaman 44). 

Sosial 7.5.4 

Mengelola 

kinerja dan 

hubungan 

Secara berkala, kami mengevaluasi kinerja para 

pemasok dan mitra kerja... mencakup pengelolaan 

lingkungan dan dampak sosial yang mungkin 

ditimbulkan. Pada tahun 2024, evaluasi dilakukan 

terhadap 100% pemasok dan mitra kerja baru 

(halaman 63). 

Lingkungan - Tidak ditemukan KPI yang murni berlabel 

Lingkungan saja dalam pemetaan Tabel 4.1. 

Ekonomi 

Sosial (ES) 

7.4.3 

Mengelola 

Tender 

Kami juga mengoperasikan sistem e-Procurement... 

mencakup seluruh tahapan pengadaan mulai dari 

registrasi vendor, pra-kualifikasi, proses tender, 

hingga manajemen kontrak... untuk meningkatkan 

transparansi, akurasi data, dan efisiensi (halaman 

62). 

Ekonomi 

Lingkungan 

(EL) 

7.5.7 

Mengelola 

pembuangan 

dan akhir 

masa pakai 

RPT memuat berbagai kegiatan dan rencana 

pemulihan sebagai bagian dari komitmen 

perusahaan terhadap praktik pertambangan yang 

bertanggung jawab... PTVI juga telah menyediakan 

jaminan penutupan tambang melalui provisi 

keuangan sebesar AS$69.870.161 (halaman 111). 
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Aspek KPI Kutipan Sustainability Report 

Sosial 

Lingkungan 

(SL) 

7.3.4 Mencari 

informasi 

untuk 

menetapkan 

persyaratan 

PT Vale juga berupaya mengadopsi standar 

keberlanjutan global, termasuk melalui proses 

menuju sertifikasi Initiative for Responsible Mining 

Assurance (IRMA) (halaman 75). 

Ekonomi, 

Sosial, 

Lingkungan 

(ESL) 

7.3.5 

Mengevaluasi 

bahwa 

persyaratan 

keberlanjutan 

terpenuhi 

Evaluasi ini tidak hanya menilai aspek teknis 

pekerjaan, tetapi juga mencakup pengelolaan 

lingkungan dan dampak sosial yang mungkin 

ditimbulkan (halaman 63) dikombinasikan dengan 

mekanisme pemantauan berkala terhadap kepatuhan 

kontrak. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengungkapan sustainable procurement PT Vale 

tidak hanya berorientasi pada aspek biaya dan efisiensi proses, tetapi juga mencakup 

dampak sosial dan lingkungan secara terintegrasi, sebagaimana terlihat pada KPI 7.3.5 

yang mengaitkan evaluasi teknis pemasok dengan pengelolaan lingkungan dan dampak 

sosial sekaligus. Namun demikian, ditemukan bahwa aspek Lingkungan tidak pernah 

muncul sebagai kategori tunggal yang berdiri sendiri, melainkan selalu terintegrasi 

dengan aspek Ekonomi ataupun Sosial, seperti pada KPI 7.5.7 dan 7.3.4. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa PT Vale cenderung mengomunikasikan isu lingkungan sebagai 

bagian dari narasi ekonomi atau sosial, bukan sebagai capaian keberlanjutan lingkungan 

yang independen. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penerapan sustainable 

procurement pada perusahaan tidak dapat dinilai hanya dari aspek transaksional semata, 

melainkan perlu ditelaah dari sejauh mana ketiga pilar keberlanjutan saling terhubung 

dalam praktik pengadaan yang diungkapkan. 

Berdasarkan keterkaitan antara pemetaan aspek keberlanjutan pada Tabel 4.1 

dengan bukti pengungkapan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, diperoleh tiga temuan utama 

terkait implementasi sustainable procurement PT Vale Indonesia Tbk. Pertama, sebagian 

besar KPI (13 dari 24 indikator, atau 54%) tergolong ke dalam kategori ESL, yaitu KPI 

yang sekaligus mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini didukung 

oleh bukti pengungkapan yang menunjukkan keterkaitan ketiga aspek secara eksplisit 

dalam satu kutipan, seperti pada KPI 7.3.5 (Mengevaluasi bahwa persyaratan 

keberlanjutan terpenuhi), yang menyatakan bahwa evaluasi terhadap pemasok tidak 
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hanya menilai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan dan 

dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur 

Klausul 7 ISO 20400 memang secara inheren menuntut integrasi ketiga pilar 

keberlanjutan, dan PT Vale telah mengungkapkan penerapannya sesuai dengan 

karakteristik tersebut, bukan mengungkapkan tiap aspek secara terpisah. 

Kedua, ditemukan bahwa aspek Lingkungan tidak pernah muncul sebagai 

kategori tunggal yang berdiri sendiri pada pemetaan Tabel 4.1, melainkan selalu 

terintegrasi dengan aspek Ekonomi dan/atau Sosial (dalam kombinasi EL, SL, atau ESL). 

Ketika ditelusuri lebih lanjut ke bukti pengungkapannya, unsur lingkungan pada 

kombinasi-kombinasi tersebut umumnya hanya disebutkan secara singkat dalam satu 

klausa, tanpa penjelasan atau data pendukung yang sedalam penjelasan aspek ekonomi 

maupun sosial pada kutipan yang sama, seperti terlihat pada KPI 7.5.7 dan 7.3.4. Kondisi 

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemetaan aspek secara struktural dengan 

kedalaman substansi pengungkapannya di lapangan, bahwa aspek lingkungan secara 

formal "terwakili" dalam banyak KPI, tetapi secara isi cenderung menjadi pelengkap 

narasi ekonomi atau sosial, bukan dibahas sebagai capaian keberlanjutan lingkungan yang 

independen. 

Ketiga, dari 24 KPI yang telah dipetakan aspeknya, ditemukan beberapa KPI yang 

sama sekali tidak memiliki bukti pengungkapan di dalam Sustainability Report (skor 

disclosure 0), yaitu KPI 7.2.1 (ES), 7.2.3 (EL), 7.3.2 (E), dan 7.5.6 (S). Sebaran KPI yang 

tidak terungkap ini tidak terkonsentrasi pada satu aspek tertentu saja, melainkan tersebar 

di berbagai kombinasi aspek, baik tunggal maupun gabungan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kesenjangan pengungkapan sustainable procurement PT Vale bersifat menyeluruh 

dan tidak spesifik pada satu dimensi keberlanjutan, sehingga perbaikan pengungkapan ke 

depan perlu dilakukan secara merata di seluruh aspek, bukan hanya difokuskan pada salah 

satu pilar keberlanjutan saja. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan perangkat lunak NVivo 15, 

penelitian ini memperoleh informasi mengenai sejauh mana aspek-aspek penerapan 

Sustainable Procurement diungkapkan dalam laporan keberlanjutan PT Vale Indonesia 

Tbk. Seluruh data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan secara terstruktur 

melalui tabel agar memudahkan pembaca dalam melihat jumlah dan sebaran 

pengungkapan pada masing-masing dimensi. Adapun rincian hasil pengungkapan pada 

Tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 4 Jumlah pengungkapan berdasarkan kategori didalam Kalusul 7 

Kategori Kode Penomoran 
Jumlah 

Pengungkapan 

7.1 Membangun dari 

proses yang sudah ada 

Integrasi proses 
7.1.1 2 

Total Pengungkapan 2 

7.2 Perencanaan Program kerja kolaboratif 7.2.1 0 

Penilaian risiko 7.2.2 2 

Biaya siklus hidup 7.2.3 0 

Informasi internal 7.2.4 1 

Analisis risiko 7.2.5 2 

Seleksi pemasok 7.2.6 1 

Total Pengungkapan 6 

7.3 Mengintegrasikan 

persyaratan 

keberlanjutan ke dalam 

spesifikasi  

Kriteria keberlanjutan 7.3.1 1 

Spesifikasi teknis 7.3.2 0 

Persyaratan keberlanjutan 7.3.3 2 

Sertifikasi keberlanjutan 7.3.4 1 

Evaluasi pemasok 7.3.5 3 

Total Pengungkapan 7 

7.4 Memilih Pemasok  Integrasi pemasok 7.4.1 1 

Pra-kualifikasi pemasok 7.4.2 1 

Procurement system 7.4.3 1 

Kepatuhan pemasok 7.4.4 1 

Total Pengungkapan 4 

7.5 Mengelola Kontrak Sosialisasi kode etik 7.5.1 1 

Pemantauan dan evaluasi 7.5.2 1 

Ketentuan kontrak 7.5.3 1 

Evaluasi kinerja 7.5.4 2 

Program keberlanjutan 7.5.5 1 

Tindakan korektif 7.5.6 0 

Reklamasi 7.5.7 1 

Total Pengungkapan 7 
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Kategori Kode Penomoran 
Jumlah 

Pengungkapan 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

Evaluasi kontrak 
7.6.1 2 

Total Pengungkapan 2 

Total Pengungkapan Keseluruhan 28 

 

Berdasarkan hasil analisis pada laporan keberlanjutan PT Vale Indonesia Tbk, 

ditemukan sebanyak 28 pengungkapan yang berkaitan dengan praktik Sustainable 

Procurement berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Dari 6 kategori yang dianalisis, 

kategori 7.5 dan kategori 7.3 menjadi aspek yang paling dominan dengan jumlah 7 

pengungkapan, sehingga menunjukkan bahwa aspek tersebut mendapat perhatian paling 

besar dalam laporan perusahaan. Selanjutnya, kategori 7.2 menempati posisi kedua 

dengan 6 pengungkapan, diikuti oleh kategori 7.4 yang memiliki 4 pengungkapan, serta 

kategori 7.1 dan kategori 7.6 masing-masing memiliki 2 pengungkapan. Selanjutnya, 

terdapat referensi kutipan yang bersumber dari Sustainability Report PT Vale Indonesia 

Tbk tahun 2024 sebagai acuan dalam proses identifikasi dan klasifikasi pengungkapan 

praktik Sustainable Procurement berdasarkan kategori penelitian yang telah ditentukan. 

Berikut ini Gambar 4.4 yang menyajikan visualisasi hierarchy chart hasil analisis 

menggunakan perangkat lunak NVivo terhadap pengungkapan Sustainability Report PT 

Vale Indonesia Tbk Tahun 2024 berdasarkan KPI pada Klausul 7 ISO 20400. 
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Gambar 4. 4  Visualisasi hierarchy chart 

Berdasarkan Gambar 4.4, hierarchy chart memvisualisasikan tingkat 

pengungkapan setiap KPI pada Klausul 7 ISO 20400 berdasarkan hasil proses coding 

menggunakan NVivo. Luas setiap kotak menunjukkan jumlah kutipan (references) yang 

dikodekan pada masing-masing KPI, di mana semakin besar ukuran kotak maka semakin 

banyak pengungkapan yang ditemukan dalam Sustainability Report PT Vale Indonesia 

Tbk Tahun 2024. Sebaliknya, KPI yang tidak memiliki pengungkapan (skor 0) tidak akan 

ditampilkan dalam visualisasi. Oleh karena itu, hierarchy chart memberikan gambaran 

awal mengenai KPI yang paling banyak maupun paling sedikit diungkapkan oleh 

perusahaan sebelum dilakukan analisis dan penilaian lebih lanjut. 

 Berikut ini Gambar 4.5 yang menyajikan visualisasi word cloud hasil analisis 

menggunakan perangkat lunak NVivo berdasarkan seluruh kutipan yang diperoleh dari 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2024.  
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Gambar 4. 5 Visualisasi word cloud 

Berdasarkan Gambar 4.5, visualisasi word cloud menunjukkan kata-kata yang 

paling sering muncul dalam hasil coding Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk 

Tahun 2024. Kata “pemasok” merupakan kata yang paling dominan, diikuti oleh kata-

kata seperti “proses”, “ketentuan”, “risiko”, “kepatuhan”, “etik”, “pengukuran”, 

“kinerja”, “nilai”, dan “sistem”. Dominannya kata “pemasok” menunjukkan bahwa 

pengungkapan perusahaan dalam Klausul 7 ISO 20400 lebih banyak berfokus pada 

pengelolaan hubungan dengan pemasok sebagai bagian utama dalam implementasi 

sustainable procurement. Selain itu, kemunculan kata “risiko”, “kepatuhan”, dan 

“ketentuan” mengindikasikan bahwa perusahaan juga memberikan perhatian terhadap 

proses identifikasi risiko, pemenuhan persyaratan, serta kepatuhan pemasok terhadap 

ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kata-kata seperti “etik”, “kinerja”, 

“pengukuran”, dan “sistem” mencerminkan adanya pengungkapan mengenai evaluasi 

kinerja, penerapan kode etik, serta sistem pendukung dalam pengelolaan pengadaan 
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berkelanjutan. Secara keseluruhan, visualisasi word cloud memberikan gambaran 

mengenai tema-tema yang paling sering diungkapkan dalam Sustainability Report PT 

Vale Indonesia Tbk Tahun 2024, namun visualisasi ini hanya menunjukkan frekuensi 

kemunculan kata dan tidak dapat digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian 

implementasi terhadap setiap KPI. Oleh karena itu, analisis implementasi tetap dilakukan 

melalui proses coding dan scoring berdasarkan indikator pada Klausul 7 ISO 20400. 

Berikut ini Gambar 4.6 terkait referensi pada klausul 7. 

 

Gambar 4. 6 Reference Mengintegrasikan Keberlanjutan ke Dalam Proses Pengadaan 
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4.2.3 Scoring 

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengelompokan kutipan dalam laporan keberlanjutan 

PT Vale Indonesia Tbk sesuai dengan kategori Sustainable Procurement yang mengacu 

pada ISO 20400, tahap berikutnya adalah melakukan pemberian skor terhadap setiap 

aspek pengadaan berkelanjutan. Berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, 

setiap kategori Sustainable Procurement dalam laporan keberlanjutan PT Vale Indonesia 

Tbk kemudian diberikan skor. Hasil penilaian tersebut disajikan pada Tabel 4.4 agar 

tingkat pengungkapan dan implementasi perusahaan dapat terlihat secara lebih ringkas 

dan terstruktur.  
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Tabel 4. 5  Scoring 

Kategori Kode Penomoran 
Scoring 

Disclosure 

Scoring 

Substansi 

Hasil Scoring 

Disclosure 

Hasil Scoring 

Substansi 

7.1 Membangun dari proses 

yang sudah ada 

Integrasi proses 
7.1.1 2 3 67% 100% 

Total Pengungkapan 67% 100% 

7.2 Perencanaan Program kerja kolaboratif 7.2.1 0 0 0% 0% 

Penilaian risiko 7.2.2 2 3 67% 100% 

Biaya siklus hidup 7.2.3 0 0 0% 0% 

Informasi internal 7.2.4 2 2 67% 67% 

Analisis risiko 7.2.5 3 3 100% 100% 

Seleksi pemasok 7.2.6 2 2 67% 67% 

Total Pengungkapan 50% 56% 

7.3 Mengintegrasikan 

persyaratan keberlanjutan 

ke dalam spesifikasi  

Kriteria keberlanjutan 7.3.1 2 2 67% 67% 

Spesifikasi teknis 7.3.2 0 0 0% 0% 

Persyaratan keberlanjutan 7.3.3 2 2 67% 67% 

Sertifikasi keberlanjutan 7.3.4 2 1 67% 33% 

Evaluasi pemasok 7.3.5 2 3 67% 100% 

Total Pengungkapan 53% 53% 

7.4 Memilih Pemasok  Integrasi pemasok 7.4.1 1 2 33% 67% 
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Kategori Kode Penomoran 
Scoring 

Disclosure 

Scoring 

Substansi 

Hasil Scoring 

Disclosure 

Hasil Scoring 

Substansi 

Pra-kualifikasi pemasok 7.4.2 2 2 67% 67% 

Procurement system 7.4.3 2 3 67% 100% 

Kepatuhan pemasok 7.4.4 2 2 67% 67% 

Total Pengungkapan 58% 75% 

7.5 Mengelola Kontrak Sosialisasi kode etik 7.5.1 2 2 67% 67% 

Pemantauan dan evaluasi 7.5.2 2 2 67% 67% 

Ketentuan kontrak 7.5.3 2 2 67% 67% 

Evaluasi kinerja 7.5.4 2 3 67% 100% 

Program keberlanjutan 7.5.5 2 1 67% 33% 

Tindakan korektif 7.5.6 0 0 0% 0% 

Reklamasi 7.5.7 3 3 100% 100% 

Total Pengungkapan 62% 62% 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

Evaluasi kontrak 
7.6.1 2 2 67% 67% 

Total Pengungkapan 67% 67% 
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4.3 Validasi Expert 

Proses validasi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan 

tujuh responden yang terdiri atas akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di 

bidang sustainable procurement, yang selanjutnya disebut sebagai expert. FGD ini 

bertujuan untuk meninjau apakah hasil penilaian implementasi sustainable procurement 

yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan ISO 20400:2017 telah sejalan dengan persepsi 

dan pemahaman para ahli di bidangnya, serta memperoleh penilaian mengenai kesesuaian 

usulan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) 

sustainable procurement. Validasi ini meliputi tiga aspek, yaitu Scoring Disclosure untuk 

menilai tingkat pengungkapan informasi, Scoring Substansi untuk menilai tingkat 

implementasi praktik sustainable procurement, serta Improvement Substansi untuk 

menilai kesesuaian usulan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan KPI. Skala penilaian 

yang digunakan adalah nilai 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk 

netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Hasil penilaian dari para expert 

selanjutnya dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian antara hasil penilaian peneliti dengan pandangan akademisi dan 

praktisi.Berikut ini Tabel 4.5 hasil penilaian dari tujuh expert: 

Tabel 4. 6 Hasil penilaian validasi expert 

Kategori Responden 
Scoring 

Disclosure 

Scoring 

Substansi 

Implementasi 

Substansi 

7.1 Membangun dari proses 

yang sudah ada 

Akademisi 4 5 4 

Akademisi 4 4 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 3 4 4 

Praktisi 5 4 4 

Praktisi 4 4 4 

7.2 Perencanaan Akademisi 4 5 4 

Akademisi 5 5 4 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Praktisi 4 5 5 
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Kategori Responden 
Scoring 

Disclosure 

Scoring 

Substansi 

Implementasi 

Substansi 

Praktisi 4 5 4 

Praktisi 4 4 4 

7.3 Mengintegrasikan 

persyaratan keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi  

Akademisi 5 5 4 

Akademisi 4 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 4 5 

Praktisi 4 4 4 

Praktisi 5 4 5 

Praktisi 4 4 4 

7.4 Memilih Pemasok  Akademisi 5 4 4 

Akademisi 4 4 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 4 4 

Praktisi 4 5 5 

Praktisi 5 5 5 

Praktisi 4 4 4 

7.5 Mengelola Kontrak Akademisi 5 5 5 

Akademisi 4 5 5 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 5 4 

Praktisi 3 5 5 

Praktisi 4 4 4 

Praktisi 4 4 4 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari Kontrak 

Akademisi 4 4 5 

Akademisi 5 4 4 

Akademisi 5 5 5 

Akademisi 5 4 5 

Praktisi 4 5 5 

Praktisi 3 3 4 

Praktisi 4 4 4 
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Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi terhadap 6 

kategori Klausul 7 ISO 20400, yaitu membangun dari proses yang sudah ada, 

perencanaan, mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi, memilih 

pemasok, mengelola kontrak, serta meninjau dan mempelajari kontrak, diperoleh 

penilaian yang secara umum berada pada kategori tinggi dengan dominasi skor 4 dan 5 

pada aspek Scoring Disclosure, Scoring Substansi, dan Improvement Substansi. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa para expert cenderung setuju terhadap hasil penilaian 

implementasi sustainable procurement yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

Sustainability Report PT Vale Indonesia Tbk. Selain itu, para expert juga menilai bahwa 

usulan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) ISO 

20400 telah sesuai sebagai acuan umum dalam mendukung peningkatan implementasi 

sustainable procurement. Meskipun terdapat beberapa penilaian dengan skor 3 pada 

beberapa kategori, jumlahnya relatif sedikit dan tidak menunjukkan adanya perbedaan 

persepsi yang signifikan antara akademisi dan praktisi. Secara keseluruhan, hasil validasi 

ini mengindikasikan bahwa proses penilaian dan usulan perbaikan yang disusun oleh 

peneliti telah memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi berdasarkan perspektif akademis 

maupun praktik di lapangan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Pengungkapan Key Performance Indicator (KPI) di dalam Sustainability 

Report 

Analisis implementasi sustainable procurement dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

mengevaluasi informasi yang diungkapkan dalam Sustainability Report PT Vale 

Indonesia Tbk berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang disusun dengan 

mengacu pada Klausul 7 ISO 20400:2017. Klausul ini terdiri atas 6 kategori, yaitu 

mengintegrasikan keberlanjutan dalam kebijakan dan strategi pengadaan, perencanaan, 

mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi, memilih pemasok, 

mengelola kontrak, serta meninjau dan mempelajari kontrak. Dari 6 kategori tersebut, 

diperoleh 28 pengungkapan yang menjadi dasar dalam menilai implementasi sustainable 

procurement perusahaan. Setiap pengungkapan dianalisis berdasarkan bukti yang 

terdapat dalam Sustainability Report, kemudian dilakukan penilaian terhadap tingkat 

pengungkapan (disclosure) dan tingkat implementasi (substansi). Penilaian disclosure 

digunakan untuk menilai kelengkapan dan kedalaman informasi yang diungkapkan 

perusahaan, sedangkan penilaian substansi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana 

praktik sustainable procurement telah diterapkan dalam aktivitas pengadaan perusahaan. 

Hasil analisis tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian implementasi 

sustainable procurement PT Vale Indonesia Tbk terhadap prinsip dan pedoman yang 

ditetapkan dalam ISO 20400:2017. 

5.1.1 Pengungkapan pada kategori “Membangun dari proses yang sudah ada” 

Berdasarkan kutipan pada Tabel 4.2, KPI 7.1.1 memperoleh skor disclosure 2 karena 

perusahaan telah mengungkapkan secara kualitatif integrasi prinsip keberlanjutan dalam 

proses pengadaan melalui penerapan sistem e-Procurement dan pelaksanaan uji tuntas 

ESG pada tahap pra-kualifikasi pemasok, namun belum didukung oleh data kuantitatif 

yang menunjukkan capaian implementasinya. Sementara itu, skor substansi 3 diberikan 

karena praktik tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan keberlanjutan telah 

terintegrasi ke dalam proses pengadaan inti yang sudah ada, dilaksanakan secara 

terstruktur melalui sistem digital, serta mencakup penilaian aspek tata kelola seperti 

kepatuhan terhadap peraturan dan pendekatan anti-korupsi dalam seleksi pemasok. 
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5.1.2 Pengungkapan pada kategori “Perencanaan” 

Berdasarkan kutipan pada Tabel 4.2, hasil penilaian pada kategori 7.2 Perencanaan, 

terdapat variasi tingkat pengungkapan dan substansi implementasi. KPI 7.2.1 Program 

kerja kolaboratif serta 7.2.3 Biaya siklus hidup memperoleh skor disclosure 0 dan 

substansi 0 karena tidak ditemukan bukti pengungkapan maupun implementasi terkait 

inisiasi program kolaboratif dengan pemangku kepentingan dalam menentukan kriteria 

keberlanjutan serta penerapan analisis biaya sepanjang daur hidup barang atau jasa. 

Sementara itu, KPI 7.2.2 Penilaian risiko memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 3, 

karena perusahaan telah menjelaskan secara kualitatif pelaksanaan penilaian risiko ESG 

dengan mengacu pada standar ISO 31000, IFRS S1 dan S2, serta FGD dengan manajemen 

perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang ESG, meskipun belum didukung 

data kuantitatif. Implementasi tersebut dinilai telah terstruktur dan menjadi bagian dari 

proses inti perusahaan sehingga memperoleh substansi tertinggi. KPI 7.2.4 Informasi 

internal memperoleh skor 2 pada disclosure dan substansi karena perusahaan telah 

mengungkapkan pengumpulan serta analisis data risiko dari seluruh operasional sebagai 

pemenuhan kebutuhan informasi internal, namun implementasinya masih sebatas 

pemanfaatan informasi internal tanpa menunjukkan sistematisasi yang lebih 

komprehensif. 

Selanjutnya, KPI 7.2.5 Analisis risiko memperoleh skor disclosure 3 dan 

substansi 3. Skor disclosure tertinggi diberikan karena selain menjelaskan keterlibatan 

151 pemasok lokal dan 632 pemasok nasional dalam analisis pasar, perusahaan juga 

menyajikan bukti kuantitatif yang didukung melalui diagram atau tabel pada laporan. Dari 

sisi substansi, praktik tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan risiko keberlanjutan 

telah diterapkan secara sistematis dalam analisis pasar, termasuk memperhatikan aspek 

lokasi sumber pasokan dan penguatan rantai pasok lokal.  
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Gambar 5. 1 Bukti pengungkapan pada KPI 7.2.5 

Adapun KPI 7.2.6 Seleksi pemasok memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 

2 karena perusahaan telah menjelaskan secara kualitatif adanya uji tuntas ESG pada tahap 

prakualifikasi pemasok, khususnya terkait kepatuhan dan anti-korupsi, namun belum 

disertai data kuantitatif maupun bukti yang menunjukkan bahwa implementasinya telah 

menjadi praktik yang sepenuhnya terstruktur dan menyeluruh. 

5.1.3 Pengungkapan pada kategori “Mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi” 

Berdasarkan kutipan pada Tabel 4.2, hasil penilaian pada kategori 7.3 Mengintegrasikan 

persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi menunjukkan bahwa KPI 7.3.1 Kriteria 

keberlanjutan memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2 karena perusahaan telah 

mengungkapkan secara kualitatif penerapan Kode Etik dan Perilaku Pemasok sebagai 

kriteria keberlanjutan yang wajib dipenuhi dalam kontrak kerja, namun belum didukung 

oleh data kuantitatif maupun bukti implementasi yang lebih komprehensif. Sementara itu, 

KPI 7.3.2 Spesifikasi teknis memperoleh skor disclosure 0 dan substansi 0 karena tidak 

ditemukan pengungkapan terkait penerapan persyaratan fisik, kinerja, maupun fungsional 

secara rinci sebagai spesifikasi teknis berbasis keberlanjutan. KPI 7.3.3 Persyaratan 

keberlanjutan memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2 karena perusahaan 

menjelaskan adanya persyaratan minimum keberlanjutan melalui kewajiban kepatuhan 

terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok, tetapi belum menunjukkan bukti penerapan 

yang lebih terstruktur dan terukur. 

Selanjutnya, pada KPI 7.3.4 Sertifikasi keberlanjutan memperoleh skor disclosure 

2 dan substansi 1 karena perusahaan mengungkapkan secara kualitatif upaya menuju 

sertifikasi Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebagai acuan dalam 
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penetapan persyaratan keberlanjutan, namun implementasinya masih berupa komitmen 

atau tahap awal sehingga belum menunjukkan penerapan yang sistematis. Adapun KPI 

7.3.5 Evaluasi pemasok memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 3 karena perusahaan 

menjelaskan adanya evaluasi berkala terhadap pemasok melalui klasifikasi, peninjauan 

rekam jejak kinerja, serta pemantauan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku 

Pemasok, termasuk aspek pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. Meskipun belum 

disertai data kuantitatif, praktik tersebut menunjukkan bahwa evaluasi keberlanjutan telah 

dilaksanakan secara terstruktur dan menjadi bagian dari proses inti pengelolaan pemasok 

perusahaan. 

5.1.4 Pengungkapan pada kategori “Memilih pemasok” 

Berdasarkan kutipan pada Tabel 4.2, hasil penilaian pada kategori 7.4 Memilih Pemasok 

menunjukkan bahwa KPI 7.4.1 Integrasi pemasok memperoleh skor disclosure 1 dan 

substansi 2 karena perusahaan hanya menyampaikan secara singkat bahwa kepatuhan 

terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok serta ketentuan kontrak merupakan syarat 

hukum yang tidak dapat dinegosiasikan, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai 

mekanisme penilaian integritas dan kepatuhan pemasok. Meskipun demikian, ketentuan 

tersebut menunjukkan adanya penerapan persyaratan kepatuhan sebagai bagian dari 

proses seleksi pemasok. Selanjutnya, KPI 7.4.2 Pra-kualifikasi pemasok memperoleh 

skor disclosure 2 dan substansi 2 karena perusahaan telah mengungkapkan secara 

kualitatif adanya uji tuntas dalam proses prakualifikasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

ESG dalam seleksi pemasok, namun belum didukung data kuantitatif maupun bukti 

implementasi yang lebih komprehensif. 

Selanjutnya, pada KPI 7.4.3 Procurement system memperoleh skor disclosure 2 

dan substansi 3 karena perusahaan menjelaskan penggunaan sistem e-Procurement yang 

mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari registrasi vendor, pra-kualifikasi, 

proses tender, hingga manajemen kontrak untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, 

dan efisiensi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan tender 

telah diterapkan secara terstruktur dan menjadi bagian dari proses inti pengadaan 

perusahaan. Adapun KPI 7.4.4 Kepatuhan pemasok memperoleh skor disclosure 2 dan 

substansi 2 karena perusahaan mengungkapkan kewajiban pemasok untuk mematuhi 

Kode Etik dan Perilaku Pemasok serta ketentuan kontrak sebagai persyaratan yang wajib 

dipenuhi, namun belum disertai data kuantitatif maupun bukti evaluasi yang 
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menunjukkan bahwa penerapannya telah dilakukan secara lebih sistematis dan 

menyeluruh. 

5.1.5 Pengungkapan pada kategori “Mengelola kontrak” 

Berdasarkan kutipan pada Tabel 4.2, hasil penilaian pada kategori 7.5 Mengelola Kontrak 

menunjukkan bahwa KPI 7.5.1 Sosialisasi kode etik memperoleh skor disclosure 2 dan 

substansi 2 karena perusahaan telah mengungkapkan secara kualitatif pelaksanaan 

sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Pemasok melalui kick-off meeting pada awal kontrak, 

namun belum didukung data kuantitatif maupun bukti efektivitas komunikasi dengan 

pemasok. KPI 7.5.2 Pemantauan dan evaluasi memperoleh skor disclosure 2 dan 

substansi 2 karena perusahaan menjelaskan bahwa persyaratan keberlanjutan tercantum 

secara eksplisit dalam kontrak sebagai standar wajib yang harus dipenuhi, sehingga 

menunjukkan bahwa pemantauan terhadap penerapan persyaratan tersebut telah menjadi 

bagian dari pengelolaan kontrak yang terstruktur. Selanjutnya, KPI 7.5.3 Ketentuan 

kontrak juga memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2 karena kepatuhan terhadap 

Kode Etik dan Perilaku Pemasok serta ketentuan kontrak ditetapkan sebagai syarat 

hukum yang tidak dapat dinegosiasikan, namun belum didukung data kuantitatif. Adapun 

KPI 7.5.4 Evaluasi kinerja memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 3 karena 

perusahaan telah menjelaskan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap pemasok 

yang mencakup aspek teknis, lingkungan, dan sosial, serta mengungkapkan bahwa 

evaluasi dilakukan terhadap 100% pemasok dan mitra kerja baru pada tahun 2024, 

sehingga menunjukkan implementasi yang sistematis dalam pengelolaan kinerja 

pemasok. 

Selanjutnya, pada KPI 7.5.5 Program keberlanjutan memperoleh skor disclosure 

2 dan substansi 1 karena perusahaan mengungkapkan secara kualitatif dorongan kepada 

pemasok untuk terlibat aktif dalam peningkatan kinerja keberlanjutan terkait isu hak asasi 

manusia, K3, dan keanekaragaman hayati, namun implementasinya masih bersifat 

komitmen dan belum menunjukkan adanya program bersama yang terstruktur. KPI 7.5.6 

Tindakan korektif memperoleh skor disclosure 0 dan substansi 0 karena tidak ditemukan 

pengungkapan mengenai mekanisme kerja sama atau dukungan kapasitas bagi pemasok 

yang gagal memenuhi persyaratan keberlanjutan. Sementara itu, KPI 7.5.7 Reklamasi 

memperoleh skor disclosure 3 dan substansi 3 karena perusahaan tidak hanya 

menjelaskan secara kualitatif pelaksanaan Rencana Penutupan Tambang (RPT) sebagai 

bagian dari praktik pertambangan berkelanjutan, tetapi juga menyajikan data kuantitatif 
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berupa provisi jaminan penutupan tambang sebesar AS$69.870.161. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa pengelolaan akhir masa pakai telah diterapkan secara terukur, 

terencana, dan menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. 

5.1.6 Pengungkapan pada kategori “Meninjau dan mempelajari kontrak” 

Berdasarkan kutipan pada Tabel 4.2, KPI 7.6.1 Evaluasi kontrak pada kategori 7.6 

Meninjau dan Mempelajari Kontrak memperoleh skor disclosure 2 dan substansi 2. Skor 

disclosure 2 diberikan karena perusahaan telah mengungkapkan secara kualitatif bahwa 

evaluasi kinerja terhadap pemasok dan mitra kerja dilakukan secara berkala serta tidak 

hanya menilai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan dan 

dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, pengungkapan tersebut belum didukung oleh 

data kuantitatif maupun informasi yang lebih rinci mengenai hasil evaluasi pasca kontrak. 

Sementara itu, skor substansi 2 diberikan karena praktik evaluasi tersebut menunjukkan 

adanya upaya perusahaan untuk meninjau pelaksanaan kontrak dengan 

mempertimbangkan aspek kinerja dan risiko keberlanjutan sebagai bahan pembelajaran, 

tetapi belum terdapat bukti bahwa hasil evaluasi telah diformalkan menjadi dokumen 

evaluasi pasca kontrak yang digunakan secara sistematis sebagai dasar perbaikan pada 

kontrak di masa mendatang. 

 

5.2 Analisis Hasil Scoring 

Analisis hasil scoring dilakukan berdasarkan persentase skor substansi pada setiap 

kategori dalam Klausul 7 ISO 20400:2017. Penelitian ini berfokus pada aspek substansi 

karena skor tersebut mencerminkan tingkat implementasi nyata dari praktik sustainable 

procurement dalam aktivitas pengadaan perusahaan. Berbeda dengan skor disclosure 

yang berfokus pada kelengkapan dan kedalaman informasi yang diungkapkan dalam 

laporan keberlanjutan, skor substansi digunakan untuk menilai sejauh mana praktik yang 

relevan dengan Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun benar-benar 

diterapkan dalam proses pengadaan. Dalam konteks PT Vale Indonesia Tbk sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan nikel dengan produk 

utama berupa nikel matte, implementasi sustainable procurement menjadi penting karena 

mendukung ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan sepanjang proses operasional, 

mulai dari pengadaan pemasok, kontraktor, hingga berbagai kebutuhan pendukung dalam 

kegiatan produksi dan pengolahan nikel. Oleh karena itu, analisis substansi dapat 

memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan 
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telah diintegrasikan dalam aktivitas pengadaan yang mendukung proses bisnis utama 

perusahaan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat implementasi 

sustainable procurement pada PT Vale Indonesia Tbk, hasil persentase skor substansi 

pada setiap kategori Klausul 7 ISO 20400:2017 divisualisasikan dalam bentuk radar 

chart. Visualisasi ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan tingkat implementasi 

antar kategori sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi area yang telah 

menunjukkan penerapan yang kuat maupun area yang masih memerlukan peningkatan. 

Melalui radar chart pada Gambar 5.2 tersebut menunjukkan kategori dengan tingkat 

implementasi sustainable procurement yang telah sesuai dengan pedoman ISO 

20400:2017, sekaligus mengidentifikasi kategori yang masih memiliki peluang untuk 

ditingkatkan. 

 

Gambar 5. 2 Hasil scoring substansi pada Klausul 7 

Berdasarkan hasil perhitungan persentase scoring substansi, tingkat implementasi 

sustainable procurement pada PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan variasi pada setiap 

kategori dalam Klausul 7 ISO 20400:2017. Kategori 7.1 Membangun dari proses yang 

sudah ada memperoleh persentase tertinggi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa 
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prinsip keberlanjutan telah terintegrasi secara menyeluruh ke dalam proses pengadaan 

yang telah berjalan melalui penerapan sistem e-Procurement dan integrasi aspek ESG 

dalam proses pengadaan. Selanjutnya, kategori 7.4 Memilih Pemasok memperoleh 

persentase 75%, didukung oleh penerapan proses pra-kualifikasi, due diligence ESG, 

serta sistem seleksi pemasok yang transparan. Kategori 7.6 Meninjau dan Mempelajari 

Kontrak dan 7.5 Mengelola Kontrak masing-masing memperoleh persentase 67% dan 

62%, yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pemantauan, evaluasi 

kinerja pemasok, serta pengelolaan kontrak yang mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan, meskipun belum didukung oleh mekanisme perbaikan pemasok dan 

pembelajaran pasca kontrak yang lebih komprehensif. Di sisi lain, kategori 7.2 

Perencanaan memperoleh persentase 56% dan 7.3 Mengintegrasikan Persyaratan 

Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi memperoleh persentase terendah sebesar 53%. 

Rendahnya pencapaian pada kedua kategori tersebut disebabkan masih terbatasnya bukti 

implementasi terkait program kerja kolaboratif dengan pemangku kepentingan, 

penerapan analisis biaya siklus hidup (Life Cycle Costing), penyusunan spesifikasi teknis 

berbasis keberlanjutan, serta pemanfaatan sertifikasi keberlanjutan sebagai dasar 

penetapan persyaratan pengadaan. 

5.2.1 Hasil scoring pada kategori “Membangun dari proses yang sudah ada” 

 

Gambar 5. 3 Hasil scoring substansi pada Kategori 7.1 

Berdasarkan pada Gambar 5.3, didapatkan hasil scoring substansi pada dimensi 7.1.1 

menunjukkan persentase sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa implementasi 

sustainable procurement pada aspek ini telah diterapkan secara optimal oleh PT Vale 

Indonesia Tbk. Berdasarkan kriteria penilaian substansi, nilai tersebut menunjukkan 

bahwa praktik yang dilakukan telah menjadi bagian dari proses bisnis inti perusahaan, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7.1.1

Kategori 7.1



78 

 

dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, didukung oleh kebijakan serta mekanisme 

yang jelas, dan bukan sekadar komitmen atau implementasi parsial. Hasil ini sejalan 

dengan KPI yang menilai kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip 

keberlanjutan ke dalam proses pengadaan yang sudah ada tanpa menciptakan proses 

paralel. Dengan demikian, PT Vale Indonesia Tbk telah berhasil menginternalisasikan 

aspek keberlanjutan ke dalam proses pengadaan yang telah berjalan, sehingga prinsip-

prinsip keberlanjutan tidak diterapkan sebagai aktivitas terpisah, melainkan menjadi 

bagian yang terintegrasi dalam setiap tahapan pengadaan perusahaan. Temuan ini 

diperkuat oleh pengungkapan perusahaan mengenai penerapan sistem e-Procurement 

yang mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari registrasi vendor, pra-kualifikasi, 

proses tender, hingga manajemen kontrak. Selain itu, perusahaan juga mengintegrasikan 

aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses pra-kualifikasi 

pemasok melalui uji tuntas yang menilai kepatuhan terhadap regulasi dan praktik anti-

korupsi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan keberlanjutan telah tertanam 

dalam mekanisme pengadaan yang sudah ada dan dijalankan secara konsisten sebagai 

bagian dari sistem pengadaan perusahaan. 

5.2.2 Hasil scoring pada kategori “Perencanaan” 

 

Gambar 5. 4 Hasil scoring substansi pada Kategori 7.2 

Berdasarkan pada Gambar 5.4, didapatkan hasil scoring substansi pada kategori 7.2 

Perencanaan menunjukkan tingkat implementasi yang bervariasi pada setiap dimensi. 

Dimensi dengan persentase tertinggi yaitu dimensi 7.2.2 dan dimensi 7.2.5 yang masing-

masing memperoleh nilai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk 

telah menerapkan praktik penilaian risiko keberlanjutan secara terstruktur dan sistematis 
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dalam proses perencanaan pengadaan. Temuan tersebut didukung oleh pengungkapan 

perusahaan mengenai pelaksanaan penilaian risiko ESG untuk mengidentifikasi risiko 

dan peluang yang berpotensi memengaruhi operasional dan strategi bisnis. Selain itu, 

perusahaan juga melakukan penilaian risiko dan peluang ESG dengan mengacu pada ISO 

31000, standar IFRS S1 dan S2, serta melibatkan manajemen perusahaan dalam proses 

identifikasi risiko. Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan KPI yang menekankan 

kemampuan menilai risiko keberlanjutan dengan melibatkan pihak yang memiliki 

pengetahuan yang relevan. Persentase tinggi juga ditunjukkan oleh dimensi 7.2.6 sebesar 

67%, yang didukung oleh penerapan uji tuntas (due diligence) dalam proses prakualifikasi 

pemasok untuk mengintegrasikan aspek ESG, khususnya kepatuhan terhadap regulasi dan 

prinsip anti-korupsi. 

Sebaliknya, dimensi 7.2.1 dan dimensi 7.2.3 memperoleh persentase terendah 

yaitu 0%, yang mengindikasikan belum ditemukannya bukti pengungkapan maupun 

implementasi yang menunjukkan adanya program kolaboratif dengan pemangku 

kepentingan untuk menetapkan kriteria keberlanjutan maupun penerapan analisis biaya 

yang mempertimbangkan seluruh siklus hidup barang atau jasa. Sementara itu, dimensi 

dimensi 7.2.4 memperoleh persentase 67%, yang menunjukkan bahwa implementasi telah 

dilakukan namun belum sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria penilaian. Dimensi ini 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mengumpulkan dan menganalisis data risiko dari 

berbagai lokasi operasional serta mengidentifikasi risiko dan peluang berdasarkan 

analisis tren, pendapat ahli, dan kondisi faktual yang relevan dengan aspek ESG. Secara 

keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk memiliki kinerja yang 

kuat dalam aspek identifikasi dan analisis risiko keberlanjutan, namun masih terdapat 

peluang perbaikan pada aspek kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan penerapan 

pendekatan biaya siklus hidup dalam proses perencanaan pengadaan berkelanjutan. 
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5.2.3 Hasil scoring pada kategori “Mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi” 

 

Gambar 5. 5 Hasil scoring substansi pada Kategori 7.3 

Berdasarkan pada Gambar 5.5, didapatkan hasil scoring substansi pada kategori 7.3 

Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi menunjukkan bahwa 

tingkat implementasi pada setiap dimensi masih bervariasi. Dimensi dengan persentase 

tertinggi ada pada dimensi 7.3.5 yang memperoleh nilai 100%, menunjukkan bahwa PT 

Vale Indonesia Tbk telah memiliki mekanisme yang kuat untuk memverifikasi 

pemenuhan persyaratan keberlanjutan oleh pemasok. Temuan ini didukung oleh 

pengungkapan perusahaan mengenai pelaksanaan evaluasi pemasok secara berkala yang 

mencakup peninjauan kualifikasi, klasifikasi, rekam jejak kinerja, kepatuhan terhadap 

Kode Etik dan Perilaku Pemasok, serta evaluasi aspek lingkungan dan sosial. Praktik 

tersebut sejalan dengan KPI yang menekankan kemampuan memverifikasi pemenuhan 

persyaratan keberlanjutan melalui prosedur evaluasi yang telah ditetapkan. Selain itu, 

dimensi 7.3.1 dan dimensi 7.3.3 masing-masing memperoleh persentase 67%, yang 

menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan dan menerapkan persyaratan 

keberlanjutan dalam dokumen pengadaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kode Etik 

dan Perilaku Pemasok yang dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak kerja sama 

sebagai standar wajib yang harus dipatuhi oleh seluruh pemasok. 

Sebaliknya, dimensi 7.3.2 memperoleh persentase terendah yaitu 0%, yang 

menunjukkan belum ditemukannya bukti pengungkapan maupun implementasi terkait 

penetapan persyaratan fisik, kinerja, dan fungsional secara rinci sesuai karakteristik 
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barang atau jasa dalam konteks keberlanjutan. Sementara itu, dimensi 7.3.4 memperoleh 

persentase 33%, yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah menunjukkan komitmen 

untuk mengadopsi standar keberlanjutan global melalui proses menuju sertifikasi IRMA. 

Namun, pengungkapan yang tersedia masih terbatas pada tahap inisiatif dan belum 

menunjukkan penerapan sertifikasi tersebut secara lebih lanjut dalam proses penetapan 

persyaratan pengadaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa 

PT Vale Indonesia Tbk telah memiliki mekanisme yang cukup baik dalam menetapkan, 

menerapkan, dan mengevaluasi persyaratan keberlanjutan kepada pemasok, namun masih 

perlu memperkuat aspek penyusunan spesifikasi teknis dan pemanfaatan sertifikasi 

keberlanjutan sebagai acuan dalam proses pengadaan berkelanjutan. 

5.2.4 Hasil scoring pada kategori “Memilih pemasok” 

 

Gambar 5. 6 Hasil scoring substansi pada Kategori 7.4 

Berdasarkan pada Gambar 5.6, didapatkan hasil scoring substansi pada kategori 7.4 

Memilih Pemasok menunjukkan bahwa sebagian besar dimensi telah memiliki tingkat 

implementasi yang cukup baik. Dimensi dengan persentase tertinggi ada pada dimensi 

7.4.3 yang memperoleh nilai 100%, menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan 

sistem pengadaan yang terstruktur dan transparan dalam proses pemilihan pemasok. 

Temuan ini didukung oleh pengungkapan mengenai penggunaan sistem e-Procurement 

yang mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari registrasi vendor, pra-kualifikasi, 

proses tender, hingga manajemen kontrak. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan 

transparansi, akurasi data, dan efisiensi proses pengadaan, sehingga sejalan dengan KPI 

yang menekankan kemampuan menilai dan memastikan transparansi dalam proses 

evaluasi tender. Implementasi yang kuat pada dimensi ini menunjukkan bahwa prinsip 
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transparansi telah terintegrasi ke dalam mekanisme pemilihan pemasok yang diterapkan 

perusahaan. 

Sementara itu, dimensi 7.4.1, 7.4.2, dan 7.4.4 masing-masing memperoleh 

persentase 67%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah 

mengimplementasikan aspek keberlanjutan dalam proses pemilihan pemasok, namun 

belum sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria implementasi yang ditetapkan. Pada 

dimensi 7.4.1 dan dimensi 7.4.4, perusahaan telah menetapkan kepatuhan terhadap Kode 

Etik dan Perilaku Pemasok serta ketentuan kontrak sebagai syarat yang wajib dipenuhi 

oleh pemasok. Selain itu, pada dimensi 7.4.2, perusahaan telah melakukan uji tuntas (due 

diligence) untuk mengintegrasikan nilai-nilai ESG dalam proses seleksi pemasok. 

Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk telah 

mempertimbangkan aspek integritas, kepatuhan, dan keberlanjutan dalam proses 

pemilihan pemasok, meskipun masih terdapat peluang untuk memperkuat penerapannya 

agar lebih komprehensif dan terdokumentasi secara lebih mendalam. 

5.2.5 Hasil scoring pada kategori “Mengelola kontrak” 

 

Gambar 5. 7 Hasil scoring substansi pada Kategori 7.5 

Berdasarkan pada Gambar 5.7, didapatkan hasil scoring substansi pada kategori 7.5 

Mengelola Kontrak menunjukkan bahwa implementasi sustainable procurement oleh PT 

Vale Indonesia Tbk telah berjalan dengan baik pada sebagian besar dimensi. Dimensi 

7.5.4 dan 7.5.7 memperoleh persentase tertinggi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa 

perusahaan telah memiliki mekanisme yang kuat dalam memantau kinerja pemasok serta 

mengelola dampak jangka panjang dari aktivitas operasional. Pada dimensi 7.5.4, 

perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pemasok 

dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek lingkungan dan 
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sosial. Praktik ini sejalan dengan KPI yang menekankan kemampuan menilai kepatuhan 

pemasok terhadap persyaratan keberlanjutan. Sementara itu, pada dimensi 7.5.7, 

perusahaan telah menyusun Rencana Penutupan Tambang (RPT) dan menyediakan 

jaminan keuangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan, yang 

mencerminkan upaya pengelolaan akhir masa pakai secara bertanggung jawab. Selain itu, 

dimensi 7.5.1, 7.5.2, dan 7.5.3 masing-masing memperoleh persentase 67%, yang 

menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam hubungan dan 

pengelolaan kontrak dengan pemasok melalui sosialisasi kode etik, kewajiban 

kontraktual, dan persyaratan keberlanjutan yang harus dipenuhi.  

Di sisi lain, dimensi 7.5.6 memperoleh persentase terendah yaitu 0%, yang 

menunjukkan belum ditemukannya bukti pengungkapan maupun implementasi terkait 

kerja sama strategis atau program pengembangan kapasitas bagi pemasok yang gagal 

memenuhi persyaratan keberlanjutan. Sementara itu, dimensi 7.5.5 memperoleh 

persentase 33%, yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah mendorong keterlibatan 

pemasok dalam peningkatan kinerja keberlanjutan melalui fokus pada isu hak asasi 

manusia, K3, dan keanekaragaman hayati, namun belum terdapat bukti yang 

menunjukkan adanya program atau wadah kolaboratif yang terstruktur untuk mendukung 

inisiatif tersebut. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia 

Tbk memiliki implementasi yang kuat dalam aspek pengelolaan, pemantauan, dan 

evaluasi kontrak, namun masih terdapat peluang perbaikan terutama dalam pengelolaan 

kegagalan pemasok dan pengembangan program keberlanjutan yang lebih kolaboratif 

dengan pemasok. 

5.2.6 Hasil scoring pada kategori “Meninjau dan mempelajari kontrak” 

 

Gambar 5. 8 Hasil scoring substansi pada Kategori 7.6 
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Berdasarkan pada Gambar 5.8, didapatkan hasil scoring substansi pada dimensi 7.6.1 

memperoleh persentase 67%, yang menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk telah 

menerapkan evaluasi terhadap pemasok dan mitra kerja sebagai bagian dari proses 

pengadaan. Hal ini didukung oleh pengungkapan perusahaan yang menyatakan bahwa 

evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, 

tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Praktik tersebut sejalan dengan KPI yang 

menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan risiko sebagai dasar perbaikan di masa 

mendatang. Namun, pengungkapan yang tersedia belum menunjukkan secara rinci 

adanya mekanisme formal atau dokumentasi evaluasi pasca kontrak yang digunakan 

sebagai dasar pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. 

 

5.3 Hasil Validasi Expert 

Setelah dilakukan penilaian terhadap implementasi sustainable procurement PT Vale 

Indonesia Tbk berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang mengacu pada ISO 

20400:2017, tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil validasi yang diberikan oleh 

akademisi dan praktisi. Proses validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil 

penilaian yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan perspektif akademis maupun 

praktik yang berlaku di lapangan, serta memperoleh penilaian mengenai kesesuaian 

usulan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan KPI sustainable procurement. Hasil 

validasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara hasil analisis 

peneliti dengan pandangan para expert, sehingga dapat meningkatkan objektivitas, 

kredibilitas, dan keandalan hasil penelitian. Adapun hasil validasi dari para akademisi dan 

praktisi terhadap implementasi sustainable procurement disajikan pada Tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5. 1 Hasil validasi para akademisis dan praktisi 

Kategori 

Skor 

Rata-

rata 

Disclosu

re 

Skor 

Rata-

rata 

Substan

si 

Skor Rata-

rata 

Implement

asi 

Substansi 

Skor 

Terting

gi 

Skor 

Terend

ah 

Mod

us 

7.1 Membangun 

dari proses yang 

sudah ada 

4,286 4,429 4,429 5 3 4 
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Kategori 

Skor 

Rata-

rata 

Disclosu

re 

Skor 

Rata-

rata 

Substan

si 

Skor Rata-

rata 

Implement

asi 

Substansi 

Skor 

Terting

gi 

Skor 

Terend

ah 

Mod

us 

7.2 Perencanaan 4,429 4,857 4,429 5 4 5 

7.3 

Mengintegrasikan 

persyaratan 

keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi  

4,429 4,857 4,429 5 4 5 

7.4 Memilih 

Pemasok  
4,571 4,429 4,571 5 4 5 

7.5 Mengelola 

Kontrak 
4,286 4,714 4,571 5 3 5 

7.6 Meninjau dan 

Mempelajari 

Kontrak 

4,286 4,143 4,571 5 3 4 

 

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh tujuh akademisi dan praktisi, 

secara umum diperoleh tingkat persetujuan yang tinggi terhadap hasil penilaian 

implementasi sustainable procurement yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai rata-rata pada seluruh aspek validasi yang berada pada rentang 4,143 hingga 

4,857, dengan nilai modus yang didominasi oleh skor 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). 

Pada aspek Scoring Disclosure, Scoring Substansi, dan Improvement Substansi, 

seluruh kategori memperoleh nilai rata-rata di atas 4,00. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa para expert secara umum setuju bahwa metode penilaian, interpretasi hasil, serta 

usulan perbaikan yang disusun telah sesuai dengan perspektif akademis maupun praktik 

di lapangan. Meskipun terdapat beberapa penilaian dengan skor 3 pada beberapa kategori, 

jumlahnya relatif sedikit dan tidak menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang 

signifikan di antara para expert. Secara keseluruhan, dominasi skor 4 dan 5 pada seluruh 

aspek validasi mengindikasikan bahwa hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti 

memiliki tingkat objektivitas dan kredibilitas yang baik. Dengan demikian, hasil validasi 
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ini memperkuat keandalan pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengevaluasi 

implementasi sustainable procurement berdasarkan ISO 20400:2017. 

Selain memberikan penilaian kuantitatif, para expert juga memberikan beberapa 

masukan selama proses Focus Group Discussion (FGD), antara lain: 

1. Proses yang telah berjalan pada prinsipnya dinilai sudah baik dan dapat dijadikan 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan saat ini, namun masih diperlukan upaya 

peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

efektivitas implementasi sustainable procurement. 

2. Dokumen kontrak perlu ditinjau ulang dan diperbarui secara berkala, khususnya pada 

kategori-kategori yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan, agar tetap sesuai 

dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi. 

3.  Perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap hasil Scoring Disclosure dan Scoring 

Substansi yang menunjukkan pola penilaian yang relatif serupa, guna memastikan 

tidak terjadi redundansi dalam proses penilaian serta untuk memperjelas perbedaan 

fokus antara kedua aspek tersebut. 

 

5.4 Identifikasi faktor penyebab kesenjangan implementasi sustainable 

procurement 

Fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan faktor-faktor 

penyebab terjadinya gap dalam implementasi sustainable procurement berdasarkan ISO 

20400:2017. Permasalahan utama ditempatkan sebagai fokus analisis, kemudian faktor-

faktor penyebabnya dikelompokkan ke dalam kategori man, material, machine, 

measurement, environment, dan method. Untuk memperoleh akar penyebab yang lebih 

mendalam, analisis dilanjutkan menggunakan metode 5 Why. Pada penelitian ini, analisis 

akar penyebab dilakukan terhadap kategori yang belum mencapai tingkat implementasi 

optimal atau belum memperoleh skor substansi 100%. Hasil identifikasi akar penyebab 

tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan 

guna meningkatkan implementasi sustainable procurement sesuai dengan pedoman ISO 

20400:2017.  
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5.4.1 Faktor penyebab kesenjangan pada kategori “Perencanaan” 

Untuk mengidentifikasi penyebab penyebab kesenjangan tersebut, dilakukan pemetaan menggunakan fishbone diagram dengan faktor man, 

material, machine, measurement, environment, dan method. Pada Gambar 5.9 merupakan visual dari pemetaan fishbone diagram pada kategori 

Perencanaan. 

 

Gambar 5. 9 Fishbone pada kategori Perencanaan 



88 

 

Setiap kategori kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 5 Why untuk 

menelusuri penyebab secara bertahap hingga ditemukan akar masalah yang paling 

mendasar. Adapun uraian dari masing-masing kategori disajikan sebagai berikut: 

1. Pada faktor man, permasalahan utama terletak pada Procurement Planner/Supply 

Chain Superintendent yang belum memiliki kompetensi teknis yang konsisten dalam 

mengintegrasikan aspek ESG ke dalam tahap perencanaan pengadaan secara 

terstruktur dan terdokumentasi. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah fungsi 

procurement planner belum secara konsisten mendokumentasikan pertimbangan 

ESG dalam proses penyusunan rencana pengadaan. Hal ini terjadi karena belum ada 

standar kompetensi jabatan yang secara eksplisit mewajibkan penguasaan metode 

perencanaan pengadaan berbasis prinsip keberlanjutan. Penyebab berikutnya adalah 

perencanaan sustainable procurement belum diformalkan sebagai domain 

kompetensi tersendiri dalam struktur jabatan Supply Chain. Akibatnya, tanggung 

jawab integrasi ESG masih lebih banyak berada pada fungsi Sustainability/Corporate 

ESG, belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab teknis fungsi perencanaan 

pengadaan. Akar masalahnya adalah belum adanya kebijakan lintas fungsi yang 

secara eksplisit mengintegrasikan mandat perencanaan ESG ke dalam KPI jabatan 

Procurement Planner. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Chiang & Chuang, (2024) yang 

menunjukkan bahwa kesadaran dan kemampuan personel procurement terhadap 

aspek lingkungan berperan penting dalam keberhasilan pengadaan berkelanjutan. 

Artinya, sustainable procurement tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga 

kompetensi individu yang memahami bagaimana aspek ESG diterjemahkan ke dalam 

rencana kebutuhan, spesifikasi, pemilihan pemasok, dan pengendalian risiko 

procurement. Dalam konteks PT Vale, laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa 

perusahaan telah melakukan pelatihan ESG dan Code of Conduct, tetapi hasil fishbone 

memperjelas bahwa kompetensi teknis pada fungsi perencanaan procurement masih 

perlu diperkuat agar ESG masuk sejak tahap awal perencanaan, bukan hanya pada 

tahap evaluasi atau pelaporan. 

2. Pada faktor machine, permasalahan utama adalah sistem ERP/e-Procurement yang 

sudah berjalan belum sepenuhnya mengakomodasi modul perencanaan pengadaan 

berbasis risiko ESG dan analisis biaya siklus hidup secara terintegrasi. Berdasarkan 5 

Why, sistem ERP/e-Procurement belum memiliki modul yang mampu 



89 

 

mengintegrasikan variabel ESG dalam proses perencanaan dan pra-kualifikasi 

pemasok. Hal ini disebabkan tahap requirement integration ESG dalam perencanaan 

belum diformalkan sebagai kebutuhan sistem. Selain itu, rancangan arsitektur sistem 

procurement masih lebih mengacu pada proses digitalisasi procurement secara 

umum, belum secara khusus mengacu pada framework sustainable procurement 

seperti ISO 20400. Penyebab yang lebih mendasar adalah belum adanya arahan 

strategis dari manajemen puncak yang secara eksplisit mewajibkan integrasi 

kapabilitas perencanaan ESG dalam sistem teknologi informasi pengadaan. Akar 

masalahnya adalah roadmap digitalisasi pengadaan belum menempatkan ISO 20400 

sebagai standar acuan pengembangan kapabilitas sistem perencanaan. 

Penelitian Chiang & Chuang, (2024) menunjukkan bahwa e-procurement 

dapat mendorong implementasi green procurement dan meningkatkan kinerja rantai 

pasok apabila sistem tersebut tidak hanya digunakan untuk transaksi pengadaan, 

tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan. Hal ini 

relevan dengan laporan PT Vale yang menjelaskan bahwa e-Procurement telah 

digunakan untuk registrasi vendor, pra-kualifikasi, tender, hingga manajemen kontrak 

guna meningkatkan transparansi, akurasi data, dan efisiensi. Namun, berdasarkan 

fishbone, sistem tersebut masih perlu dikembangkan agar mampu mendukung 

perencanaan procurement berbasis ESG, termasuk risk register pemasok, analisis 

biaya siklus hidup, dan status kesiapan pemasok sebelum proses pengadaan 

dijalankan. 

3. Pada faktor material, permasalahan utama adalah dokumen perencanaan pengadaan 

belum dilengkapi dengan data ESG pemasok, penilaian risiko keberlanjutan, dan 

analisis biaya siklus hidup sebagai input wajib dalam proses perencanaan. 

Berdasarkan alur 5 Why, kondisi ini terjadi karena risk register ESG, data life cycle 

cost, dan profil ESG pemasok belum tersedia sebagai dokumen input standar dalam 

perencanaan pengadaan. Penyebab lainnya adalah belum ada ketentuan formal yang 

mewajibkan dokumen ESG pemasok sebagai bagian dari persyaratan awal 

perencanaan procurement. Selain itu, sistem dokumentasi perencanaan pengadaan 

belum mengadopsi persyaratan input keberlanjutan sesuai ISO 20400. Revisi terhadap 

kerangka dokumen perencanaan juga belum diarahkan untuk menjadikan dimensi 

ESG sebagai komponen wajib. Akar masalahnya adalah belum adanya penugasan 
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formal dan alokasi sumber daya untuk mentransformasi dokumen perencanaan 

menuju kerangka sustainable procurement. 

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Chiang & Chuang, (2024) yang 

menyatakan bahwa evaluasi pemasok perlu direkonstruksi agar selaras dengan 

persyaratan ESG dan dapat menjadi dasar pemilihan pemasok yang memenuhi kriteria 

keberlanjutan. Dalam konteks PT Vale, laporan menunjukkan bahwa perusahaan 

telah melakukan uji tuntas pada tahap pra-kualifikasi untuk mengintegrasikan nilai 

ESG dalam seleksi pemasok. Namun, fishbone menunjukkan bahwa data ESG 

tersebut belum sepenuhnya menjadi input wajib sejak tahap perencanaan kebutuhan. 

Artinya, perencanaan procurement masih perlu diperkuat dengan dokumen yang lebih 

lengkap, seperti profil ESG pemasok, dokumen risiko, sertifikasi, kemampuan 

TKDN, serta data biaya siklus hidup. 

4. Pada faktor method, permasalahan utamanya adalah SOP perencanaan pengadaan 

belum mengintegrasikan metodologi penilaian risiko ESG, analisis biaya siklus 

hidup, dan kriteria seleksi pemasok berkelanjutan sebagai prosedur wajib. 

Berdasarkan 5 Why, hal ini terjadi karena SOP yang ada belum secara eksplisit 

mengatur integrasi penilaian risiko ESG, analisis life cycle cost, dan kriteria 

keberlanjutan sejak tahap awal perencanaan pengadaan. Prosedur perencanaan 

pengadaan yang berlaku masih cenderung mencakup aspek konvensional, seperti 

spesifikasi teknis, estimasi biaya langsung, jadwal pengadaan, dan pemenuhan 

ketentuan kontraktual. Revisi SOP belum diarahkan secara menyeluruh untuk 

mengadopsi metodologi perencanaan sustainable procurement sesuai ISO 20400. 

Selain itu, gap assessment terhadap kesesuaian SOP eksisting dengan ISO 20400 

belum dilakukan secara formal. Akar masalahnya adalah integrasi prinsip sustainable 

procurement dan manajemen risiko ESG belum diformalkan secara menyeluruh 

dalam SOP perencanaan pengadaan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Oliveira & Souza, (2023) yang 

menjelaskan bahwa sustainable procurement membutuhkan struktur kriteria 

pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak keberlanjutan sepanjang 

siklus hidup produk atau jasa. Selain itu, penelitian terkait life cycle costing juga 

menunjukkan bahwa informasi biaya siklus hidup dapat membantu procurement 

mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang, meskipun dalam praktiknya 

organisasi masih sering kesulitan mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam 
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keputusan pengadaan. Dalam konteks PT Vale, perusahaan telah menerapkan Life 

Cycle Assessment untuk menilai dampak operasional dari hulu ke hilir, tetapi fishbone 

menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam 

SOP perencanaan procurement, terutama dalam bentuk life cycle cost, risk-based 

sourcing, dan kriteria pemasok berkelanjutan.  

5. Pada faktor measurement, permasalahan utama adalah indikator kinerja perencanaan 

sustainable procurement belum ditetapkan secara formal dan belum dilaporkan 

sebagai metrik terukur dalam Sustainability Report. Berdasarkan 5 Why, hal ini terjadi 

karena belum ada KPI spesifik untuk perencanaan pengadaan berkelanjutan, seperti 

persentase kategori pengadaan yang telah melalui penilaian risiko ESG, jumlah 

rencana pengadaan yang menggunakan analisis life cycle cost, atau jumlah pemasok 

yang memiliki profil ESG lengkap. KPI perencanaan sustainable procurement belum 

ditetapkan sebagai indikator wajib dalam kerangka pelaporan keberlanjutan korporat. 

Selain itu, fungsi Supply Chain belum dilibatkan secara formal sebagai data owner 

dalam penyusunan konten Sustainability Report terkait indikator procurement 

planning. Koordinasi pelaporan antara fungsi Supply Chain dan Sustainability juga 

belum sepenuhnya diformalkan. Akar masalahnya adalah belum adanya kebijakan 

pelaporan terintegrasi yang menempatkan Supply Chain sebagai pemangku data 

primer untuk indikator perencanaan keberlanjutan dalam struktur pelaporan. 

Penelitian (Okay et al., 2026) menekankan pentingnya indikator kuantitatif 

dan semi-kuantitatif untuk mengukur kinerja keberlanjutan pelaku rantai pasok. 

Temuan ini relevan karena kategori perencanaan tidak cukup dinilai dari ada atau 

tidaknya kebijakan, tetapi perlu diukur melalui indikator yang dapat diverifikasi. 

Dalam laporan PT Vale, indikator yang tersedia antara lain proporsi pemasok lokal 

dan nasional, capaian TKDN, serta sosialisasi Pedoman Perilaku Pemasok. Namun, 

indikator tersebut belum secara langsung menunjukkan kualitas perencanaan 

procurement berbasis ESG, seperti integrasi risiko keberlanjutan, kesiapan pemasok, 

analisis pasar, atau life cycle cost dalam dokumen perencanaan. 

6. Pada faktor environment, permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas ESG 

pemasok lokal di Kabupaten Luwu Timur menjadi kendala struktural dalam 

pelaksanaan penilaian risiko dan perencanaan pengadaan berkelanjutan yang 

komprehensif. Berdasarkan 5 Why, hal ini terjadi karena pemasok lokal umumnya 

belum memiliki kapasitas dokumentasi ESG yang memadai sebagai basis 



92 

 

perencanaan risiko. Program pengembangan kapasitas pemasok lokal yang berjalan 

juga belum sepenuhnya mencakup penguatan sistem manajemen dan dokumentasi 

ESG. Selain itu, program kolaboratif seperti kerja sama atau skoring pemasok masih 

lebih berfokus pada persyaratan teknis administratif, bukan peningkatan kapasitas 

perencanaan. Penyebab lainnya adalah belum ada target terukur dalam rencana 

strategis pengadaan untuk meningkatkan ESG maturity level pemasok lokal sebagai 

sasaran program kolaboratif. Akar masalahnya adalah perencanaan strategis 

pengadaan belum mengintegrasikan pengembangan kapasitas keberlanjutan rantai 

pasok sebagai komponen program. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hajmohammad et al., (2023) yang 

menjelaskan bahwa perusahaan pembeli menghadapi risiko keberlanjutan dari basis 

pemasok dan dapat meresponsnya melalui strategi monitoring, avoidance, maupun 

collaborationbased mitigation. Dalam konteks PT Vale, laporan menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki 151 pemasok lokal dan 632 pemasok nasional pada 2024, serta 

terdapat capaian TKDN sebesar 25,37%. Data ini menunjukkan adanya basis 

pemasok lokal yang penting bagi strategi pengadaan. Dengan demikian, perencanaan 

pengadaan tidak hanya perlu memilih pemasok berdasarkan ketersediaan pasar, tetapi 

juga perlu memasukkan program pengembangan kapasitas pemasok sebagai bagian 

dari strategi keberlanjutan rantai pasok. 
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5.4.2 Faktor penyebab kesenjangan pada kategori “Mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi” 

Untuk mengidentifikasi penyebab penyebab kesenjangan tersebut, dilakukan pemetaan menggunakan fishbone diagram dengan faktor man, 

material, machine, measurement, environment, dan method. Pada Gambar 5.10 merupakan visual dari pemetaan fishbone diagram pada kategori 

Mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi. 

 

Gambar 5. 10 Fishbone pada kategori Mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi 
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Setiap kategori kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 5 Why untuk 

menelusuri penyebab secara bertahap hingga ditemukan akar masalah yang paling 

mendasar. Adapun uraian dari masing-masing kategori disajikan sebagai berikut: 

1. Pada faktor man, permasalahan utama terletak pada tidak adanya pembagian peran 

formal antara departemen Procurement dan Sustainability dalam proses penyusunan 

spesifikasi teknis berkelanjutan. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah tidak 

ada RACI yang menetapkan tanggung jawab integrasi kriteria keberlanjutan dalam 

dokumen spesifikasi, sehingga keterlibatan tim Sustainability hanya bersifat ad hoc 

dan bergantung pada inisiatif individu. Hal ini terjadi karena SOP pengadaan belum 

direvisi untuk mengacu pada ISO 20400, sehingga tidak ada panduan operasional 

yang mewajibkan kolaborasi lintas fungsi dalam tahap penyusunan spesifikasi. 

Penyebab berikutnya adalah belum ada mandat formal dari manajemen puncak yang 

mendorong revisi SOP tersebut, karena komitmen keberlanjutan korporat yang 

tercantum dalam Kode Etik Pemasok belum diturunkan menjadi program 

implementasi operasional dengan target dan penanggung jawab yang jelas. Akar 

masalahnya adalah belum adanya governance framework lintas fungsi yang 

menghubungkan kebijakan keberlanjutan korporat dengan sistem manajemen 

pengadaan operasional, sehingga komitmen bersifat deklaratif di level kebijakan 

tetapi tidak memiliki mekanisme eksekusi di level operasional. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Jacob Nsiah-Sarfo et al., (2023) yang 

menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sustainable procurement sangat 

bergantung pada kejelasan peran dan tanggung jawab antar fungsi dalam organisasi. 

Tanpa adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penerapan aspek 

keberlanjutan dalam penyusunan spesifikasi pengadaan hanya akan dilakukan pada 

kondisi tertentu, tidak konsisten, dan tidak menjadi praktik yang terstandarisasi dalam 

organisasi. Lebih lanjut, Pekaar et al., 2024) menemukan bahwa komitmen manajerial 

yang tidak diterjemahkan ke dalam struktur peran operasional merupakan salah satu 

hambatan terbesar adopsi sustainable procurement. Dalam konteks PT Vale, laporan 

keberlanjutan menunjukkan bahwa Kode Etik Pemasok telah ditetapkan sebagai 

standar wajib dalam kontrak, namun hasil fishbone memperjelas bahwa penetapan 

kode etik tersebut belum disertai dengan mekanisme pembagian peran yang jelas 

antara Procurement dan Sustainability dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut 

ke dalam spesifikasi teknis sejak tahap awal pengadaan. 
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2. Pada faktor machine, permasalahan utama terletak pada sistem ERP/e-procurement 

yang tidak memiliki konfigurasi mandatory field atau validasi otomatis kriteria 

keberlanjutan pada tahap pembuatan spesifikasi dan RFQ. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah modul pengadaan dalam sistem ERP tidak dikonfigurasi 

untuk memvalidasi kelengkapan kriteria keberlanjutan sebelum dokumen tender 

diterbitkan, sehingga buyer dapat menerbitkan dokumen spesifikasi tanpa memenuhi 

persyaratan keberlanjutan apapun. Hal ini terjadi karena tidak pernah ada permintaan 

resmi dari departemen Procurement kepada tim IT untuk penambahan fitur tersebut, 

yang disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan integrasi sustainability dalam Business 

Requirements Document pengembangan ERP. Penyebab berikutnya adalah tim 

Sustainability tidak dilibatkan dalam proses requirement gathering pengembangan 

sistem, sehingga kebutuhan teknis terkait ISO 20400 tidak pernah teridentifikasi 

sebagai kebutuhan sistem. Akar masalahnya adalah tidak adanya mekanisme cross-

functional review yang mewajibkan validasi sustainability compliance dalam setiap 

perubahan atau pengembangan sistem pengadaan. 

Temuan ini sejalan dengan Anjaria, (2024) yang menyatakan bahwa sistem ERP 

yang tidak mengintegrasikan indikator keberlanjutan secara built-in dapat 

menciptakan kesenjangan kepatuhan karena aspek keberlanjutan tidak menjadi 

bagian wajib dalam alur kerja digital. Selain itu, Stutz et al., (2023) menegaskan 

bahwa sistem pengadaan digital perlu dilengkapi dengan validasi otomatis terhadap 

persyaratan keberlanjutan agar implementasinya tidak bergantung pada penilaian 

individu. Dalam konteks PT Vale, meskipun sistem pengadaan telah mendukung 

evaluasi pemasok, hasil fishbone menunjukkan bahwa kriteria keberlanjutan belum 

dikonfigurasi sebagai elemen wajib yang tervalidasi secara otomatis. 

3. Pada faktor material, permasalahan utama terletak pada tidak tersedianya template 

spesifikasi teknis standar yang memuat seksi khusus kriteria dan ambang batas 

minimum keberlanjutan sebagai acuan wajib bagi buyer. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah template TOR dan RFQ yang berlaku tidak menyertakan 

seksi kriteria keberlanjutan, sehingga penyusunan spesifikasi dilakukan tanpa 

panduan yang terstruktur terkait dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini 

terjadi karena belum pernah dilakukan standardisasi template dokumen pengadaan 

berbasis ISO 20400, yang disebabkan oleh tidak adanya proyek formal review dan 

pembaruan template dokumen pengadaan. Penyebab berikutnya adalah departemen 
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Procurement belum melakukan gap analysis antara template dokumen eksisting 

dengan persyaratan ISO 20400, sehingga tidak ada basis analitis yang mendorong 

pembaruan template secara terstruktur. Akar masalahnya adalah belum ada gap 

analysis sistematis antara dokumen pengadaan eksisting dengan persyaratan ISO 

20400, sehingga pembaruan template tidak memiliki dasar prioritas yang terstruktur 

dan terukur. 

Temuan ini sejalan dengan Lozano et al., (2024) yang menyatakan bahwa 

implementasi sustainable procurement memerlukan instrumen operasional yang 

terstandarisasi agar prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten dalam 

proses pengadaan. Selain itu, Schotanus et al., (2024) menemukan bahwa ketiadaan 

template dan panduan yang memuat kriteria keberlanjutan mendorong buyer untuk 

terus menggunakan dokumen lama yang belum mengakomodasi aspek tersebut. 

Dalam konteks PT Vale, meskipun prinsip keberlanjutan telah ditetapkan dalam Kode 

Etik Pemasok, hasil fishbone menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum 

diterjemahkan ke dalam template spesifikasi teknis yang terstandarisasi, sehingga 

penyusunan dokumen pengadaan masih bergantung pada praktik yang ada dan belum 

sepenuhnya selaras dengan persyaratan ISO 20400. 

4. Pada faktor method, permasalahan utama terletak pada tidak adanya 

prosedur baku untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mendokumentasikan kriteria 

keberlanjutan yang relevan sesuai karakteristik kategori barang/jasa yang diadakan. 

Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah proses penyusunan spesifikasi tidak 

memiliki tahap khusus untuk analisis risiko dan peluang keberlanjutan per kategori 

pengadaan, sehingga persyaratan keberlanjutan yang dimasukkan ke dalam 

spesifikasi tidak didasarkan pada asesmen risiko yang sistematis. Hal ini terjadi 

karena belum ada metodologi kategorisasi pengadaan berbasis risiko keberlanjutan 

yang diadopsi secara formal, yang disebabkan oleh belum diimplementasikannya 

pendekatan category management yang mengintegrasikan dimensi keberlanjutan 

sebagai bagian standar proses. Penyebab berikutnya adalah kompetensi category 

management berbasis sustainability belum dikembangkan sebagai kapabilitas inti 

fungsi Procurement. Akar masalahnya adalah belum terdapat strategi pengadaan 

berkelanjutan yang secara formal mengarahkan proses identifikasi, seleksi, dan 

dokumentasi kriteria keberlanjutan sesuai karakteristik kategori barang/jasa.  
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Temuan ini sejalan dengan Schotanus et al., (2024) yang menyatakan bahwa 

implementasi sustainable procurement memerlukan metodologi yang sistematis 

untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan risiko keberlanjutan sesuai 

karakteristik kategori pengadaan. Selain itu, F. Santos et al., (2025) menegaskan 

bahwa penerapan pengadaan berkelanjutan menuntut transformasi dari pendekatan 

transaksional menuju pendekatan strategis yang didukung oleh kapabilitas dan 

metode kerja yang memadai. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan 

bahwa belum adanya metodologi category management berbasis keberlanjutan 

menyebabkan buyer belum memiliki panduan terstruktur dalam menganalisis dan 

mendokumentasikan risiko keberlanjutan spesifik pada setiap kategori pengadaan 

sebelum menyusun spesifikasi teknis. 

5. Pada faktor measurement, permasalahan utama terletak pada tidak adanya indikator 

kinerja yang mengukur tingkat kepatuhan integrasi persyaratan keberlanjutan dalam 

dokumen spesifikasi pengadaan secara periodik dan terstruktur. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah KPI Procurement yang berlaku hanya mengukur dimensi 

cost, time, dan quality tanpa mencakup sustainability compliance, sehingga tidak ada 

tekanan akuntabilitas yang mendorong buyer untuk memastikan kelengkapan kriteria 

keberlanjutan dalam setiap dokumen spesifikasi. Hal ini terjadi karena tidak ada 

mekanisme audit internal yang memverifikasi kelengkapan kriteria keberlanjutan 

dalam dokumen spesifikasi yang diterbitkan, yang disebabkan oleh belum 

dimasukkannya sustainability sebagai perspektif terukur dalam balanced scorecard 

atau performance framework Procurement. Penyebab berikutnya adalah manajemen 

belum menetapkan target kuantitatif persentase dokumen spesifikasi yang wajib 

memuat kriteria keberlanjutan. Akar masalahnya adalah sustainability belum 

diposisikan sebagai dimensi kinerja utama dalam sistem pengukuran kinerja 

Procurement, sehingga tidak ada tekanan akuntabilitas yang mendorong kepatuhan 

operasional di level buyer secara konsisten. 

Temuan ini sejalan dengan Schotanus et al., (2024) yang menyatakan bahwa 

ketiadaan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan keberlanjutan dapat 

menghambat implementasi sustainable procurement karena tidak tercipta 

akuntabilitas yang jelas bagi pelaksana pengadaan. Selain itu, Jacob Nsiah-Sarfo et 

al., (2023) menegaskan bahwa komitmen organisasi terhadap keberlanjutan perlu 

diterjemahkan ke dalam target dan sistem evaluasi yang terukur agar dapat 
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mendorong kepatuhan operasional secara konsisten. Dalam konteks PT Vale, 

meskipun perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap pemasok, hasil fishbone 

menunjukkan bahwa belum terdapat KPI spesifik yang mengukur kepatuhan integrasi 

kriteria keberlanjutan dalam dokumen spesifikasi, sehingga penerapannya masih 

bergantung pada kesadaran individu buyer. 

6. Pada faktor environment, permasalahan utama terletak pada belum terbentuknya 

budaya organisasi dan ekosistem kerja internal yang mendorong buyer dan pengguna 

anggaran untuk secara proaktif mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan dalam 

penyusunan spesifikasi pengadaan. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah 

buyer memprioritaskan efisiensi proses dan kecepatan pengadaan dibanding 

kelengkapan kriteria keberlanjutan karena tidak ada insentif yang mendorong perilaku 

sebaliknya, sehingga tekanan operasional sehari-hari menjadi hambatan utama adopsi 

praktik berkelanjutan. Hal ini terjadi karena tidak ada program internalisasi atau 

kampanye awareness ISO 20400 yang secara sistematis menyasar tim operasional 

Procurement, yang disebabkan oleh leadership Procurement yang belum 

memodelkan perilaku sustainable procurement sebagai standar kerja yang diharapkan 

dan dicontohkan. Penyebab berikutnya adalah sustainability masih dianggap sebagai 

beban tambahan proses bukan sebagai nilai tambah pengadaan, karena manfaat 

konkretnya tidak dikomunikasikan secara terstruktur kepada tim operasional. Akar 

masalahnya adalah belum terbentuknya organizational culture yang menempatkan 

keberlanjutan sebagai nilai inti operasional Procurement, akibat absennya leadership 

commitment yang diterjemahkan ke dalam perilaku, insentif, dan sistem penghargaan 

di level tim secara konsisten. 

Temuan ini sejalan dengan Jacob Nsiah-Sarfo et al., (2023)yang menyatakan 

bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada keberlanjutan berperan penting dalam 

membentuk nilai dan perilaku organisasi yang mendukung implementasi sustainable 

procurement. Selain itu, F. Santos et al., (2025) menegaskan bahwa internalisasi 

keberlanjutan memerlukan perubahan budaya melalui peningkatan kesadaran, 

komunikasi yang konsisten, dan keterlibatan seluruh pihak terkait. 
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5.4.3 Faktor penyebab kesenjangan pada kategori “Memilih pemasok” 

Untuk mengidentifikasi penyebab penyebab kesenjangan tersebut, dilakukan pemetaan menggunakan fishbone diagram dengan faktor man, 

material, machine, measurement, environment, dan method. Pada Gambar 5.11 merupakan visual dari pemetaan fishbone diagram pada kategori 

Memilih pemasok. 

 

Gambar 5. 11 Fishbone pada kategori Memilih pemasok
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Setiap kategori kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 5 Why untuk 

menelusuri penyebab secara bertahap hingga ditemukan akar masalah yang paling 

mendasar. Adapun uraian dari masing-masing kategori disajikan sebagai berikut: 

1. Pada faktor man, permasalahan utama terletak pada tidak adanya pembagian peran 

yang terformalisasi antara Departemen Sustainability dan Departemen Procurement 

dalam mengevaluasi kriteria ESG pemasok secara end-to-end, mulai dari 

prakualifikasi hingga pemberian kontrak. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya 

adalah tim procurement tidak secara konsisten menerapkan kriteria ESG dalam 

penilaian pemasok karena evaluasi keberlanjutan dipersepsikan sebagai domain 

sustainability, bukan bagian dari tugas inti procurement. Hal ini terjadi karena 

kompetensi ESG belum diintegrasikan ke dalam job description dan target KPI 

individu staf procurement, sehingga tidak ada akuntabilitas formal atas penerapan 

kriteria keberlanjutan dalam alur seleksi. Lebih jauh, tanggung jawab evaluasi ESG 

masih bersifat parsial dan dialihkan ke departemen sustainability tanpa mekanisme 

handoff yang jelas, yang disebabkan oleh tidak adanya struktur kolaborasi lintas 

departemen yang mengikat antara fungsi procurement dan sustainability dalam satu 

alur kerja terintegrasi. Akar masalahnya adalah PT Vale belum menetapkan 

governance structure sustainable procurement yang secara eksplisit mendefinisikan 

RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) untuk setiap tahapan 

pemilihan pemasok berbasis ESG, sehingga implementasinya bergantung pada 

inisiatif individual, bukan pada sistem yang terstruktur dan dapat diaudit. 

Temuan ini sejalan dengan (Schulze et al., 2022) yang menyatakan bahwa 

implementasi sustainable procurement memerlukan integrasi kompetensi 

keberlanjutan ke dalam peran dan tanggung jawab formal profesional procurement 

agar tercipta akuntabilitas yang jelas. Selain itu, Beske Janssen et al., (2023) 

menegaskan bahwa fungsi procurement perlu bertransformasi dari pendekatan 

transaksional menuju peran strategis yang didukung oleh kolaborasi lintas fungsi dan 

kompetensi keberlanjutan yang memadai. Dalam konteks PT Vale, meskipun uji 

tuntas ESG telah menjadi bagian dari proses prakualifikasi pemasok, hasil fishbone 

menunjukkan bahwa belum adanya RACI dan mekanisme kolaborasi formal antara 

Procurement dan Sustainability menyebabkan penerapan kriteria ESG dalam 
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pemilihan pemasok masih bergantung pada inisiatif individu dan berpotensi 

menimbulkan inkonsistensi antar kategori pengadaan. 

2. Pada faktor machine, permasalahan utama terletak pada sistem e-Procurement PT 

Vale yang belum dilengkapi modul penilaian ESG yang terstandarisasi dan 

terintegrasi dalam alur seleksi pemasok secara end-to-end. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah evaluasi ESG pemasok masih dilakukan secara manual atau 

di luar sistem, sehingga hasil penilaian tidak terekam secara terpusat, tidak dapat 

dilacak (traceable), dan tidak konsisten antar proses pengadaan. Hal ini terjadi karena 

modul ESG belum dikonfigurasi ke dalam sistem e-Procurement yang beroperasi, 

yang disebabkan oleh pengembangan sistem yang selama ini berfokus pada efisiensi 

administratif dan kecepatan transaksi, bukan pada integrasi parameter keberlanjutan. 

Lebih lanjut, tidak pernah ada spesifikasi teknis kebutuhan ESG yang disampaikan 

oleh tim sustainability kepada pengelola sistem IT/pengadaan, sehingga kebutuhan 

tersebut tidak pernah diterjemahkan menjadi backlog pengembangan sistem. Akar 

masalahnya adalah PT Vale belum memiliki roadmap digitalisasi sustainable 

procurement sebagai dokumen perencanaan resmi yang mengatur pengembangan 

fitur ESG dalam sistem e-Procurement secara bertahap, terukur, dan terikat pada 

target waktu yang jelas. 

Temuan ini sejalan dengan Anjaria, (2024) yang menyatakan bahwa sistem 

ERP atau e-procurement perlu mengintegrasikan fitur keberlanjutan secara built-in 

agar informasi terkait sustainability dapat terdokumentasi secara terpusat, konsisten, 

dan dapat ditelusuri. Dalam konteks PT Vale, meskipun sistem e-Procurement telah 

mencakup proses registrasi vendor hingga manajemen kontrak, hasil fishbone 

menunjukkan bahwa belum adanya modul ESG yang terstandarisasi menyebabkan 

penilaian keberlanjutan pemasok masih dilakukan di luar sistem, sehingga 

transparansi dan konsistensi evaluasi ESG belum dapat dijamin secara sistemik. 

3. Pada faktor material, permasalahan utama terletak pada dokumen tender dan kontrak 

PT Vale yang belum memuat kriteria keberlanjutan yang spesifik, terukur, dan 

seragam di seluruh kategori pengadaan. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya 

adalah persyaratan ESG dalam dokumen tender masih bersifat umum dan tidak 

berbasis risiko spesifik per kategori komoditas, sehingga pemasok tidak mendapatkan 

sinyal yang cukup jelas mengenai standar keberlanjutan yang harus dipenuhi. Hal ini 

terjadi karena tidak ada template dokumen tender yang secara baku mencantumkan 
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indikator ESG terstandarisasi per kategori pengadaan, yang disebabkan oleh proses 

penyusunan dokumen yang sepenuhnya dilakukan tim procurement tanpa input 

terstruktur dari tim sustainability. Lebih lanjut, tidak ada prosedur review dokumen 

tender oleh fungsi sustainability sebelum dokumen diterbitkan ke calon pemasok, 

sehingga kriteria keberlanjutan tidak memiliki gatekeeper dalam proses penyusunan. 

Akar masalahnya adalah PT Vale belum menetapkan standar dokumen pengadaan 

berkelanjutan (sustainable procurement document standard) yang dibakukan di level 

kebijakan perusahaan sebagai referensi wajib dalam penyusunan seluruh dokumen 

tender dan klausul kontrak lintas kategori pengadaan. 

Temuan ini sejalan dengan Janic et al., (2022) yang menyatakan bahwa 

dokumen pengadaan yang memuat persyaratan keberlanjutan secara jelas dan 

terstandarisasi berperan penting dalam mengomunikasikan ekspektasi organisasi 

kepada pemasok serta mendorong implementasi sustainable procurement yang 

konsisten. Dalam konteks PT Vale, meskipun Kode Etik dan Perilaku Pemasok telah 

ditetapkan sebagai persyaratan wajib, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum 

adanya standar dokumen tender yang memuat indikator ESG secara spesifik dan 

seragam menyebabkan pemenuhan serta verifikasi persyaratan keberlanjutan oleh 

pemasok belum dapat dilakukan secara konsisten. 

4. Pada faktor method, permasalahan utama terletak pada metode prakualifikasi 

pemasok PT Vale yang belum secara sistematis menjadikan risiko keberlanjutan 

sebagai parameter wajib dan berbobot dalam sistem penilaian. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah penilaian prakualifikasi masih didominasi kriteria teknis 

dan finansial, sementara parameter ESG belum memiliki bobot setara dalam formulir 

penilaian yang digunakan. Hal ini terjadi karena bobot penilaian ESG belum 

ditetapkan secara eksplisit dalam instrumen dan prosedur prakualifikasi yang berlaku, 

yang disebabkan oleh tidak adanya panduan teknis risk-based ESG screening yang 

menjadi acuan operasional tim procurement saat menjalankan proses prakualifikasi. 

Lebih lanjut, metode seleksi yang digunakan belum diperbarui untuk mengacu pada 

ISO 20400 atau kerangka sustainability risk-based assessment yang relevan, sehingga 

pendekatan yang digunakan masih berbasis model konvensional yang tidak 

mengintegrasikan dimensi keberlanjutan secara proporsional. Akar masalahnya 

adalah PT Vale belum memiliki prosedur resmi prakualifikasi berbasis risiko 

keberlanjutan (sustainability risk-based pre-qualification procedure) yang mengatur 
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secara teknis bagaimana kategori risiko ESG dipetakan ke dalam bobot dan kriteria 

penilaian pemasok untuk setiap kategori pengadaan. 

Temuan ini sejalan dengan Althaqafi, (2023) yang menyatakan bahwa 

penilaian pemasok perlu mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial melalui 

kriteria yang terstruktur dan berbobot agar risiko keberlanjutan dapat diidentifikasi 

secara proporsional. Dalam konteks PT Vale, meskipun uji tuntas ESG telah menjadi 

bagian dari proses prakualifikasi, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya 

prosedur prakualifikasi berbasis risiko keberlanjutan menyebabkan bobot dan kriteria 

ESG belum diterapkan secara konsisten, sehingga berpotensi mengabaikan risiko 

keberlanjutan pada pemasok berisiko tinggi. 

5. Pada faktor measurement, permasalahan utama terletak pada tidak tersedianya 

indikator kinerja ESG pemasok yang terukur, terdokumentasi, dan dipantau secara 

periodik setelah kontrak diberikan kepada pemasok terpilih. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah kepatuhan pemasok terhadap klausul keberlanjutan dalam 

kontrak tidak diverifikasi secara berkala selama masa berlaku kontrak, sehingga 

komitmen tertulis tidak dikonfirmasi melalui kinerja aktual di lapangan. Hal ini terjadi 

karena tidak ada sistem pemantauan (monitoring system) kinerja ESG pemasok pasca-

kontrak yang aktif dijalankan oleh tim procurement maupun sustainability, yang 

disebabkan oleh KPI keberlanjutan pemasok yang belum ditetapkan secara eksplisit 

dan terukur dalam klausul kontrak. Lebih lanjut, fungsi audit dan pemantauan 

pemasok tidak memiliki instrumen penilaian ESG yang baku sebagai alat ukur 

kinerja, sehingga pemantauan hanya bersifat reaktif ketika terjadi pelanggaran, bukan 

proaktif berbasis indikator periodik. Akar masalahnya adalah PT Vale belum 

mengadopsi secara formal kerangka pengukuran kinerja keberlanjutan pemasok 

(supplier sustainability performance measurement framework) yang mendefinisikan 

indikator, frekuensi pemantauan, ambang batas kinerja, dan konsekuensi 

ketidakpatuhan secara terstruktur dalam sistem manajemen pemasok. 

Temuan ini sejalan dengan Numfor et al., (2022) yang menyatakan bahwa 

pengelolaan kinerja keberlanjutan pemasok memerlukan indikator yang terukur serta 

mekanisme pemantauan yang dilakukan secara periodik agar kepatuhan pemasok 

dapat diverifikasi secara objektif sepanjang hubungan kontraktual. Dalam konteks PT 

Vale, meskipun kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Pemasok telah ditetapkan 

sebagai persyaratan wajib, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya 



104 

 

kerangka pengukuran kinerja keberlanjutan pemasok menyebabkan pemantauan ESG 

masih bersifat reaktif dan belum mampu memastikan kepatuhan secara berkelanjutan 

selama masa kontrak. 

6. Pada faktor environment, permasalahan utama terletak pada tuntutan regulasi nasional 

dan standar keberlanjutan eksternal seperti ISO 20400 dan OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises yang belum sepenuhnya diterjemahkan secara sistematis 

ke dalam kebijakan dan prosedur seleksi pemasok internal PT Vale. Berdasarkan 5 

Why, penyebab awalnya adalah perubahan atau pembaruan regulasi lingkungan dan 

sosial eksternal tidak secara otomatis memicu pembaruan kriteria seleksi pemasok 

internal, sehingga terdapat gap yang terus melebar antara standar eksternal dan 

praktik internal. Hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme regulatory watch yang 

bertugas secara sistematis memetakan perubahan regulasi eksternal ke dalam 

dokumen kebijakan dan prosedur pengadaan yang berlaku. Lebih lanjut, tim legal dan 

compliance belum terhubung secara sistematis dengan tim procurement dalam proses 

pembaruan kebijakan pengadaan, yang disebabkan oleh tidak adanya siklus review 

kebijakan pengadaan berkelanjutan yang dijadwalkan secara berkala dan melibatkan 

multi-fungsi. Akar masalahnya adalah PT Vale belum memiliki sistem manajemen 

perubahan kebijakan (policy change management system) yang menghubungkan 

dinamika regulasi eksternal dan standar internasional dengan pembaruan prosedur 

pengadaan secara terstruktur, sehingga adaptasi PT Vale terhadap perubahan 

lingkungan regulasi bersifat reaktif dan tidak sistematis. 

Temuan ini sejalan dengan Jacob Nsiah-Sarfo et al., (2023) yang menyatakan 

bahwa tekanan eksternal berupa regulasi, standar internasional, dan tuntutan 

pemangku kepentingan perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme internal organisasi 

agar implementasi sustainable procurement dapat berjalan secara konsisten. Dalam 

konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya sistem 

manajemen perubahan kebijakan yang menghubungkan dinamika regulasi eksternal 

dengan pembaruan prosedur pengadaan menyebabkan adaptasi terhadap 

perkembangan standar keberlanjutan masih bersifat reaktif dan belum dilakukan 

secara sistematis. 
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5.4.4 Faktor penyebab kesenjangan pada kategori “Mengelola kontrak” 

Untuk mengidentifikasi penyebab penyebab kesenjangan tersebut, dilakukan pemetaan menggunakan fishbone diagram dengan faktor man, 

material, machine, measurement, environment, dan method. Pada Gambar 5.12 merupakan visual dari pemetaan fishbone diagram pada kategori 

Mengelola kontrak. 

 

Gambar 5. 12 Fishbone pada kategori Mengelola kontrak 
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Setiap kategori kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 5 Why untuk 

menelusuri penyebab secara bertahap hingga ditemukan akar masalah yang paling 

mendasar. Adapun uraian dari masing-masing kategori disajikan sebagai berikut: 

1. Pada faktor man, permasalahan utama terletak pada tidak adanya penetapan 

penanggung jawab teknis evaluasi keberlanjutan kontrak secara eksplisit di level 

operasional departemen pengadaan PT Vale. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya 

adalah evaluasi kinerja pemasok yang dilakukan selama ini lebih berfokus pada aspek 

teknis pekerjaan, sementara tanggung jawab terhadap aspek ESG tidak terdelegasikan 

secara formal kepada buyer maupun contract administrator yang menjalankan 

kontrak sehari-hari. Hal ini terjadi karena job description personel pengadaan tidak 

mencakup kompetensi sustainability assessment secara eksplisit, termasuk 

pemahaman terhadap isu hak asasi manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

keanekaragaman hayati yang relevan dengan klausul 7.5. Lebih lanjut, meskipun 

Departemen Sustainability/CSR PT Vale menyusun persyaratan ESG, ketentuan 

tersebut tidak terintegrasi ke dalam proses pengelolaan kontrak harian di Departemen 

Pengadaan, yang disebabkan oleh tidak adanya mekanisme RACI lintas departemen 

antara Procurement, Sustainability, dan Legal dalam pengelolaan siklus kontrak 

secara menyeluruh. Akar masalahnya adalah PT Vale belum memiliki kebijakan 

formal yang mewajibkan integrasi sustainability officer atau fungsi ESG ke dalam 

siklus contract management, sehingga tanggung jawab keberlanjutan dalam 

pengelolaan kontrak bersifat ad hoc dan belum terinstitusionalisasi secara struktural. 

Temuan ini sejalan dengan Schulze et al., (2022) yang menyatakan bahwa 

implementasi sustainable procurement memerlukan integrasi kompetensi dan 

tanggung jawab keberlanjutan ke dalam peran formal personel pengadaan agar 

tercipta akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaan operasional. Dalam konteks PT 

Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan formal yang 

menetapkan peran ESG dalam siklus contract management menyebabkan 

pengelolaan keberlanjutan kontrak masih bergantung pada inisiatif individu dan 

belum dapat dijalankan secara konsisten di seluruh fungsi pengadaan. 

2. Pada faktor machine, permasalahan utama terletak pada sistem ERP dan contract 

management PT Vale yang belum dilengkapi modul khusus untuk pemantauan 

indikator keberlanjutan kontrak secara real-time dan terintegrasi. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja pemasok masih dilakukan 
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secara periodik menggunakan formulir manual tanpa dashboard yang 

menghubungkan KPI sustainability dengan data kontrak secara otomatis. Hal ini 

terjadi karena sistem ERP yang digunakan belum dikonfigurasi dengan field 

sustainability KPI seperti data emisi, rekam jejak K3, dan kepatuhan tenaga kerja 

yang terhubung langsung ke database kontrak aktif. Lebih lanjut, tidak ada integrasi 

antara sistem supplier management dan sistem pelaporan keberlanjutan yang 

digunakan PT Vale untuk keperluan pelaporan GRI, yang disebabkan oleh prioritisasi 

investasi konfigurasi sistem yang selama ini difokuskan pada efisiensi operasional 

finansial sehingga sustainability data belum diperlakukan sebagai komponen inti dari 

contract management system. Akar masalahnya adalah arsitektur sistem informasi 

pengadaan PT Vale tidak dirancang untuk mendukung dual objective operasional dan 

keberlanjutan secara simultan, sehingga monitoring keberlanjutan kontrak tidak dapat 

dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berbasis data dalam setiap siklus 

pengelolaan kontrak. 

Temuan ini sejalan dengan Anjaria, (2024) yang menyatakan bahwa sistem 

ERP perlu mengintegrasikan data dan indikator keberlanjutan sebagai bagian dari 

fungsi inti agar pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan 

berbasis data. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum 

adanya integrasi KPI sustainability ke dalam sistem ERP dan contract management 

menyebabkan monitoring keberlanjutan kontrak masih dilakukan secara manual dan 

terpisah, sehingga pengelolaan kontrak berbasis sustainability belum dapat dijalankan 

secara sistematis dan real-time. 

3. Pada faktor material, permasalahan utama terletak pada template kontrak standar PT 

Vale yang belum mencakup seluruh aspek keberlanjutan yang dipersyaratkan ISO 

20400, khususnya terkait program inisiatif bersama pemasok serta integrasi konsep 

Life Cycle Costing (LCC). Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah meskipun 

PT Vale telah menyertakan klausul Kode Etik Pemasok dan sanksi pelanggaran dalam 

kontrak, kewajiban teknis terkait reklamasi, LCC, dan program keberlanjutan 

bersama belum diformulasikan sebagai klausul kontraktual yang mengikat secara 

hukum. Hal ini terjadi karena penyusunan template kontrak selama ini didominasi 

oleh fungsi Legal dan Procurement tanpa masukan teknis yang sistematis dari 

Departemen Sustainability dan Environment. Lebih lanjut, tidak ada prosedur review 

berkala terhadap template kontrak untuk memastikan keselarasannya dengan standar 
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ISO 20400 yang telah diadopsi perusahaan, yang disebabkan oleh belum adanya 

mekanisme penerjemahan komitmen keberlanjutan perusahaan, termasuk jaminan 

penutupan tambang senilai AS$69.870.161 yang tercatat dalam laporan perusahaan 

halaman 111, ke dalam klausul kontraktual yang dapat mengikat seluruh pihak dalam 

rantai pasok. Akar masalahnya adalah PT Vale belum memiliki mekanisme legal 

drafting yang mensyaratkan penyertaan sustainability clause secara menyeluruh dan 

berbasis ISO 20400 dalam setiap template kontrak, sehingga dokumen kontrak tidak 

dapat berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan sustainable procurement yang efektif 

dan komprehensif. 

Temuan ini sejalan dengan Janic et al., (2022) yang menyatakan bahwa 

dokumen kontrak berperan penting dalam menerjemahkan komitmen keberlanjutan 

organisasi menjadi kewajiban yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi bagi 

pemasok. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya 

mekanisme legal drafting berbasis ISO 20400 menyebabkan berbagai aspek 

keberlanjutan, seperti program bersama pemasok, reklamasi, dan Life Cycle Costing, 

belum terakomodasi secara komprehensif dalam template kontrak, sehingga terdapat 

kesenjangan antara komitmen keberlanjutan perusahaan dan kewajiban kontraktual 

yang dapat ditegakkan kepada pemasok. 

4. Pada faktor method, permasalahan utama terletak pada tidak adanya prosedur 

terstruktur untuk pelaksanaan tindakan korektif terhadap pemasok yang gagal 

memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam kontrak, sebagaimana seharusnya diatur 

dalam dimensi 7.5.6. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah meskipun PT 

Vale telah menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja pemasok, 

eskalasi dan tindak lanjut atas kegagalan pemenuhan aspek ESG tidak memiliki alur 

kerja yang terdokumentasi dalam bentuk SOP corrective action berbasis 

sustainability. Hal ini terjadi karena proses penanganan kegagalan pemasok yang 

berlaku saat ini hanya mengatur aspek teknis kontrak, sementara pelanggaran HAM, 

K3, atau lingkungan tidak memiliki matriks respons yang setara dan proporsional. 

Lebih lanjut, program keberlanjutan bersama yang dideskripsikan dalam dimensi 

7.5.5 bersifat inisiatif program dan bukan prosedur kontraktual yang terukur, yang 

disebabkan oleh tidak adanya Service Level Agreement berbasis sustainability yang 

mengikat secara hukum dalam kontrak, sehingga tidak tersedia basis formal yang 

dapat dijadikan dasar pelaksanaan tindakan korektif yang terstandarisasi. Akar 
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masalahnya adalah framework manajemen kinerja pemasok PT Vale belum 

mengintegrasikan sustainability performance management cycle yang mencakup 

tahapan plan-monitor-correct-improve sebagai bagian dari prosedur kontrak yang 

baku dan terstandarisasi. 

Temuan ini sejalan dengan Numfor et al., (2022) yang menyatakan bahwa 

pengelolaan kinerja keberlanjutan pemasok memerlukan siklus perbaikan 

berkelanjutan yang mencakup pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif yang 

terstruktur agar hasil penilaian dapat mendorong peningkatan kinerja pemasok secara 

nyata. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya 

SOP corrective action berbasis sustainability menyebabkan respons terhadap 

kegagalan pemenuhan aspek ESG masih bersifat ad hoc, sehingga perbaikan kinerja 

keberlanjutan pemasok belum dapat dilakukan secara konsisten dan sistematis dalam 

siklus pengelolaan kontrak. 

5. Pada faktor measurement, permasalahan utama terletak pada KPI keberlanjutan dalam 

kontrak pemasok PT Vale yang belum mencakup indikator kuantitatif terstandar 

untuk seluruh dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola secara setara, sebagaimana 

dipersyaratkan dalam dimensi 7.5.4. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah 

meskipun PT Vale telah mencatat cakupan evaluasi sebesar 100% terhadap pemasok 

dan mitra kerja baru pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam laporan 

perusahaan, metodologi pengukuran untuk aspek lingkungan dan sosial tidak 

distandarisasi secara kuantitatif sehingga hasil evaluasi tidak dapat dibandingkan 

secara konsisten antarkontrak maupun antarperiode. Hal ini terjadi karena indikator 

yang digunakan bersifat compliance-based, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi 

persyaratan, dan bukan performance-based dengan skor terukur dan ambang batas 

perbaikan yang progresif. Lebih lanjut, tidak ada penetapan baseline data yang 

memungkinkan pengukuran improvement pemasok dari waktu ke waktu, yang 

disebabkan oleh Kode Etik Pemasok yang menjadi acuan evaluasi tidak dilengkapi 

dengan metrik kuantitatif yang dapat diaudit secara independen oleh pihak ketiga. 

Akar masalahnya adalah sistem pengukuran kinerja keberlanjutan pemasok PT Vale 

belum dirancang menggunakan kerangka pengukuran terstandar seperti indikator 

rantai pasok GRI atau ISO 14031, sehingga evaluasi tidak dapat menghasilkan data 

yang comparable, auditable, dan actionable sebagai dasar perbaikan pengelolaan 

kontrak secara berkelanjutan. 
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Temuan ini sejalan dengan (Numfor et al., 2022) yang menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja keberlanjutan pemasok memerlukan indikator yang 

terstandarisasi, terukur, dapat diaudit, dan dapat dibandingkan agar hasil evaluasi 

dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks PT Vale, hasil 

fishbone menunjukkan bahwa meskipun evaluasi terhadap pemasok telah dilakukan, 

belum adanya KPI ESG yang kuantitatif dan baseline pengukuran yang jelas 

menyebabkan data yang dihasilkan belum mampu mendukung pemantauan 

peningkatan kinerja pemasok secara konsisten dan sistematis dalam pengelolaan 

kontrak. 

6. Pada faktor environment, permasalahan utama terletak pada keterbatasan kapasitas 

teknis dan manajerial pemasok lokal serta mitra kerja PT Vale di sekitar wilayah 

operasi untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan kontrak yang telah ditetapkan, 

sehingga implementasi dimensi 7.5.5 terkait program bersama dan dimensi 7.5.6 

terkait pengelolaan kegagalan pemasok tidak dapat berjalan optimal. Berdasarkan 5 

Why, penyebab awalnya adalah program keberlanjutan bersama yang dikembangkan 

PT Vale mencakup fokus pada risiko K3, HAM, dan keanekaragaman hayati, namun 

tidak didahului oleh assessment kapasitas awal pemasok yang secara sistematis 

mengidentifikasi gap kompetensi teknis yang perlu dijembatani sebelum persyaratan 

kontrak diberlakukan. Hal ini terjadi karena pemasok lokal dan UKM di sekitar area 

operasi tambang PT Vale di Sulawesi Selatan umumnya belum memiliki sistem 

manajemen K3 atau lingkungan yang tersertifikasi, sehingga pemenuhan klausul 

keberlanjutan dalam kontrak menjadi hambatan yang signifikan. Lebih lanjut, tidak 

ada program pengembangan kapasitas pemasok yang terstruktur dan terukur sebagai 

prasyarat atau bagian integral dari kontrak, yang disebabkan oleh adanya gap 

ekspektasi antara standar internasional yang diadopsi PT Vale dengan kapasitas nyata 

pemasok lokal mengingat tekanan regulasi domestik seperti IUPK dan PROPER 

belum setara dengan persyaratan ISO 20400 yang diterapkan perusahaan. Akar 

masalahnya adalah ekosistem pemasok PT Vale tidak dilengkapi dengan program 

pengembangan kapasitas berkelanjutan yang sistematis dan berbasis kontrak, 

sehingga keterbatasan kapasitas eksternal pemasok lokal menjadi hambatan struktural 

yang belum dapat diatasi melalui mekanisme kontraktual maupun program 

pembinaan yang terstandarisasi dan terukur. 
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Temuan ini sejalan dengan Allenbacher & Berg, (2023) yang menyatakan 

bahwa pemasok memerlukan praktik kerja sama dan pengembangan kapasitas yang 

terstruktur agar mampu mengadopsi praktik keberlanjutan yang dipersyaratkan oleh 

pembeli, terutama ketika kapabilitas awal pemasok masih terbatas. Dalam konteks PT 

Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya program pengembangan 

kapasitas pemasok yang sistematis dan terintegrasi dengan mekanisme kontraktual 

menyebabkan kesenjangan kapasitas keberlanjutan pemasok lokal masih menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan program bersama dan pengelolaan kegagalan pemasok 

secara efektif 



112 

 

5.4.5 Faktor penyebab kesenjangan pada kategori “Meninjau dan mempelajari kontrak” 

Untuk mengidentifikasi penyebab penyebab kesenjangan tersebut, dilakukan pemetaan menggunakan fishbone diagram dengan faktor man, 

material, machine, measurement, environment, dan method. Pada Gambar 5.13 merupakan visual dari pemetaan fishbone diagram pada kategori 

Meninjau dan mempelajari kontrak. 

 

Gambar 5. 13 Fishbone pada kategori Meninjau dan mempelajari kontrak 
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Setiap kategori kemudian dianalisis menggunakan pendekatan 5 Why untuk 

menelusuri penyebab secara bertahap hingga ditemukan akar masalah yang paling 

mendasar. Adapun uraian dari masing-masing kategori disajikan sebagai berikut: 

1. Pada faktor man, permasalahan utama terletak pada tidak adanya personel yang secara 

spesifik ditugaskan untuk mengintegrasikan dimensi keberlanjutan, khususnya aspek 

pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, ke dalam proses evaluasi pasca kontrak 

secara sistematis di level operasional pengadaan PT Vale. Berdasarkan 5 Why, 

penyebab awalnya adalah evaluasi pasca kontrak yang dilakukan secara berkala 

didominasi oleh reviewer dengan kompetensi teknis pekerjaan, sementara tidak ada 

reviewer yang secara eksplisit bertanggung jawab menilai aspek lingkungan dan 

dampak sosial yang mungkin ditimbulkan selama masa kontrak berlangsung. Hal ini 

terjadi karena tidak ada persyaratan kompetensi formal yang mewajibkan reviewer 

evaluasi kontrak memiliki pemahaman terhadap sustainability risk assessment dan 

environmental impact evaluation. Lebih lanjut, fungsi Sustainability dan 

Environment Department tidak dilibatkan secara struktural dalam tim evaluasi pasca 

kontrak, melainkan hanya secara ad hoc apabila terdapat insiden yang teridentifikasi, 

yang disebabkan oleh ketiadaan kebijakan lintas departemen yang menetapkan 

komposisi tim evaluasi kontrak secara multidisiplin. Akar masalahnya adalah PT Vale 

belum memiliki struktur tata kelola evaluasi pasca kontrak yang mensyaratkan 

keterlibatan multifungsi secara formal, sehingga dimensi keberlanjutan dalam 

peninjauan kontrak bergantung pada inisiatif individual dan tidak dapat dilaksanakan 

secara konsisten di seluruh kontrak yang berakhir. 

Temuan ini sejalan dengan Miandar et al., (2024) yang menyatakan bahwa 

implementasi dan evaluasi keberlanjutan dalam pengadaan memerlukan keterlibatan 

lintas fungsi dengan peran yang terdefinisi secara jelas agar proses pembelajaran dan 

perbaikan dapat berlangsung secara efektif. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone 

menunjukkan bahwa belum adanya struktur tata kelola evaluasi pasca kontrak yang 

mewajibkan keterlibatan Procurement, Sustainability, dan Environment secara formal 

menyebabkan aspek lingkungan dan dampak sosial belum dievaluasi secara 

komprehensif, sehingga peluang perbaikan berbasis pembelajaran kontrak belum 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

2. Pada faktor machine, permasalahan utama terletak pada tidak adanya sistem informasi 

yang secara otomatis mengintegrasi, menyimpan, dan menganalisis data hasil 
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evaluasi pasca kontrak berbasis aspek keberlanjutan sebagai basis pembelajaran 

institusional PT Vale. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah meskipun 

evaluasi kinerja pemasok dan mitra kerja dicatat secara periodik, data hasil evaluasi 

yang mencakup aspek lingkungan dan dampak sosial tidak tersimpan dalam repositori 

terpusat yang dapat diakses dan dianalisis secara lintas kontrak maupun lintas periode. 

Hal ini terjadi karena sistem ERP dan contract management PT Vale tidak memiliki 

modul lessons learned atau contract review database yang mengintegrasikan data 

kinerja keberlanjutan dari seluruh siklus kontrak yang telah selesai. Lebih lanjut, tidak 

ada sistem manajemen pengetahuan yang menghubungkan temuan evaluasi pasca 

kontrak dengan proses perencanaan kontrak berikutnya secara otomatis, yang 

disebabkan oleh alokasi investasi pengembangan sistem yang selama ini difokuskan 

pada monitoring kontrak aktif tanpa mempertimbangkan kebutuhan capturing dan 

sharing lessons learned berbasis keberlanjutan. Akar masalahnya adalah infrastruktur 

teknologi informasi pengadaan PT Vale tidak dirancang untuk mendukung siklus 

pembelajaran institusional berbasis data keberlanjutan kontrak, sehingga setiap siklus 

evaluasi pasca kontrak menghasilkan temuan yang bersifat episodik dan tidak 

terakumulasi menjadi basis pengetahuan organisasi yang dapat meningkatkan kualitas 

kontrak di masa depan. 

Temuan ini sejalan dengan Zoroufchi Benis et al., (2022) yang menyatakan 

bahwa infrastruktur digital yang efektif perlu mendukung akumulasi, integrasi, dan 

analisis data historis sebagai dasar pembelajaran organisasi dan perbaikan 

berkelanjutan. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum 

adanya repositori terpusat untuk menyimpan dan menghubungkan hasil evaluasi 

keberlanjutan pasca kontrak menyebabkan temuan evaluasi bersifat terpisah dan 

belum dapat dimanfaatkan sebagai basis pengetahuan untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan kontrak pada periode berikutnya. 

3. Pada faktor material, permasalahan utama terletak pada instrumen evaluasi pasca 

kontrak PT Vale yang tidak dilengkapi dengan rubrik penilaian yang secara eksplisit 

dan terstruktur mencakup aspek pengelolaan lingkungan dan dampak sosial, 

sebagaimana seharusnya menjadi komponen penilaian yang setara dengan aspek 

teknis. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah evaluasi pasca kontrak yang 

dilaksanakan secara berkala mencakup penilaian aspek teknis pekerjaan dan kinerja 

pemasok secara umum, namun formulir dan instrumen evaluasi yang digunakan tidak 
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memuat kriteria terstruktur untuk menilai pengelolaan lingkungan dan dampak sosial 

yang terjadi selama masa kontrak berlangsung. Hal ini terjadi karena template 

dokumen evaluasi pasca kontrak disusun dengan orientasi pada penilaian kinerja 

teknis dan finansial tanpa dimensi keberlanjutan yang setara. Lebih lanjut, tidak ada 

standar baku berbasis ISO 20400 atau GRI yang diadopsi sebagai acuan penyusunan 

instrumen evaluasi pasca kontrak, yang disebabkan oleh proses penyusunan dan 

pembaruan instrumen evaluasi yang tidak melibatkan Departemen Sustainability dan 

Environment sebagai penyusun kriteria penilaian keberlanjutan. Akar masalahnya 

adalah PT Vale belum memiliki instrumen evaluasi pasca kontrak yang 

dikembangkan secara terintegrasi antara fungsi Procurement, Sustainability, Legal, 

dan Environment berdasarkan kerangka ISO 20400, sehingga dokumen evaluasi yang 

tersedia tidak mampu menghasilkan data keberlanjutan yang valid dan komprehensif 

sebagai dasar perbaikan kontrak di masa depan. 

Temuan ini sejalan dengan Numfor et al., (2022) yang menyatakan bahwa 

evaluasi kinerja keberlanjutan pemasok memerlukan instrumen penilaian yang 

memuat indikator keberlanjutan secara eksplisit dan terstandarisasi agar 

menghasilkan data yang valid serta dapat digunakan sebagai dasar perbaikan 

berkelanjutan. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum 

adanya instrumen evaluasi pasca kontrak yang mengintegrasikan aspek lingkungan 

dan dampak sosial berdasarkan kerangka seperti ISO 20400 menyebabkan dimensi 

keberlanjutan belum dapat dinilai secara komprehensif, sehingga proses pembelajaran 

kontrak belum mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berbasis data 

keberlanjutan yang sahih. 

4. Pada faktor method, permasalahan utama terletak pada tidak adanya prosedur 

terstruktur yang memastikan temuan evaluasi pasca kontrak berbasis keberlanjutan 

diterjemahkan secara sistematis menjadi perbaikan pada perencanaan dan 

penyusunan kontrak berikutnya dalam bentuk mekanisme umpan balik yang formal. 

Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah evaluasi pasca kontrak dilaksanakan 

secara berkala namun tidak ada mekanisme formal yang mengharuskan temuan 

evaluasi, khususnya terkait aspek risiko lingkungan dan dampak sosial, untuk 

didokumentasikan dan disebarluaskan kepada tim yang akan menyusun kontrak 

berikutnya. Hal ini terjadi karena proses perencanaan kontrak baru tidak secara 

sistematis mengacu pada hasil evaluasi kontrak yang telah selesai, dan perencanaan 
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cenderung bersifat inkremental berdasarkan pengalaman individu. Lebih lanjut, tidak 

ada SOP yang mengatur alur kerja dari evaluasi pasca kontrak hingga pembaruan 

template kontrak atau pembaruan kriteria seleksi pemasok, yang disebabkan oleh 

tidak terhubungnya siklus review kontrak dengan siklus perencanaan pengadaan 

tahunan sehingga tidak ada momen formal untuk mengintegrasikan lessons learned 

keberlanjutan ke dalam proses pengadaan berikutnya. Akar masalahnya adalah PT 

Vale belum memiliki prosedur manajemen pembelajaran kontrak yang secara 

eksplisit mengatur mekanisme umpan balik dari evaluasi pasca kontrak ke dalam 

siklus perencanaan pengadaan berikutnya, sehingga potensi perbaikan sistemik yang 

dapat dihasilkan dari proses evaluasi tidak dapat direalisasikan secara konsisten dan 

terukur. 

Temuan ini sejalan dengan Allenbacher & Berg, (2023) yang menyatakan 

bahwa asesmen keberlanjutan hanya akan menghasilkan perbaikan apabila didukung 

oleh mekanisme pembelajaran dan umpan balik yang terstruktur, sehingga hasil 

evaluasi dapat diterjemahkan ke dalam perubahan praktik pada siklus berikutnya. 

Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya prosedur 

formal yang menghubungkan evaluasi pasca kontrak dengan perencanaan pengadaan 

berikutnya menyebabkan temuan keberlanjutan tidak terakumulasi menjadi 

pembelajaran organisasi, sehingga peluang perbaikan sistemik dalam pengelolaan 

kontrak berkelanjutan belum dapat direalisasikan secara konsisten. 

5. Pada faktor measurement, permasalahan utama terletak pada tidak adanya indikator 

kinerja yang secara spesifik mengukur efektivitas proses peninjauan dan 

pembelajaran kontrak berbasis keberlanjutan, sehingga tidak dapat diverifikasi 

apakah proses evaluasi pasca kontrak yang dilakukan PT Vale menghasilkan 

perbaikan yang terukur dalam pengelolaan kontrak berkelanjutan. Berdasarkan 5 

Why, penyebab awalnya adalah PT Vale mengukur cakupan evaluasi kinerja pemasok 

secara kuantitatif mencapai 100% untuk pemasok dan mitra baru pada tahun 2024 

sebagaimana tercantum dalam laporan perusahaan, namun tidak ada metrik yang 

mengukur kualitas dan kelengkapan dimensi keberlanjutan dalam evaluasi tersebut, 

khususnya aspek pengelolaan lingkungan dan dampak sosial. Hal ini terjadi karena 

tidak ada KPI yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana temuan evaluasi pasca 

kontrak berbasis keberlanjutan ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam kontrak 

berikutnya. Lebih lanjut, indikator evaluasi pasca kontrak yang ada berfokus pada 
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output berupa jumlah kontrak yang dievaluasi, bukan pada outcome berupa perbaikan 

kualitas kontrak keberlanjutan yang dihasilkan, yang disebabkan oleh tidak adanya 

target perbaikan berbasis baseline yang ditetapkan untuk mengukur efektivitas proses 

pembelajaran kontrak dari satu periode ke periode berikutnya. Akar masalahnya 

adalah sistem pengukuran kinerja proses peninjauan kontrak PT Vale belum 

dirancang untuk menangkap dimensi kualitas dan dampak dari evaluasi pasca kontrak 

berbasis keberlanjutan, sehingga proses evaluasi yang dilaksanakan tidak dapat 

diverifikasi efektivitasnya sebagai mekanisme pembelajaran dan perbaikan 

institusional yang berkelanjutan. 

Temuan ini sejalan dengan Falagara Sigala et al., (2022) yang menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja keberlanjutan perlu berorientasi pada outcome dan dampak 

perbaikan yang dihasilkan, bukan sekadar pada aktivitas atau output yang telah 

dilaksanakan. Dalam konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa meskipun 

cakupan evaluasi pemasok telah mencapai 100%, ketiadaan indikator yang mengukur 

tindak lanjut dan dampak pembelajaran dari evaluasi pasca kontrak menyebabkan 

efektivitas proses tersebut dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kontrak 

berkelanjutan belum dapat dibuktikan secara terukur. 

6. Pada faktor environment, permasalahan utama terletak pada dinamika regulasi 

lingkungan dan sosial di wilayah operasi PT Vale serta perubahan standar 

keberlanjutan internasional yang tidak secara otomatis tercermin dalam proses 

peninjauan dan pembaruan kontrak, sehingga evaluasi pasca kontrak tidak dapat 

berfungsi sebagai instrumen identifikasi gap kepatuhan terhadap perkembangan 

regulasi eksternal secara proaktif. Berdasarkan 5 Why, penyebab awalnya adalah 

proses evaluasi pasca kontrak PT Vale mengacu pada persyaratan yang ditetapkan 

pada saat kontrak ditandatangani tanpa komponen yang secara sistematis 

membandingkan kinerja kontrak yang berakhir dengan perkembangan regulasi 

lingkungan dan sosial terbaru. Hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme regulatory 

watch yang menghubungkan pembaruan regulasi eksternal seperti perubahan standar 

PROPER, IFC Performance Standards, atau pembaruan ISO 20400, dengan proses 

evaluasi dan peninjauan kontrak yang sedang berjalan. Lebih lanjut, tim evaluasi 

kontrak tidak memiliki akses sistematis terhadap informasi regulasi terbaru yang 

relevan karena informasi tersebut dikelola secara terpisah oleh fungsi Legal dan 

Compliance tanpa integrasi ke dalam proses contract review, yang disebabkan oleh 
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tidak adanya siklus pembaruan kriteria evaluasi kontrak yang terjadwal dan dikaitkan 

dengan pembaruan regulasi eksternal. Akar masalahnya adalah PT Vale belum 

memiliki mekanisme integrasi antara pemantauan regulasi eksternal dan proses 

peninjauan kontrak internal, sehingga evaluasi pasca kontrak tidak dapat berfungsi 

sebagai instrumen kepatuhan proaktif yang memastikan seluruh kontrak yang 

diperbarui atau diperpanjang telah selaras dengan perkembangan standar 

keberlanjutan terkini. 

Temuan ini sejalan dengan Onkila et al., (2024) yang menyatakan bahwa 

organisasi memerlukan kemampuan untuk memantau dan menerjemahkan perubahan 

regulasi keberlanjutan ke dalam proses internal secara proaktif agar mampu menjaga 

kesesuaian praktik operasional terhadap standar yang terus berkembang. Dalam 

konteks PT Vale, hasil fishbone menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme yang 

menghubungkan pemantauan regulasi eksternal dengan proses peninjauan kontrak 

menyebabkan evaluasi pasca kontrak belum dapat berfungsi sebagai instrumen 

identifikasi gap kepatuhan secara proaktif, sehingga risiko ketidaksesuaian terhadap 

perkembangan standar keberlanjutan masih bersifat reaktif. 
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5.5 Usulan Perbaikan 

5.5.1 Perbaikan bagi perusahaan berdasarkan best practices 

Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah menggunakan diagram fishbone pada setiap tahapan proses sustainable procurement, mulai dari 

perencanaan, integrasi persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi, pemilihan pemasok, pengelolaan kontrak, hingga peninjauan dan 

pembelajaran kontrak, ditemukan sejumlah kesenjangan yang menghambat implementasi pengadaan berkelanjutan di PT Vale Indonesia Tbk. 

Pola yang konsisten ditemukan pada hasil analisis 5 Why di seluruh kategori tersebut, yaitu akar masalah pada faktor Method yang secara 

berulang mengarah pada belum tersedianya prosedur formal yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam masing-

masing tahapan proses pengadaan. Temuan ini bukan merupakan keterbatasan dalam proses analisis, melainkan mengindikasikan bahwa 

kesenjangan implementasi sustainable procurement di PT Vale Indonesia Tbk pada dasarnya bersifat structural hingga prosedural, yaitu proses 

pengadaan yang berjalan saat ini masih mengacu pada praktik pengadaan umum yang belum diformalkan secara khusus untuk mengakomodasi 

prinsip ESG sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 20400:2017 Klausul 7. Oleh karena itu, pada subbab ini dirumuskan usulan perbaikan 

(improvement) yang mengacu pada best practices pengadaan berkelanjutan serta didukung oleh temuan penelitian terdahulu yang relevan, 

dengan perbaikan yang difokuskan pada penyelesaian akar masalah utama pada setiap kategori melalui penerapan praktik yang sesuai dalam 

proses pengadaan. Ringkasan usulan perbaikan berdasarkan best practices SCOR DS 14 untuk masing-masing dari lima kategori yang belum 

mencapai skor substansi 100% disajikan pada Tabel 5.2, sedangkan penjelasan lebih rinci mengenai implementasi setiap perbaikan dibahas pada 

bagian berikutnya. 

Tabel 5. 2 Improvement berdasarkan best practices 

Kategori Akar Masalah Best Practices Perbaikan 

Perencanaan Karena integrasi prinsip sustainable 

procurement dan manajemen risiko ESG 

BP. 155 Standard 

Operating Procedures 

Menyusun Sustainable Procurement Planning 

SOP melalui penerapan BP.155 Standard 
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belum terformalisasi secara menyeluruh 

dalam SOP perencanaan pengadaan, 

termasuk kejelasan peran lintas fungsi, 

alokasi sumber daya, indikator 

pengendalian, dan mekanisme tindak 

lanjut yang terstandarisasi 

dan BP.113 Cross-

Functional Teams 

Operating Procedures dan BP.113 Cross-

Functional Teams yang mengintegrasikan 

penilaian risiko ESG, life cycle costing, dan 

kriteria pemasok berkelanjutan dalam proses 

perencanaan pengadaan. Usulan ini didukung 

oleh Cao et al. (2025) dan Bag & Gupta (2023) 

yang menekankan pentingnya prosedur 

terstandarisasi dan kolaborasi lintas fungsi untuk 

mendukung implementasi sustainable 

procurement. 

Mengintegrasikan 

persyaratan 

keberlanjutan ke 

dalam spesifikasi 

Tidak ada governance framework lintas 

fungsi yang menghubungkan kebijakan 

keberlanjutan korporat dengan sistem 

manajemen pengadaan operasional dan 

belum terdapat strategi pengadaan 

berkelanjutan yang secara formal 

mengarahkan proses identifikasi, seleksi, 

dan dokumentasi kriteria keberlanjutan 

sesuai karakteristik kategori barang/jasa. 

BP.246 Sustainable 

Procurement Strategy 

dan BP.113 Cross-

Functional Teams  

Membentuk Sustainable Procurement Cross-

Functional Committee melalui penerapan BP.246 

Sustainable Procurement Strategy dan BP.113 

Cross-Functional Teams untuk menetapkan 

kriteria keberlanjutan, memvalidasi spesifikasi 

pengadaan, dan melakukan peninjauan standar 

secara berkala. Usulan ini didukung oleh Jum’a et 

al. (2025) dan Mushi et al. (2024) yang 

menegaskan bahwa kolaborasi lintas fungsi 



121 

 

berperan penting dalam meningkatkan efektivitas 

pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. 

Memilih pemasok PT Vale belum diformalkan dalam 

prosedur resmi berbasis risiko 

keberlanjutan (sustainability risk-based 

pre-qualification procedure) yang 

mengacu pada standar internasional 

BP.155 Standard 

Operating Procedures 

dan BP.249 Approved 

Vendor List 

Menyusun Sustainability Risk-Based Pre-

Qualification Procedure melalui penerapan 

BP.155 Standard Operating Procedures dan 

BP.249 Approved Vendor List yang 

mengintegrasikan penilaian ESG dalam proses 

prakualifikasi serta menghubungkannya dengan 

mekanisme approved vendor list. Usulan ini 

didukung oleh Lou et al. (2024) yang menegaskan 

pentingnya kriteria evaluasi pemasok berbasis 

ESG untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan dan 

regulasi yang berlaku. 

Mengelola kontrak Framework manajemen kinerja pemasok 

PT Vale belum mengintegrasikan 

sustainability performance management 

cycle (plan-monitor-correct-improve) 

sebagai bagian dari prosedur kontrak yang 

baku serta arsitektur sistem informasi 

pengadaan PT Vale tidak dirancang untuk 

BP.155 Standard 

Operating Procedures 

dan BP.126 Supply 

Chain Control Towers  

Menyusun Supplier Sustainability Performance 

Management Procedure melalui penerapan 

BP.155 Standard Operating Procedures dan 

BP.126 Supply Chain Control Towers untuk 

mengatur siklus plan-monitor-correct-improve, 

termasuk pemantauan berkala kinerja ESG 

pemasok, pelaksanaan corrective action, serta 
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mendukung dual objective (operasional + 

sustainability), sehingga monitoring 

keberlanjutan kontrak tidak dapat 

dilakukan secara sistematis dan konsisten. 

mekanisme eskalasi berbasis data real-time. 

Perbaikan ini didukung oleh Tan et al., (2024) 

melalui pendekatan CARE (Collect, Assess, 

React, and Enhance) yang menekankan 

pentingnya pemantauan berkelanjutan, tindakan 

korektif, dan peningkatan kinerja pemasok secara 

sistematis sepanjang masa kontrak. 

Meninjau dan 

mempelajari 

kontrak 

Belum tersedia prosedur manajemen 

pembelajaran kontrak yang mengatur 

mekanisme umpan balik dari evaluasi 

pasca kontrak ke perencanaan pengadaan 

berikutnya. 

BP.155 Standard 

Operating Procedures 

dan BP.035 Business 

Rule Review  

Menyusun Contract Learning Management 

Procedure melalui penerapan BP.155 Standard 

Operating Procedures dan BP.035 Business Rule 

Review untuk mengatur pengumpulan, analisis, 

dokumentasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi 

pasca kontrak, termasuk aspek ESG, sebagai 

masukan dalam perencanaan pengadaan dan 

peninjauan aturan bisnis secara berkelanjutan. 

Usulan ini didukung oleh M. E. Silva et al., 

(2022) yang menegaskan bahwa pembelajaran 

rantai pasok berkelanjutan memerlukan proses 

pengelolaan dan institusionalisasi pengetahuan 

agar pengalaman operasional dapat dikonversi 
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menjadi pembelajaran organisasi yang 

mendukung pengambilan keputusan di masa 

mendatang. 



 

Adapun penjelasan rinci mengenai usulan perbaikan pada setiap kategori 

disajikan pada subbab berikut. 

1. Kategori Perencanaan 

Pada kategori Perencanaan, faktor Method dipilih sebagai akar masalah yang paling 

berpengaruh karena menjadi dasar yang mengarahkan seluruh aktivitas perencanaan 

pengadaan. Belum adanya prosedur yang secara formal mengintegrasikan penilaian 

risiko ESG, life cycle costing, dan pertimbangan keberlanjutan pemasok 

menyebabkan proses perencanaan belum memiliki standar yang seragam. Kondisi ini 

juga memengaruhi faktor lainnya, seperti kompetensi SDM yang belum diarahkan 

pada target ESG (Man), keterbatasan dukungan sistem ERP (Machine), belum 

lengkapnya dokumen perencanaan (Material), belum tersedianya indikator kinerja 

yang terukur (Measurement), serta belum optimalnya pengembangan kapasitas 

pemasok lokal (Environment). Oleh karena itu, perbaikan perlu diawali dari 

pembentukan metode kerja yang terstruktur agar seluruh elemen pendukung dapat 

berjalan secara selaras.  

Perbaikan yang diusulkan adalah penerapan BP.155 Standard Operating 

Procedures dan BP.113 Cross-Functional Teams melalui penyusunan Sustainable 

Procurement Planning SOP. Agar implementasi Sustainable Procurement Planning 

SOP yang diusulkan melalui BP.155 Standard Operating Procedures dan BP.113 

Cross-Functional Teams tidak berhenti pada tahap penyusunan dokumen, diperlukan 

tahapan implementasi yang sistematis mulai dari persiapan hingga evaluasi 

berkelanjutan. Tahapan implementasi tersebut terdiri atas beberapa tahapan sebagai 

berikut. 

a. Pembentukan cross-functional team dan penetapan ruang lingkup 

Pada tahap awal, PT Vale membentuk cross-functional team yang terdiri atas 

perwakilan fungsi Procurement sebagai process owner, serta fungsi 

Sustainability, Finance, dan Risk Management sesuai rekomendasi BP.113. Tim 

ini bertugas menetapkan ruang lingkup implementasi SOP, menentukan kategori 

pengadaan strategis yang menjadi prioritas, menyusun target waktu pelaksanaan, 

serta mengidentifikasi kebutuhan data pendukung seperti riwayat pengadaan, 

kebijakan keberlanjutan perusahaan, dan hasil asesmen ESG yang telah tersedia. 

b. Pemetaan proses eksisting dan identifikasi kesenjangan 
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Tim melakukan pemetaan terhadap proses perencanaan pengadaan yang berjalan 

saat ini (as-is process mapping) untuk mengidentifikasi tahapan yang belum 

mengakomodasi penilaian risiko ESG maupun life cycle costing. Hasil pemetaan 

digunakan sebagai dasar penyusunan alur kerja baru sehingga SOP mampu 

menutup kesenjangan yang telah diidentifikasi melalui analisis fishbone dan 

metode 5 Why 

c. Penyusunan draft SOP 

Berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan, tim menyusun draft SOP yang 

memuat: 

• mekanisme penilaian risiko ESG mengacu pada ISO 31000 serta IFRS S1 dan 

IFRS S2;  

• penerapan life cycle costing sebagai dasar evaluasi biaya sepanjang siklus 

hidup pengadaan;  

• kriteria evaluasi pemasok yang mempertimbangkan kapasitas dan kinerja 

ESG;  

• formulir kerja (working form), dokumen pendukung, serta penanggung jawab 

pada setiap tahapan proses.  

Penyusunan tersebut bertujuan agar SOP dapat diterapkan secara operasional dan 

tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kebijakan. 

d. Uji coba (pilot project) 

Draft SOP kemudian diimplementasikan pada satu hingga dua kategori pengadaan 

strategis yang memiliki tingkat risiko ESG tinggi. Tahap ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kejelasan prosedur, kesiapan data pendukung, kemudahan 

implementasi, serta dampak terhadap waktu pelaksanaan proses pengadaan 

sebelum SOP diterapkan secara menyeluruh. 

e. Pengesahan, sosialisasi, dan pelatihan 

Setelah proses uji coba selesai, SOP disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi 

kemudian disahkan secara formal oleh manajemen Procurement bersama fungsi 

Sustainability. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada seluruh personel 

pengadaan disertai pelatihan mengenai penerapan penilaian risiko ESG, 

penggunaan life cycle costing, dan tata cara pelaksanaan SOP agar implementasi 

dapat berlangsung secara konsisten. 

f. Implementasi, monitoring, dan evaluasi berkala 
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SOP diterapkan pada seluruh kategori pengadaan strategis dengan didukung 

proses monitoring menggunakan indikator kinerja, seperti persentase pengadaan 

yang telah melalui penilaian risiko ESG dan life cycle costing. Evaluasi dilakukan 

secara berkala, misalnya setiap 6–12 bulan, melalui forum lintas fungsi untuk 

memastikan SOP tetap relevan terhadap perubahan regulasi, kebutuhan 

organisasi, serta perkembangan praktik sustainable procurement. Tahap ini 

memastikan implementasi rekomendasi yang didukung oleh Cao et al., (2025)  

berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan perbaikan nyata terhadap 

proses pengadaan perusahaan. 

2. Kategori Mengintegrasikan persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi 

Pada kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi, 

faktor Man dan Method dipilih sebagai akar masalah yang paling berpengaruh karena 

keduanya menjadi fondasi dalam penerapan persyaratan keberlanjutan pada proses 

pengadaan. Belum adanya tata kelola lintas fungsi yang secara jelas menetapkan 

peran dan tanggung jawab dalam integrasi aspek keberlanjutan, serta belum 

tersedianya prosedur yang mengatur identifikasi dan penerapan kriteria keberlanjutan, 

menyebabkan proses penyusunan spesifikasi berjalan tanpa standar yang konsisten. 

Kondisi ini turut memengaruhi faktor lainnya, seperti belum optimalnya dukungan 

sistem (Machine), belum terstandarisasinya dokumen spesifikasi (Material), belum 

adanya indikator kinerja yang mengukur kepatuhan terhadap persyaratan 

keberlanjutan (Measurement), serta belum terbentuknya budaya organisasi yang 

mendorong penerapan keberlanjutan secara konsisten (Environment). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Vale perlu menerapkan BP.246 

Sustainable Procurement Strategy dan BP.113 Cross-Functional Teams melalui 

pembentukan Sustainable Procurement Cross-Functional Committee. Agar 

pembentukan Sustainable Procurement Cross-Functional Committee melalui BP.246 

Sustainable Procurement Strategy dan BP.113 Cross-Functional Teams tidak hanya 

bersifat struktural, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sehingga kriteria 

keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh kategori barang dan 

jasa. Tahapan implementasi yang diusulkan meliputi beberapa tahapan sebagai 

berikut. 

a. Pembentukan komite dan penetapan tata kelola (governance) 
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PT Vale membentuk Sustainable Procurement Cross-Functional Committee yang 

terdiri atas perwakilan fungsi Procurement, Sustainability, Engineering, dan 

Legal. Pada tahap ini ditetapkan struktur tata kelola yang menjelaskan peran, 

tanggung jawab, dan kewenangan setiap fungsi, termasuk pihak yang bertanggung 

jawab menetapkan kriteria keberlanjutan, memvalidasi spesifikasi teknis, serta 

menyelesaikan perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 

b. Pemetaan kategori pengadaan berdasarkan risiko ESG 

Komite melakukan inventarisasi seluruh kategori barang dan jasa yang diadakan 

perusahaan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tingkat risiko 

Environmental, Social, dan Governance (ESG). Kategori dengan tingkat risiko 

tinggi, seperti bahan kimia, alat berat, atau jasa yang memiliki dampak sosial dan 

lingkungan yang signifikan, diprioritaskan sebagai fokus awal implementasi. 

c. Penyusunan kriteria keberlanjutan pada spesifikasi 

Berdasarkan hasil pemetaan risiko, komite menyusun kriteria keberlanjutan 

minimum yang wajib dicantumkan dalam spesifikasi teknis setiap kategori 

pengadaan. Kriteria tersebut dapat mencakup persyaratan efisiensi energi, batas 

emisi, penggunaan material ramah lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, 

serta persyaratan keberlanjutan lain yang relevan dengan karakteristik barang atau 

jasa yang diadakan. 

d. Uji coba pada pengadaan percontohan (pilot project) 

Kriteria keberlanjutan yang telah disusun diuji melalui beberapa paket pengadaan 

percontohan untuk mengevaluasi kelayakan penerapannya. Tahap ini bertujuan 

memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh pemasok 

yang tersedia di pasar tanpa mengurangi tingkat persaingan maupun menghambat 

proses pengadaan. 

e. Formalisasi proses validasi dan sosialisasi 

Setelah proses uji coba selesai, mekanisme validasi spesifikasi diformalkan ke 

dalam prosedur operasional perusahaan. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada 

seluruh buyer dan pihak terkait agar setiap dokumen spesifikasi melalui proses 

validasi oleh komite sebelum proses pengadaan dilaksanakan, sehingga penerapan 

kriteria keberlanjutan dapat dilakukan secara konsisten. 

f. Monitoring dan peninjauan berkala 
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Komite melakukan peninjauan berkala terhadap kriteria keberlanjutan yang telah 

ditetapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan teknologi, 

sehingga integrasi ESG ke dalam spesifikasi tidak lagi bergantung pada inisiatif 

individu buyer sebagaimana ditegaskan oleh Jum’a et al., (2025); Mushi et al., 

(2024) melainkan menjadi bagian dari proses yang terstruktur dan berkelanjutan. 

3. Kategori Memilih pemasok 

Pada kategori Memilih Pemasok, faktor Method dipilih sebagai akar masalah yang 

paling berpengaruh karena menjadi dasar yang menentukan bagaimana proses seleksi 

pemasok dilaksanakan. Belum adanya prosedur prakualifikasi pemasok berbasis 

risiko keberlanjutan menyebabkan penilaian ESG belum menjadi persyaratan yang 

wajib dan terstandarisasi dalam proses seleksi. Kondisi ini turut memengaruhi faktor 

lainnya, seperti peran dan tanggung jawab tim yang belum terstruktur (Man), 

keterbatasan dukungan sistem e-Procurement (Machine), belum terstandarisasinya 

dokumen evaluasi pemasok (Material), belum tersedianya mekanisme pemantauan 

kinerja keberlanjutan pemasok (Measurement), serta belum optimalnya kemampuan 

organisasi dalam menyesuaikan proses seleksi terhadap perkembangan regulasi ESG 

(Environment). Oleh karena itu, perbaikan perlu diawali dengan pembentukan 

prosedur yang mampu menjadi acuan bagi seluruh proses seleksi pemasok.  

Perbaikan yang diusulkan adalah penerapan BP.155 Standard Operating 

Procedures dan BP.249 Approved Vendor List melalui penyusunan Sustainability 

Risk-Based Pre-Qualification Procedure. Agar penerapan Sustainability Risk-Based 

Pre-Qualification Procedure melalui BP.155 Standard Operating Procedures dan 

BP.249 Approved Vendor List dapat mendukung proses seleksi pemasok yang 

objektif dan berbasis aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG), 

implementasinya perlu dilakukan secara bertahap. Tahapan implementasi yang 

diusulkan terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. 

a. Penyusunan ESG scoring matrix dan kriteria kelulusan 

Tim Procurement bersama fungsi Sustainability menyusun ESG Scoring Matrix 

yang memuat indikator penilaian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sesuai 

karakteristik serta tingkat risiko pemasok. Pada tahap ini juga ditetapkan bobot 

penilaian dan skor minimum kelulusan sebagai persyaratan bagi pemasok untuk 

masuk ke dalam Approved Vendor List. 

b. Penyusunan prosedur dan instrumen penilaian 
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Selanjutnya disusun prosedur pre-qualification beserta instrumen penilaian yang 

digunakan dalam proses evaluasi pemasok. Instrumen tersebut meliputi kuesioner 

self-assessment, daftar dokumen pendukung yang wajib disampaikan pemasok, 

seperti sertifikasi ISO 14001, ISO 45001, dan kebijakan ketenagakerjaan, serta 

panduan verifikasi yang digunakan oleh tim evaluator agar proses penilaian 

berlangsung secara konsisten. 

c. Uji coba pada pemasok eksisting 

Prosedur yang telah disusun diuji coba pada sejumlah pemasok eksisting untuk 

mengevaluasi kejelasan kriteria, kelengkapan persyaratan dokumen, serta 

konsistensi hasil penilaian antar evaluator. Hasil uji coba digunakan sebagai dasar 

penyempurnaan prosedur sebelum diterapkan kepada seluruh pemasok baru 

maupun pemasok yang telah bekerja sama dengan perusahaan. 

d. Integrasi dengan approved vendor list dan sistem e-procurement 

Hasil penilaian ESG kemudian diintegrasikan ke dalam Approved Vendor List dan 

sistem e-Procurement perusahaan. Integrasi ini memungkinkan status kelulusan 

ESG setiap pemasok dapat diverifikasi secara otomatis pada saat proses tender 

maupun proses pemilihan pemasok, sehingga proses seleksi menjadi lebih efisien 

dan terdokumentasi. 

e. Sosialisasi dan pelatihan 

Setelah sistem terintegrasi, perusahaan melakukan sosialisasi kepada seluruh 

pemasok aktif maupun calon pemasok mengenai mekanisme pre-qualification 

yang baru. Selain itu, tim evaluator internal diberikan pelatihan mengenai 

penggunaan instrumen penilaian, teknik verifikasi dokumen, serta metode 

evaluasi berbasis bukti (evidence-based) agar proses penilaian dapat dilakukan 

secara objektif dan seragam. 

f. Implementasi, pembinaan pemasok, dan evaluasi berkala 

Prosedur diterapkan secara penuh pada seluruh proses seleksi pemasok dan 

didukung oleh mekanisme tindak lanjut bagi pemasok yang belum memenuhi 

persyaratan ESG, seperti program pembinaan, pendampingan, atau rencana 

perbaikan (improvement plan). Selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala 

terhadap efektivitas prosedur, indikator penilaian, dan kriteria kelulusan untuk 

memastikan proses pre-qualification tetap relevan dengan perkembangan 

regulasi, kebutuhan organisasi, serta praktik sustainable procurement. Tahap ini 
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mendukung terbentuknya proses seleksi pemasok yang lebih terstruktur, 

transparan, dan berkelanjutan sebagaimana direkomendasikan oleh (Lou et al., 

2024). 

4. Kategori Mengelola kontrak 

Pada kategori Mengelola Kontrak, faktor Method dan Machine dipilih sebagai akar 

masalah yang paling berpengaruh karena keduanya menentukan apakah kinerja 

keberlanjutan pemasok dapat dipantau dan dikelola secara berkelanjutan selama masa 

kontrak. Belum adanya prosedur yang mengatur siklus pemantauan, evaluasi, 

tindakan perbaikan, dan tindak lanjut kinerja ESG pemasok menyebabkan 

pengelolaan kontrak masih berfokus pada kepatuhan di awal kontrak. Di sisi lain, 

keterbatasan sistem dalam menyediakan data keberlanjutan secara real-time membuat 

proses pemantauan sulit dilakukan secara konsisten. Kondisi ini turut memengaruhi 

faktor lainnya, seperti belum jelasnya peran pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengawasan keberlanjutan (Man), belum memadainya klausul keberlanjutan dalam 

kontrak (Material), belum tersedianya indikator kinerja yang terukur (Measurement), 

serta terbatasnya pembinaan terhadap pemasok untuk memenuhi ekspektasi 

keberlanjutan perusahaan (Environment). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Vale perlu menerapkan BP.155 

Standard Operating Procedures dan BP.126 Supply Chain Control Towers melalui 

penyusunan Supplier Sustainability Performance Management Procedure. Agar 

penerapan Supplier Sustainability Performance Management Procedure melalui 

BP.155 Standard Operating Procedures dan BP.126 Supply Chain Control Towers 

dapat mendukung pengelolaan kinerja keberlanjutan pemasok selama masa kontrak, 

implementasinya perlu dilakukan secara bertahap. Tahapan implementasi yang 

diusulkan terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. 

a. Perancangan siklus pengelolaan kinerja dan klausul keberlanjutan 

Tim Procurement bersama fungsi Sustainability merancang siklus pengelolaan 

kinerja pemasok yang mengadopsi pendekatan plan-monitor-correct-improve. 

Pada tahap ini ditetapkan indikator kinerja ESG yang akan dipantau, frekuensi 

monitoring, metode pelaporan, serta klausul keberlanjutan yang wajib 

dicantumkan dalam kontrak sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan tindakan 

perbaikan terhadap pemasok. 

b. Pengembangan dashboard pemantauan kinerja 
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Melalui BP.126 Supply Chain Control Towers, perusahaan mengembangkan 

dashboard pemantauan yang mengintegrasikan data kinerja keberlanjutan 

pemasok dari berbagai sumber, seperti laporan pemasok, hasil audit, dan data 

operasional. Dashboard ini berfungsi sebagai media pemantauan yang 

menyediakan informasi secara terpusat sehingga memudahkan tim pengelola 

kontrak dalam memonitor kepatuhan ESG pemasok secara berkelanjutan. 

c. Uji coba pada kontrak strategis 

Prosedur dan dashboard yang telah dikembangkan diuji coba pada beberapa 

kontrak strategis yang sedang berjalan. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi 

keakuratan data, kemudahan penggunaan sistem, serta efektivitas proses 

pemantauan dan tindak lanjut sebelum diterapkan pada seluruh kontrak 

perusahaan. 

d. Penetapan mekanisme tindak lanjut dan eskalasi 

Berdasarkan hasil uji coba, perusahaan menetapkan mekanisme tindak lanjut 

(corrective action) yang terstruktur bagi pemasok yang belum memenuhi target 

kinerja ESG. Mekanisme tersebut meliputi pemberian peringatan, penyusunan 

corrective action plan beserta batas waktu penyelesaiannya, hingga jalur eskalasi 

apabila pemasok tidak menunjukkan perbaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. 

e. Sosialisasi dan pelatihan 

Prosedur yang telah disusun kemudian disosialisasikan kepada seluruh tim 

pengelola kontrak serta pemasok yang terlibat. Selain itu, dilakukan pelatihan 

mengenai penggunaan dashboard, mekanisme pelaporan kinerja, serta penerapan 

klausul keberlanjutan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam 

menjalankan proses monitoring dan evaluasi. 

f. Implementasi, monitoring, dan evaluasi berkala 

Prosedur diterapkan pada seluruh kontrak aktif dengan didukung pemantauan 

kinerja secara berkala berdasarkan indikator ESG yang telah ditetapkan. Hasil 

monitoring dievaluasi secara periodik untuk menilai efektivitas prosedur, 

mengidentifikasi peluang perbaikan, serta memastikan proses pengelolaan kinerja 

pemasok berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Tahap ini mendukung 

terciptanya sistem pengelolaan kontrak yang lebih proaktif melalui mekanisme 

pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana 

direkomendasikan oleh Tan et al., (2024). 
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5. Kategori Meninjau dan mempelajari kontrak 

Pada kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak, faktor Method dipilih sebagai akar 

masalah yang paling berpengaruh karena menentukan apakah hasil evaluasi pasca 

kontrak dapat diubah menjadi pembelajaran organisasi yang mendukung perbaikan 

proses pengadaan di masa mendatang. Belum adanya prosedur yang mengatur 

pengelolaan dan pemanfaatan hasil evaluasi menyebabkan temuan-temuan yang 

diperoleh hanya berfungsi sebagai arsip administrasi dan tidak digunakan secara 

sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan pada siklus pengadaan berikutnya. 

Kondisi ini turut memengaruhi faktor lainnya, seperti belum jelasnya keterlibatan 

lintas fungsi dalam proses evaluasi (Man), belum tersedianya sistem pengelolaan dan 

analisis data pembelajaran kontrak (Machine), belum terstandarisasinya instrumen 

evaluasi (Material), belum adanya pengukuran efektivitas pembelajaran 

(Measurement), serta belum terintegrasinya perubahan regulasi eksternal ke dalam 

proses evaluasi kontrak (Environment). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Vale perlu menerapkan BP.155 

Standard Operating Procedures dan BP.035 Business Rule Review melalui 

penyusunan Contract Learning Management Procedure. Agar penerapan Contract 

Learning Management Procedure melalui BP.155 Standard Operating Procedures 

dan BP.035 Business Rule Review dapat mendukung proses pembelajaran organisasi 

dari hasil evaluasi pasca kontrak, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap. 

Tahapan implementasi yang diusulkan terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. 

a. Perancangan mekanisme pengumpulan hasil evaluasi pasca kontrak 

PT Vale merancang mekanisme formal untuk mengumpulkan seluruh hasil 

evaluasi pasca kontrak, termasuk temuan yang berkaitan dengan aspek 

Environmental, Social, and Governance (ESG). Pada tahap ini ditetapkan format 

pelaporan, jenis informasi yang harus didokumentasikan, serta penanggung jawab 

pengumpulan data agar seluruh hasil evaluasi terdokumentasi secara konsisten. 

b. Penyusunan prosedur analisis dan basis data lessons learned 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, perusahaan menyusun prosedur 

analisis untuk mengelompokkan temuan berdasarkan kategori pengadaan, jenis 

permasalahan, serta akar penyebab yang teridentifikasi. Seluruh hasil analisis 

kemudian didokumentasikan ke dalam basis data lessons learned sebagai sumber 

informasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengadaan berikutnya. 
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c. Uji coba pada kontrak yang telah selesai 

Prosedur yang telah disusun diuji coba pada beberapa kontrak yang baru selesai 

untuk mengevaluasi kelengkapan data, kemudahan proses dokumentasi, serta 

relevansi hasil analisis terhadap kebutuhan perencanaan dan pengambilan 

keputusan pada pengadaan selanjutnya. 

d. Integrasi dengan siklus perencanaan pengadaan 

Basis data lessons learned diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pengadaan 

perusahaan sehingga hasil evaluasi kontrak menjadi salah satu masukan dalam 

penyusunan strategi, spesifikasi, maupun pendekatan pengadaan pada periode 

berikutnya. Dengan demikian, pengalaman dari kontrak sebelumnya dapat 

dimanfaatkan secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan. 

e. Formalisasi business rule review dan sosialisasi 

Melalui BP.035 Business Rule Review, perusahaan menetapkan mekanisme 

peninjauan berkala terhadap aturan bisnis pengadaan berdasarkan temuan yang 

berulang atau memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pengadaan. Hasil 

peninjauan kemudian disosialisasikan kepada seluruh fungsi terkait agar 

perubahan kebijakan maupun prosedur dapat dipahami dan diterapkan secara 

konsisten. 

f. Implementasi, monitoring, dan evaluasi berkala 

Prosedur diterapkan pada seluruh proses evaluasi pasca kontrak dengan didukung 

monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan. 

Efektivitas prosedur dievaluasi secara berkala menggunakan indikator, seperti 

jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang diadopsi ke dalam kebijakan, spesifikasi, 

atau prosedur pengadaan berikutnya. Tahap ini memastikan proses pembelajaran 

dari kontrak terdahulu dapat dikonversi menjadi pengetahuan organisasi yang 

terdokumentasi, diterapkan secara konsisten, dan mendukung perbaikan 

berkelanjutan dalam pengelolaan pengadaan, sebagaimana direkomendasikan 

oleh (M. E. Silva et al., 2022). 

5.5.2 Perbaikan bagi supplier 

Usulan perbaikan yang diuraikan sebelumnya pada dasarnya merupakan perbaikan pada 

sisi internal PT Vale Indonesia Tbk sebagai pihak pembeli (buyer). Namun, keberhasilan 

implementasi sustainable procurement tidak dapat dicapai secara sepihak, karena 

pemasok (supplier) merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh perubahan 
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prosedur, kriteria, dan mekanisme pemantauan yang ditetapkan perusahaan. Oleh karena 

itu, pada subbab ini dianalisis apa yang perlu dilakukan oleh pemasok pada setiap kategori 

proses pengadaan, sebagai pasangan dari usulan perbaikan bagi perusahaan yang telah 

dibahas sebelumnya. 

1. Kategori Perencanaan 

Sejalan dengan penerapan Sustainable Procurement Planning SOP oleh PT Vale, 

pemasok perlu menyesuaikan diri agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam 

proses perencanaan pengadaan berkelanjutan. Secara teknis, pemasok perlu 

a. menyediakan data profil keberlanjutan perusahaan (sustainability capability 

profile) yang mencakup kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang 

dimiliki, untuk digunakan sebagai masukan dalam penilaian risiko ESG oleh PT 

Vale 

b. menyiapkan data pendukung perhitungan life cycle costing atas produk atau jasa 

yang ditawarkan, seperti estimasi biaya operasional, biaya perawatan, dan 

estimasi umur pakai, sehingga PT Vale dapat melakukan evaluasi nilai pengadaan 

jangka panjang secara akurat 

c. menunjuk person in charge (PIC) keberlanjutan pada organisasi pemasok yang 

menjadi titik kontak resmi dalam proses perencanaan bersama, termasuk 

keikutsertaan pada forum atau workshop perencanaan pengadaan yang 

mengikutsertakan pemasok strategis 

d. menyesuaikan kapasitas produksi atau layanan agar selaras dengan kriteria 

pemasok berkelanjutan yang mulai diberlakukan sejak tahap perencanaan, 

sehingga pemasok tidak tertinggal ketika kriteria tersebut diterapkan secara 

formal pada tahap seleksi. 

2. Kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi 

Pada kategori ini, pemasok berperan sebagai pihak yang harus mampu memenuhi 

sekaligus turut memvalidasi kriteria keberlanjutan yang ditetapkan oleh Sustainable 

Procurement Cross-Functional Committee. Secara teknis, pemasok perlu: 

a. menyediakan dokumentasi teknis dan sertifikasi yang membuktikan pemenuhan 

kriteria keberlanjutan minimum yang ditetapkan per kategori barang/jasa, 

misalnya sertifikat efisiensi energi, hasil uji emisi, life cycle assessment (LCA) 

produk, atau eco-label yang relevan 
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b. berperan aktif dalam proses validasi spesifikasi dengan memberikan masukan 

teknis mengenai kelayakan pasar (market feasibility) atas kriteria keberlanjutan 

yang diusulkan, agar spesifikasi yang ditetapkan tidak menimbulkan hambatan 

yang tidak realistis bagi pemasok 

c. melakukan penyesuaian atau inovasi produk/jasa secara proaktif apabila 

spesifikasi keberlanjutan yang berlaku belum dapat dipenuhi sepenuhnya, disertai 

dengan rencana perbaikan bertahap (improvement roadmap) yang 

dikomunikasikan kepada PT Vale 

d. berpartisipasi dalam peninjauan berkala standar keberlanjutan, misalnya dengan 

memberikan umpan balik atas perkembangan teknologi atau regulasi yang relevan 

dengan kategori barang/jasa yang dipasok. 

3. Kategori Memilih Pemasok 

Pada kategori ini, pemasok menjadi objek langsung dari Sustainability Risk-Based 

Pre-Qualification Procedure yang diterapkan PT Vale. Secara teknis, pemasok perlu: 

a. melengkapi dan menyampaikan seluruh dokumen pendukung yang 

dipersyaratkan dalam ESG scoring matrix secara jujur dan dapat diverifikasi, 

termasuk sertifikasi manajemen lingkungan (misalnya ISO 14001), keselamatan 

dan kesehatan kerja (misalnya ISO 45001), serta kebijakan ketenagakerjaan dan 

hak asasi manusia 

b. mengikuti proses self-assessment maupun verifikasi lapangan (site visit/audit) 

yang dilakukan tim evaluator PT Vale sebagai bagian dari proses pre-qualification 

c. memenuhi skor minimum kelulusan ESG yang ditetapkan agar dapat masuk dan 

dipertahankan dalam BP.249 Approved Vendor List, serta menjaga konsistensi 

kinerja tersebut agar tidak dikeluarkan dari daftar pemasok yang disetujui 

d. apabila hasil penilaian belum memenuhi standar namun dinilai memiliki potensi, 

pemasok perlu bersedia mengikuti program pembinaan atau capacity building 

yang difasilitasi PT Vale, termasuk menyusun dan melaksanakan rencana 

perbaikan (corrective action plan) dengan target waktu yang disepakati bersama. 

4. Kategori Mengelola Kontrak 

Pada kategori ini, pemasok menjadi pihak yang dipantau melalui Supplier 

Sustainability Performance Management Procedure yang didukung oleh dashboard 

BP.126 Supply Chain Control Towers. Secara teknis, pemasok perlu: 



136 

 

a. menyampaikan data kinerja ESG secara berkala dan tepat waktu sesuai format 

serta frekuensi yang ditetapkan dalam klausul kontrak, sehingga data tersebut 

dapat terintegrasi secara real-time ke dalam dashboard pemantauan PT Vale 

b. memberikan akses bagi PT Vale untuk melakukan verifikasi lapangan atau audit 

kepatuhan terhadap klausul keberlanjutan yang tercantum dalam kontrak, 

termasuk kesediaan menunjukkan dokumen pendukung ketika diminta 

c. menindaklanjuti setiap corrective action yang diterbitkan akibat 

ketidaksesuaian kinerja ESG secara tepat waktu, dengan menyusun rencana 

perbaikan yang konkret dan melaporkan progres pelaksanaannya kepada tim 

pengelola kontrak 

d. apabila ketidaksesuaian bersifat berulang atau signifikan, pemasok perlu 

proaktif melakukan eskalasi internal serta berkoordinasi dengan PT Vale untuk 

mencari solusi bersama sebelum sampai pada tahap keputusan penghentian 

kerja sama. 

5. Kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak 

Pada kategori ini, pemasok berperan sebagai sumber informasi sekaligus mitra 

pembelajaran dalam Contract Learning Management Procedure yang diterapkan PT 

Vale. Secara teknis, pemasok perlu 

a. berpartisipasi aktif dalam sesi evaluasi pasca kontrak (post-contract review) 

dengan memberikan umpan balik yang jujur mengenai tantangan pelaksanaan 

klausul keberlanjutan selama masa kontrak, termasuk kendala teknis maupun 

operasional yang dihadapi 

b. menyediakan data dan dokumentasi pendukung yang dibutuhkan untuk proses 

analisis lessons learned, seperti catatan insiden lingkungan atau sosial, hasil audit 

internal pemasok, maupun inovasi perbaikan yang telah dilakukan selama kontrak 

berjalan 

c. turut serta dalam forum pembelajaran bersama (joint learning session) apabila 

diselenggarakan oleh PT Vale, sebagai sarana berbagi praktik baik antarpemasok 

maupun antara pemasok dan PT Vale0 

d. menggunakan hasil evaluasi pasca kontrak sebagai dasar perbaikan internal 

pemasok untuk kontrak berikutnya, sehingga hubungan kerja sama antara PT Vale 

dan pemasok berkembang menjadi hubungan yang berorientasi pada peningkatan 
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kinerja keberlanjutan secara berkelanjutan, bukan sekadar hubungan 

transaksional jangka pendek. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil content analysis menggunakan NVivo 15 terhadap Sustainability 

Report PT Vale Indonesia Tbk tahun 2024, teridentifikasi 28 pengungkapan yang 

tersebar pada 6 kategori Key Performance Indicator (KPI) yang mengacu pada 

Klausul 7 ISO 20400:2017, yaitu Membangun dari Proses yang Sudah Ada, 

Perencanaan, Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi, 

Memilih Pemasok, Mengelola Kontrak, serta Meninjau dan Mempelajari Kontrak. 

Hasil penilaian substansi menunjukkan bahwa tingkat implementasi sustainable 

procurement di PT Vale Indonesia Tbk berbeda pada setiap kategori. Kategori 

Membangun dari Proses yang Sudah Ada memperoleh capaian tertinggi dengan skor 

100%, diikuti kategori Memilih Pemasok sebesar 75%, Meninjau dan Mempelajari 

Kontrak sebesar 67%, serta Mengelola Kontrak sebesar 62%. Sementara itu, kategori 

Perencanaan dan Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam Spesifikasi 

memperoleh skor terendah, masing-masing sebesar 56% dan 53%, yang menunjukkan 

masih perlunya penguatan pada aspek perencanaan pengadaan berkelanjutan dan 

integrasi kriteria keberlanjutan ke dalam spesifikasi pengadaan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai substansi pada sebagian besar 

kategori sama atau lebih tinggi dibandingkan nilai disclosure, dengan rata-rata 

substansi sebesar 69% dan rata-rata disclosure sebesar 59%. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa berbagai praktik sustainable procurement sebenarnya telah 

dijalankan oleh PT Vale Indonesia Tbk, namun belum sepenuhnya didukung oleh 

pengungkapan yang mendalam serta bukti kuantitatif yang memadai dalam 

Sustainability Report. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi sustainable procurement di PT Vale Indonesia Tbk telah 

berjalan cukup baik dan menunjukkan integrasi yang kuat pada proses pengadaan 

yang sudah ada, khususnya dalam aspek tata kelola pengadaan dan seleksi pemasok. 

Namun demikian, perusahaan masih perlu meningkatkan praktik pada tahap 

perencanaan serta pengintegrasian persyaratan keberlanjutan ke dalam spesifikasi 
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agar penerapan sustainable procurement dapat berjalan lebih komprehensif sesuai 

prinsip ISO 20400:2017. 

2. Hasil analisis kesenjangan menggunakan diagram fishbone dan metode 5 Why pada 

lima kategori yang belum mencapai skor maksimal menunjukkan bahwa sebagian 

besar permasalahan berakar pada faktor Method, yaitu belum tersedianya prosedur 

formal yang secara sistematis mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam proses 

pengadaan. Kondisi ini menyebabkan penerapan penilaian risiko ESG, life cycle 

costing, kriteria keberlanjutan pemasok, pemantauan kinerja ESG, hingga mekanisme 

pembelajaran pasca kontrak belum berjalan secara konsisten dan terdokumentasi. 

Selain itu, permasalahan pada faktor Method juga berdampak pada faktor lain seperti 

kompetensi dan tata kelola SDM, dukungan sistem informasi, kualitas dokumen 

pengadaan, pengukuran kinerja, serta kemampuan organisasi dalam merespons 

perubahan lingkungan eksternal. 

Berdasarkan akar masalah tersebut, disusun rekomendasi perbaikan yang 

mengacu pada Best Practices SCOR DS 14. Pada kategori Perencanaan, perbaikan 

difokuskan pada penyusunan Sustainable Procurement Planning SOP melalui 

penerapan BP.155 Standard Operating Procedures dan BP.113 Cross-Functional 

Teams. Pada kategori Mengintegrasikan Persyaratan Keberlanjutan ke dalam 

Spesifikasi, perbaikan diarahkan pada pembentukan Sustainable Procurement Cross-

Functional Committee melalui BP.246 Sustainable Procurement Strategy dan BP.113 

Cross-Functional Teams. Pada kategori Memilih Pemasok, direkomendasikan 

penyusunan Sustainability Risk-Based Pre-Qualification Procedure melalui BP.155 

Standard Operating Procedures dan BP.249 Approved Vendor List. Selanjutnya, 

pada kategori Mengelola Kontrak, perbaikan dilakukan melalui penyusunan Supplier 

Sustainability Performance Management Procedure dengan dukungan BP.155 

Standard Operating Procedures dan BP.126 Supply Chain Control Towers untuk 

memastikan pemantauan dan peningkatan kinerja ESG pemasok secara berkelanjutan. 

Adapun pada kategori Meninjau dan Mempelajari Kontrak, direkomendasikan 

penyusunan Contract Learning Management Procedure melalui BP.155 Standard 

Operating Procedures dan BP.035 Business Rule Review agar hasil evaluasi pasca 

kontrak dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran organisasi dan dasar perbaikan 

proses pengadaan berikutnya. Secara keseluruhan, rekomendasi tersebut diharapkan 

dapat memperkuat implementasi sustainable procurement di PT Vale Indonesia Tbk 
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sehingga lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip ISO 

20400:2017. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Sustainability Report PT Vale 

Indonesia Tbk Tahun 2024 yang didukung oleh validasi akademisi dan praktisi. 

Namun, penilaian implementasi Sustainable Procurement masih bergantung pada 

tingkat pengungkapan informasi dalam laporan perusahaan. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data langsung 

melalui wawancara atau observasi pada unit terkait guna memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam terhadap praktik Sustainable Procurement yang diterapkan. 

2. Pendekatan content analysis dan scoring berbasis KPI ISO 20400 yang digunakan 

dalam penelitian ini mampu mengidentifikasi kesenjangan implementasi, namun 

belum dapat menghasilkan pembobotan prioritas perbaikan secara kuantitatif. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan metode pengambilan 

keputusan multikriteria seperti AHP, Fuzzy AHP, atau TOPSIS guna menghasilkan 

urutan prioritas perbaikan implementasi Sustainable Procurement yang lebih objektif 

dan terukur. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan pertambangan nikel sehingga 

temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan pada konteks industri yang 

lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antar 

perusahaan pertambangan di Indonesia menggunakan kerangka KPI ISO 20400 yang 

sama, guna mengidentifikasi pola kesenjangan implementasi Sustainable 

Procurement yang bersifat sektoral dan menghasilkan rekomendasi yang lebih 

representatif bagi industri pertambangan secara keseluruhan. 
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Tabel A-1 Deskripsi Best Practices SCOR DS 14 

Best Practices Deskripsi 

BP.155 Standard Operating 

Procedures (SOP) 

Praktik penyusunan dan penerapan prosedur 

tertulis yang mendokumentasikan langkah 

kerja, aturan bisnis, tanggung jawab, dan alur 

proses secara standar untuk memastikan 

konsistensi pelaksanaan kegiatan organisasi. 

BP.113 Cross-Functional Teams Praktik pembentukan tim yang terdiri dari 

berbagai fungsi atau departemen untuk bekerja 

sama dalam mencapai tujuan tertentu melalui 

koordinasi dan pengambilan keputusan lintas 

fungsi. 

BP.246 Sustainable Procurement 

Strategy 

Praktik menyelaraskan strategi pengadaan 

dengan tujuan keberlanjutan organisasi 

melalui kebijakan, target, standar, dan 

keterlibatan pemangku kepentingan guna 

menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan 

lingkungan secara berkelanjutan. 

BP.249 Approved Vendor List Praktik menetapkan daftar pemasok yang telah 

disetujui berdasarkan kriteria tertentu, seperti 

kualitas, kapabilitas, stabilitas finansial, dan 

persyaratan organisasi, sehingga hanya 

pemasok yang memenuhi standar yang dapat 

digunakan. 

BP.126 Supply Chain Control 

Towers 

Praktik penggunaan mekanisme visibilitas dan 

pemantauan rantai pasok secara terintegrasi 

untuk mendukung koordinasi, pemantauan 

kinerja, dan pengambilan keputusan secara 

real-time. 

BP.035 Business Rule Review Praktik melakukan peninjauan berkala 

terhadap aturan, kebijakan, dan prosedur 

organisasi untuk memastikan kesesuaiannya 

dengan tujuan strategis, kebutuhan 

operasional, dan perubahan lingkungan bisnis. 
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